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1 peng: secara pr
berintegritas dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik
(good governance) dan bebas dari KKN (clean government) di-T\ F
Kementerian Pertanian; S8 m “ “ |
Mendorong ter program dan i |
pembangunan pertanian secara ekonomis, efisien, efektif
serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di
Kementerian Pertanian;

3. Mencegah terjadinya penyimp terhadap
program dan kegi pertanian di ian |
Pertanian;

4. Mendorong terwujudnya sumberdaya manusia yang
profesional dan berintegritas tinggi di Kementerian Pertanian;
5. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian
Intern pada unit-unit kerja lingkup Kementerian Pertanian
secara efektif; |
6. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem Akuntabilitas |
Kinerja pada unit-unit kerja lingkup Kementerian Pertanian; ﬁ
7. d g terwuj K
Kementerian Pertanian sesuai dengan SAI dengan
mendapatkan opini wajar.
1]




Salam Hangat para Pembaca Media Auditor.

Media Audit
dengan visi Medi

Edisi 30 Tahun 2012 menjumpai pembaca kembali. Sesuai

Auditor masih setia mengupas permasalahan dan informasi

tentang manajemen dan pe

gawasan. Pada edisi ini. kami menampilkan topik
masalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Artikel

yang kami terima dari simpatisan penulis cukup banyak untuk m

rubrik menu utama maupun wawasan, sehingga kamipun harus me

nyeleksi secara ketat khususnya pada Menu Utama. Tema kal

temyata sangat familier bagi teman-teman Auditor. sehi

jumlah tu

an menu

ama pada edisi ini paling banyak meng
Selain itu, pada Rubrik Wawas:
g banyak m

ian lain, beberapa kegiatan Inspekiorat Jenderal Kementerian Pertanian juga kam

Komodasi tulisan para Audito

kami tampilkan informasi ya

herikan pengetahuan

yang cukup menarik. Pada B:

ampil-
kan pada info media

Pembaca yang budiman, tema SAKIP kami tampilkan sebagai rasa syukur kami, karena dengan komitmen
 nilai LAKIP Kementerian Pertanian mengalami perbaikan dan peningkatan yang cukup
menggembirakan dibandingkan tahun sebelumnya. Tentu saja perolehan nilai “B" tahun ini belum membuat kita semua
an penerapan SAKIP tetap dilaksana
kan dengan konsisten. Harapannya, tahun depan kita dapat memperoleh nilai- yang lebih baik

dan semangat yang finggs

sebagai warga Kementerian Pertanian puas diri, sehir

erakan untuk peni

Kami mohon
harap, pembaca tidak kecewa atas keterlambatan tersebut, karena kami akan selalu memperbaiki kualitas penerbitan
Media Auditor menuju media yang professional, termasuk dalam
perhatian pembaca sangat diperlukan, antara lain sumbx

f karena penerbitan edisi 30 Tahun 2012 mengalami keterlambatan dari rencana. Kami ber

nemenuhi taj

et wakiu penerbitan. Bantuan dan

gan artikel untuk memperkaya khasanah dunia manajemen dan
pengawasan

Tidak lupa, kami jajaran redaksi Media auditor mengucapkan, Selamat ula
menterian Pertanian yang ke-45. Semoga itjen tetap menjadi lembaga per

tahun Inspektorat Jenderal Ke-
gakkan
terwujudnya 4 sukses
elamat Hari Raya Idul Fitri 1433 H, minal aidin wal faidzin, mohon maaf

profesioan dalam men
pemerintahan yang baik dan bebas dari KN, serta memnberikan kontribusi yang nyata ba
pembangunan pertanian. Kami ucapkan ju
lahir dan batin.

Pembaca yang budiman, selamat membaca mudah-mudahan tema Kali ini dapat memberikan informasi dan

pengetahuan tentang manajemen pengawasan termasuk SAKIP. (BP/PAR - MA)

“ Seseorang dengan wawasan yang cukup
untuk mengakui kekurangannya berada paling
dekat dengan kesempurnaan “

Media Auditor - Edisi 30, Agustus 2012 AUDITOR! i
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Gerakan SAKIP Inspektorat Jenderal !
Kementerian Pertanian |
|
erdasar Kegiatan evaluasi maupun workshop guna menyampaikan
B\m Surat  pemahaman dan merumuskan langkah-langkah kebija
tusan Kepala LAN  kan yang disepakati untuk pihak-pihak yang berinteraksi
X/6/8/2003 tan dalam kegiatan dimaksud.
1125 Maret 2003 tentang
Pedoman Penyusunan LAK Bagaimana strategi kedepan dan gerakan apa yang telah |
IP wajib dilakukan oleh dirancang tahun 2012 oleh Inspektorat Jenderal Kemen.
Menteri/Badan terian Pertanian dalam menduku AKIP menjadi lebih
Lembaga Negara  baik, berikut petikan wawancara dengan Inspektur Jen
di Pusat dan Dae deral Kementerian Pertanian Ir. R. Azis Hidajat, MM.
Pertanian  tidak
terlepas dari ke 1. Media Auditor (MA) : Proses pencapaian nilai
wajiban tersebut, LAKIP Kementerian Perta 1 tidak semudah yang
tahun 2009 s.d diharapkan, sebenarnya hal mendasar apa yang
2011 hasil evalu: membuat LAKIP Kementerian Pertanian dari tahun
asi LAKIP yang 2008 dan 2009 masi inilai kurang baik
dilakukan oleh
Kementerian Nega- Azis Hidajat (AH) : Kementerian PAN dan RB telah
ra Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi ‘melakukan penilaian penerapan SAKIP di Kemente-
Birokrasi (RB) terhadap Kementerian Pertanian menun: rian Pertanian sejak pencrapan SAKIP tahun 2008,
jukkan perubahan yang menggembirakan yaitu dari nilai tahun 2009 dan tahun 2010, dengan hasil penilaian
agak kurang/perlu banyak perbaikan) pada tahun 2009 C untuk tahun 2008 dan CC untuk tahun 2009 dan
. CC (cukup baik/perlu banyak perbaikan tetapi tidak menjadi B pada penerapan SAKIP tahun 2010. Pe-
mendasar) pada tahun 2010 dan B (baik/perlu sedikit nilaian SAKIP yang dilakukan oleh KemenPAN dan
perbaikan) pada tahun 2011 RB tidak terbatas pada penilaian penyusunan LAK-
IP semata, tetapi mencakup pada penerapan SAKIP
Pencapaian nilai B terhadap Laporan Akutabilitas yang terdiri dari 5 sub komponen yang dinilai yaitu
ia Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Per- perencanaan kinerja, penguki , pelaporan
i dengan Indikator Kiner Kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Pe-
Utama (IKU) Inspektorat Jenderal Kementerian Perta nilaian penerapan SAKIP oleh kemenPAN dan RB |
nian melalui gerakan Sistem Akuntabilitas Kinerja In- juga dilakukan terhadap penerapan SAKIP unit es- 3
stansi Pemerintah (SAKIP), namun kita tetap perlu me- elon I secara uji petik yang mencakup tethadap lima |
raih predikat yang lebih baik di tahun mendatang. Hal kompanen penilaian tersebut, dengan alat bantu pe- |
tersebut tidak terlepas dari peran Inspektorat Jenderal nilaian yang telah disusun secara sistematis yang
(Itjentan) dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan disebut template. Pada awalnya kurang kita sadari
dan peringka hasil penilaian atas LAKIP tingkat Eselon bahwa komponen yang dinilai oleh KemenPAN dan
1 dan kementerian di lingkup Kementerian Pertanian. Un- RB mencakup pada penerapan sistem AKIP, sedan-
1wk itu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tetap. gkan kita (kementerian dan eselon ) hanya terfokus
‘herkomitmen untuk senantiasa memberikan masukan dan pada penyusunan LAKIP saja, yang hanya memiliki
saran kepada unit-unit kerja Eselon 1 teknis dalam bentuk ilai 5 9% dari om.
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POReR yAnE ATAiTAT dengan bobot 100%.
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+ Pada Tahun 2010 hasil penilaian LAKIP cukup
menggembirakan dengan meraih nilai B (baik), kon-
tribusi apa yang dilakukan Inspektorat Jenderal, se-
hingga penilaian LAKIP dapat meningkat ?

AH: Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
memberikan perhatian yang besar terhadap penera-
pan SAKIP di lingkup Kementerian Pertanian, hal
ini terlihat dari Peran Inspektorat Jenderal Kemen-
terian Pertanian sejak tahun 2006 sampai dengan
tahun 2011 telah melakukan evaluasi dan penilaian
penerapan SAKIP di unit eselon I lingkup kemente-
rian sesuai dengan yang diamanatkan Surat Keputu-
san MenPAN No.135, bahwa lembaga pengawasan
diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi
dan penilaian penerapan SAKIP unit eselon 1 di ling-
kungan kementerian/lembaga. Kemudian pada tahun
an Pertanian
membentuk Tim Penggerak SAKIP yang ditetapkan
dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian
Pertanian, dengan tugas antara lain melaksan;
sosialisasi, workshop, pelatihan penerapan SAKIP
lingkup Kementerian Pertanian dan melakukan re-
viu penerapan SAKIP Kementerian Pertanian tahun
2010 dan 2011 sebelum LAKIP Kementerian Per-
tanian disampaikan kepada Kementerian PAN dan
RB. Tim Penggerak SAKIP Itien Kementan juga
memberikan pelayanan sebagai pendamping atau
narasumber dalam kegiatan sosialisasiAvorkshop
penerapan SAKIP lingkup Kementerian Pertanian.
Kegiatan tersebut telah mendorong penerapan SAK-
1P di lingkup unit kerja Kementerian Pertanian se-
makin lebih baik.

an

MA': Apa hambatan penerapan SAKIP di Kemente-
rian Pertanian ?

AH ; Pencrapan SAKIP memerlukan komitmen ber-
sama_dari seluruh unsur penyelenggara/pelaksana
pemerintah, dimulai pimpinan teringe sampai den-

hasilan dan kegagalan dari suatu unit kerja dalam
mencapai sasaran strategis sesuai dengan target ki-
nerjanya. Penerapan SAKIP bagaikan dua belah sisi

apresiasi penyusunan laporan realisasi anggaran
oleh unit kerja lebih besar dibanding dengan penera-
pan SAKIP (penyusunan LAKIP), karena belum ada
yang konkrit bagi pimpinan unit kerja yang
tidak menerapkan SAKIP dengan baik, sedangkan
bagi satker yang tidsk membuat laporan realisasi
aran dengan baik ada sanksi, antara lain peng-
un berikutnya. Dari aspek or-
ganisasi penerapan SAKIP umumnya dilakukan oleh
n evaluasi dengan daya dukung anggaran yang
kurang memadai, sedangkan dalam penilaian dan
evaluasi capaian kinerja diperlukan survei tentang
kepuasan pelanggan dan kepentingan stakeholder,
sehingga kurang tergalinya tingkat capaian kinerja
terhadap indikator outcome, benefit, dan impact.

MA : Apa kesulitan penilaian penerapan SAKIP di
Kementerian Pertanian?.

AH : Penerapan SAKIP merupakan tanggungjawab
Kinerja dari suatu unit kerja yang direncanakan, di-
laksanakan, dievaluasi dan dilaporkan sendiri oleh
unit kerja yang bersangkutan (self accesment), se-
hingea diperlukan penilaian dan evaluasi oleh pihak
lain. Inspekiorat Jenderal sebagai lembaga penga-
wasan internal di Kementerian Pertanian diberi ke-
wenangan untuk melakukan evaluasi dan penilaian
penerapan SAKIP di setiap unit kerja eselon 1 dan
unit kerja_ dibawahnya, dan melakukan reviu atas
penerapan SAKIP Kementerian Pertanian. Inspek-
torat Jenderal setiap tahun telah melakukan evalu-
asi dan penilaian terhadap penerapan SAKIP eselon
1 lingkup Kementerian dan melakukan reyiu atas
LAKIP Kementerian Pertanian pada tahun 2010 dan
2011. SAKIP merupakan bentuk pertanggungjawa-
ban kinerja suatu instansi, yang selalu berkembang
dan dinamis, sehingga diperlukan pemahaman yang
terus menerus pada sctiap ada perubahan kebijakan
yang terjadi. SAKIP belum sepenuhnya dipahami
‘oleh seluruh jajaran satuan unit erja di tiap eselon
termasuk belum ulumh auditor yang melakukan
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haman SAKIP. Kebijakan da
penyusunan LAKIP yang ada juga tidak mudah di-
kan pada suatu unit kerja d
an indikatornya de
y m. Disamping itu juga diperlu
kan komitmen pimpinan dan seluruh pelaksana

MA : Gerakan SAKIP yang telah dilaksanakan oleh
Itjen Kementan telah memberikan kontribusi dalam
peningkatan penilaian LAKIP, apa yang akan di-
lakukan Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan
penilaian LAKIP di tahun 2012 2

AH - Serangkaian kegiatan gerakan SAKIP pada ta-
hun 2012 telah dilakukan dan direncanakan, yaitu;
reviu terhadap draff LAKIP Kementerian Pertanian
tahun 2011 yang dilakukan pada awal bulan Maret
2012 dengan tujuan memberikan masukan dan ko-
reksi atas LAKIP Kementerian Pertanian sebelum
disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB:
melakukan pendampingan penyusunan LAKIP es
lon 1 dan UPT lingkup Kementerian Pertanian tahun
2011 sesuai dengan permintaan eselon I dan UPT
yang bersangkutan; peny! pedoman evalu-
asi dan penilaian terhadap LAKIP esclon I dan unit
kerja lingkup eselon I dan pertemuan dengan para
Sekretaris Ditjen/Badan dan Kepala Bagian Evalu-
asi dalam rangka persiapan evaluasi dan penilaian
SAKIP Esclon I; melakukan evaluasi dan penilaian
terhadap penerapan SAKIP eselon 1 lingkup Kemen-
terian Pertanian yang dilaksanakan pada bulan Juni
2012; melakukan pembinaan/workshop penerapan
SAKIP; dan penyusunan LAKIP terhadap unit kerja
dan UPT lingkup Kementerian Pertanian yang akan
dilaksanakan pada bulan Oktober 2012.

MA : Penilain LAKIP tahun 2011 dengan nilai B
(baik) artinya masih ada sedikit yang perlu diper-
baiki, aspek apa yang perlu dilakukan perbaikan ?

AH : Seluruh aspek perlu mendapat perhatian un-
tuk perbaikan, baik aspek perencanaan kinerja, pen-
gukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja,
dan capaian kinerja.

Dari aspek perencanaan kinerja, Kementerian Per-
tanian telah melakukan revisi anaan strategis

— e

pedoman SAKIP dan

. MA : Banyak kegiatan gerakan di Inspektorat Jen-

T dan perbaikan terhadap indikator kinerja dan target
kinerja pada sasaran utama Kementerian Pertanian
Revisi Renstra Kementerian Pertanian tersebut akan
segera ditkuti dengan revisi Renstra eselon I. Selain
jtu Kementerian Pertanian dalam waktu dekat akan
mengeluarkan Pedoman Penyusunan Rencana Kin-
erja Tahunan (RKT) dan Pedoman Penyusunan Indi-
Kator Kinerja Utama. Diharapkan pedoman tersebut
akan memudahkan dan menyelaraskan perencanaan
pembangunan pertanian dan pengukuran capaian ki-
nerja terhadap sasaran yang ditetapkan. Dari aspek
pelaporan kinerja, kita terus meningkatkan pembi-
naan kepada unit kerja lingkup Kementerian Perta-
nian agar Kesadaran dan komitmen serta, pemaha.
man seluruh pelaksana terhadap SAKIP lebih baik
lagi. Kita harus berupaya untuk membangun SAKIP
dengan membangun jaringan informasi dan komu-
nikasi untuk mendapatkan data yang akurat dan
andal berkaitan dengan informasi capaian kinerja
pada pelanggan (customer) dan pemangku kepent-
ingan lainnya dalam pembangunan pertanian. Untuk
itu dalam waktu dekat Sekretariat Jenderal Kemen-
tan akan menyempurnakan Permentan No 31 tahun
2010 tentang monitoring, evaluasi dan pelaporan.

deral Kementerian Pertanian, dan semuanya mem-

berikan dampak yang signifikan, bagaimana cara

mmbug: sumberdaya di Inspektorat Jenderal Ke-
gerakan

di Igew Kementan dapat dilaksanakan secara opti-

mal, Khususnya gerakan SAKIP ?

AH : Di Inspekiorat Jenderal Kementerian Pertani-
an semua kegiatan telah direncanakan dengan baik,
mulai dari sumberdaya anggaran, semua kegiatan
audit (Kinerja, investigasi) dan non audit baik pem-

binaan Sistem Pembinaan Intern Pemerintah (SPIP),

mmk-n Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

okasikan anggaran dalam DIPA Iten tahun 20;:
lmmlt!mdﬂﬂlajiknnl tahun
membentuk Tim Gerakan SAKIP,



8. BEXTMarapan itk penerapan SAKIP di Kemen-
terian Pertanian, mengingat kontribusi Inspektorat

Jenderal Kementan sangat diperlkan

AH : Harapan kami penerapan SAKIP di Kemer
terian Pertanian dari tahun ke tahun semakin baik,
pencapaian sasaran utama Kementerian Pertanian
aitu empat target sukses pembangunan pertanian
dapat tercapai dan akuntabel. Inspektorat Jenderal
akan selalu berperan aktif dan sesuai dengan tugas

dan fungsi, mendorong pencapaian sasaran utama
tersebut dan penerapan SAKIP lingkup Kementerian
Pertanian lebih akuntabel, jujur, dan obyektif serta
transparan

9.

MA : Optimiskah untuk tahun 2012 LAKIP Kemen-
terian Pertanian dapat meningkat menjadi predikat
1 (sangat baik).

{H : Kami optimis bahwa penilaian penerapan
SAKIP di Kementerian Pertanian pada tahun-tahun
mendatan kat. Untuk itu diperlukan
komitmen dan dukungan serta peran sei

dapat menin

secara
aktif pada pimpinan seluruh unit kerja eselon I dan

jajarannya, untuk bekerja keras mewujudkan pen-

capaian sasaran utama Kementerian Pertanian yaitu
empat sukses pemban
telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Perta-
nian tahun 2010 - 2014

(Suparmadi - Media Auditor)

unan pertanian seperti yang
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Pentingnya Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBN

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggung jawaban APBN yang tepat, jelas

terukur, dan sah sehingga penyelen,

n pemerintah

n dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya

ouna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap  instansi
pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerinta

han negara diwajibkan untuk mempertar awabkan

pelaksan

kinerjanya d an tugas pokok dan fungsi-

nya serta kewenangan pe n sumber daya dengan

canaan strategis yang ditetapkan

didasarkan suatu p
oleh masing-masing instansi (Inpres No 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Beberapa alasan mer
rintah yang belum dapat men
tidak/belum tahu tingkat kinerja. yar karena
pada umumnya instansi pemerintah belum menetapkan
beberapa aspek utama, yaitu antara lain Belum jelas pe
rumusan tujuan (goal), belum memiliki sasaran strategis
yang spesifik, jelas, dan terukur, Belum mempunyai in-
dikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya, belum
berani menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk
komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang opti-
mal, dan belum memiliki sistem pengumpulan dan peng-
olahan data kinerja

apa banyak instansi peme-
ukur Kinerjanya sehingga

g dicapai

Kementerian Pertanian sangat konsen dan serius
dalam mendorong penerapan SAKIP di lingkupnya. pe-
nilaian LAKIP yang di lakukan oleh Kementerian PAN
dan RB terhadap LAKIP Kementerian Pertanian semakin
membrikan hasil peningkatan yang baik, v\uk\p\\n KL-
menterian Pertanian belum puas dengan hasil/nilai
yang diraihnya pada LAKIP tahun 2011

Pencrapan system akuntabilitas yang baik
tentu saja berpengaruh terhadap pengelolaan
anggaran, karena pada dasamya akuntabilitas
merupakan istilah yang terkait dengan tata
kelolapemerintahan termasuk_didalamnya
mempertanggungjawabkan angaran yan
dircalisasikannya, atau sebuah pertang-
gungjawaban untuk  memberitahukan,
‘menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan
dan keputusannya agar dapat disetujui
‘maupun ditolak atau dapat diberikan hu-

Kuman bilamana diketemukan adanya penyalahgunaan
kewenangan

Ada 3 kunci sebagai dasar pola pikir untuk mewu
judkan agar Kita selalu dalam jalur yang benar, seperti
yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Dr. H.
Rusman Heriawan pada acara Komitmen Anti Korupsi
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Jogja-
Karta, Pertama kita harus pahami target dan tujuan pem-
bangunan pertanian yang harus diselesaikan, kedua, ada
kapasitas dan potensi yang perlu dioptimalkan baik SDM
pada bagian pengawasan maupun pelaksana atau pengelo-
aran, ketiga, ada pedoman dan aturan yang wajib
dipahami oleh seluruh pegawai. Hal tersebut sejalan den-

gan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerin-

ah yaitu berpedoman pada sistem yang dapat menjamin
penggunaan sumberdaya yang kon-

sisten dengan asas-asas umum
nggaraan  negara,
Komitmen dari pimpinan
dan seluruh staf instansi

yang bersangkutan, men-

unjukkan tingkat penca-

paian sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan.

Berorientasi pada penca-
paian visi, misi serta hasil
dan manfaat yang diperoleh,
Jujur, obyektif, transparan,
dan akurat, serta menyaji-
kan keberhasilan dan
kegagalan dalam
pencapaian
sasaran
dan




juan JaRE TeTak ditetapkan

2 kuran

memberikan manfaat, tetapi

Wakil Menteri Pertanian mengingatkan bal

wa akuntabilitas itu sesungguhnya tidak diukur pada

bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan pengel

laan secara baik sesuai aturan atau akuntabilitas for

Tetapi sesungguhnya akuntabilitas itu harus diukur da P

semua proses anggaran mulai dari perencanaan. Apab administrasi pem;

dalam konteks perencanaan sudah punya kepentinga i |

kepentingan lain bukan kepentingan untuk masyaraka ar !

maka hal itu sudalf tidak sehat dari awalnya. Perenc birokra pela

harus dilakukan dengan niat bahwa perencanaan itu harus s

bermanfaat untuk masyarakat. Hal in perh KPK yaitu pe

bagi Inspektorat Jenderal sebagai instansi pengawas tor Layanai

ternal, Wamentan meminta Inspektotrat Jend \K), dar ¢ untuk meng

terus melakukan equal treatment pada seluruh unit ke kur ak k ikah pada tataran yan,
 diauit, serta melakukan penilaian terhadap e di berb

accountability yang disebut impact indicator, Inspektorat — asp ingkat

Jenderal juga harus berani dan tegas melakukar pakal hankan atau bal

asi kebijakan/program pembangunan pertanian, terutam ! | {

armadi- MA)

Penyerahan Cinderamata Kegiatan
Komitmen Anti Korupsi Menuju
WBK kepada Wakil Menteri Perta:
nian di Jogjakarta

Media Auditor - Edisi 30, Agustus 2012
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Konsepsi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Oleh

“Penerapan SPIP tidak akan sepenuhnya berhasil, jika SAKIP tidak diterapkan dengan baik'

dap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan

bersih (good governance dan clean government)
telah mendorong pengembangan dan pencrapan sistem
pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efekif
yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instan-
Si Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem terscbut ber-
tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pemban-
gunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna, bertanggung jawab dan bebas dari prakiik-praktik
Kolusi, Korupsi, dan nepotisme (KKN)

Scmxkin meningkatnya tuntutan masyarakat terha-

Dari berbagai definisi tentang akuntabilitas, dapat
disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan
Kewajiban Sescorang atau unit organisasi untuk memper-
tanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelak-
sanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam
rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui

Yayat Supriatna

Kewajiban instansi pemerintah untuk menerapkan
sistem akuntabilitas kinerja berlandaskan pada Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akunta-
bilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dalam Inpres tersebut
dinyatakan bahwa akuntabilitas. kinerja instansi pemerin-
tah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemer-
intah untuk mempertanggungjawabkan “kebethasilan/
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertang-
gungjawaban secara periodik.

Siklus akuntabilitas Kinerja. instansi pemerintah
dimulai dari penyusunan perencanaan stratejik (Renstra)
yang meliputi penyusunan visi, mis, tujuan, dan sasaran l‘;
serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perenca-
naan stratejik ini kemudian dijabarken dalam perenca-
naan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun. Rencana

media berupa laporan

kinerja secara periodik.

Akuntabilitas sebenamya merupakan sisi-sisi sikap
dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabili-
tas internal dan cksternal. Dari sisi internal seseorang,

merupakan orang
tersebut kepada Tuhannya. Akuntabilitas yang demikian
ini meliputi pertanggungjawaban diri sendiri mengenai
segala sesuatu yang dijalankannya yang hanya diketa
hui dan dipahami oleh dia sendiri. Akuntabilitas ckste
nal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada
ngkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan)
maupun lingkungan masyarakat, Kegagalan sescorang
untuk memenuhi akuntabilitas eksternal mengakibatkan
pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan sum-
ber-sumber daya yang lain, penyimpangan kewenangan,
dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepadanya.
Akuniabilitas cksternal lebih mudah diukur mengingat
norma dan standar yang tersedia memang sudah jelas.
Kontrol dan penilaian dari pihak ekstemal sudah ada
dalam mekanisme yang terbentuk dalam suatu sistem dan
prosedur kerja.

kinerja ini h target kinerja yang in- |
gin dicapai (output/outcome) dari seluruh sasaran strate-

jik dalam tahun yang bersangkutan setta strategi untuk |
‘mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur
yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyeleng- |
araan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Sete-

lah rencana kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya adalah
pengukuran kinerja. Dalam melaksanakafl kegiatan, di-
lakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja, Data
kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinya-
takan dalam satuan indikator kinerja. Dengan diperlukan-
nya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran
Kinerja, maka instansi pemerintah perlu mengembangkan
sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instru-
men, dan metode pengumpulan data Kinerja. Pada akhir
suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada.
pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam
bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemer-
intah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat
dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kin-

erja instansi secara berkesinambungan.
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uler dibandingkan dengan Laporan Keuangan
dalam hal proses penyusunan. Kalau kualitas laporan

Keuangan dinilai berdasarkan opini yang diberikan Badan
‘Pemeriksa Keuangan (BPK-R1), maka kualitas penerapan
SAKIP (termasuk di dalamnya LAKIP) ditentukan oleh
penilaian hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kemenpan dan RB). Meski keduanya dilaku-
Kan penilaian oleh pihak ekstern, hingga saat ini kualitas
pencrapan SAKIP masih belum sesuai dengan yang di-
harapkan. Kesadaran penyelenggara pemerintahan untuk
‘memperbaiki kualitas penerapan SAKIP pun sepertinya
masih kurang jika dibandingkan dengan keinginan untuk

program. e 3
A r A

& AT
Perkembangan Konsepsi SAKIP X

Perjalanan konsep akuntabilitas kinerja. instansi |
pemerintah hingga saat i sudah berjalan lebih dari satu
dasawarsa. Sampai dengan tahun 2012, perkembangan
LAKIP (selanjutnya SAKIP).sudah sampai pada tahun
ke tiga belas scjak diterbitkannya Inpres nomor 7 tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pada awal 2000-an, MENPAN selaku pembina dan pen-
usung konsep SAKIP mulai memperkenalkan bagaima-
na bentuk pertanggungjawaban kinerja yang seharusnya.
Dengan munculnya SK LAN Nomor 589/IX/6/Y/1999
yang kemudian digantikan dengan SK LAN Nomor 239/
IX/6/8°2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) seba-
gai bukii kesungguhan bahwa instansi pemerintah harus

mendapatkan opini Wajar Tanpa (WTP)
dari BPK.

Sistem AKIP dikaitkan d

gan Sistem Pengenda-

Peratuan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008,
las bahwa dalam SPIP terdapat sub unsur eva
dan indikator kinerja yang pada dasarnya adalah bagian
dari Sistem AKIP. Namun, mengapa Sistem AKIP hin
saat ini belum mendapatkan perhatian yang memadai
Seharusnya tidak demikian, Karena penerapan SPIP tidak
akan sepenuhnya berhasil, apabila penerapan SAKIP
kurang berhasil.

dan 4
(empat) target utama Kementerian Pertanian, yaitu 1)
Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanju-
tan; 2) Peningkatan Diversifikasi Pangan; 3) Pe
Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor, dan 4) Peningl
tan Kescjahteraan Petani, harus dapat diketahui tingk
akuntabilitas kinerjany:
Keempat program tersebut secara transparan dapat dike-
tahui dengan menilai sejahuhmana pencapaian tingkat
output, outcome, benefit, impact yang ditetapkan mulai
unit kerja/satker lini terbawah sampai tingkat fop manaje
‘men Kementerian Pertanian. Untuk hal itu, SAKIP yan;
terdiri dari komponen/aspek Perencanaan Kinerja, Pen-
ctapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Evaluasi Kinerja merupakan perangkat yang dapat
memberikan gambaran sampai sejauhmana tingkat keber-
hasilan maupun kegagalan/kekurangan suatu kegiatan /

kinerja dalam suatu laporan.

LAKIP pada dasarnya hanyalah muara dari sebuah
SAKIP yang dimulai dari RPJMN, Perencanaan Stragis,
Perencanaan Kinerja, Pen a baru kemudian
diakhir tahun disusunlah [ sistem tersebut
baru akan berjalan dengan baik jika keseluruh subsistem
2 telah terbangun dengan baik

yang menop:

Untuk mendapatkan gambaran indikator kinerja
yang terukur, dikeluarkan juga Peraturan Menteri PAN
Nomor PER/09/M PAN/5/2007 tentang Pedoman Unum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instan-
si Pemerintah dan Nomor 20/M.PAN/L1 2008 tentang
tunjuk Pelaksanaan Penyusunan Indikator Kinerja Utama
Pedum dan Juklak tersebut semakin memperielas uku
ukuran indikator kinerja yang digunakah untuk menilai
keberhasilan pen D:
peraturan ini pemerintah diwajibkan untuk menetapl
indikator kinerja utama (IKU) y
kriteria indikator kinerja yang baik yaitu spesifik, dapat
keberhasilan sesuatu
dlu\ur ¢|||n||p¢l dikuantifikasi dan diukur, Selain
itu, peraturan ini juga memberikan arahan bahwa IKU
harus digunakan dalam penyusunan dokumen-dokumen
perencanaan baik jangka menengah maupun tahunan, pe-
nyusunan laporan akuntabiltas kinera, evaluasi kineja
i

paian tujuan dan- sasaran

kan
@ harus memenuhi

dic

ya

tansi tah, dan dan
kinerja.pelaksanaan program dan kegiatan. IKU
sudah ditetapkan haruslah dimanfuatkan schingg
encanaan tidak hanya suatu kegiatan untuk men

AUDITOR: ;



Mesar Utasra

anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/ program . ban

atgu hanya dalafy rangka untuk memeriuhi persyaratan
Reformasi Birokfasi yang ujungnya untuk ‘mendapatkan
pentimerasi.

Permenpan No. PER/09/M.PAN/S/2007 dan Per-
mcnpun No. 20/MPAN/112008 menjadi sebuah titik
i penerapan konsep AKIP. Selain ifu, peraturan lain
ym,, dapat menjadi pendorong perbaikan penerapan sis
tem AKIP adalah RPJMN 2010-2014 yang sudah memas
ukkan unsur sasaran beserta target yang ingin dicapai.
Selanjutnya, hasil dari berbagai kajian dengan memper-
hatikan perkembangan manajemen pemerintahan yang
dikaitkan dengan program reformasi birokrasi, Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Menegpan dan RB) menerbitkan peraturan No-
mor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pen-
etapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja In-
stansi Pe h sebagai pengembangan dari pedoman
yang diatur dalam SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003
Dalam peraturan tersebut, Penetapan Kinerja (PK) yang
mencantumk aran strategis, indikator Kinerja utama
organisasi,
mendapat perhatian yang seksama sebelum dilakukan
Pengukuran Kinerja yang selanjutnya dilaporkan dalam
bentuk LAKIP, Penyusunan PK harus memperhatikan
Pembuatan Kontrak kinerja antara Presiden dengan Men-
ka menengah; Dokumen
perencanaan kinerj tahunan; dan Dokumen pengangga-

erint

serta target kinerja dan anggara

ran

ran dan atau pelaksanaan a

Pengumpulan data dalam rangka pengukuran ki-
nerja atas indikator kinerja yang tertuang dalam Peneta-
pan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan

sekunder yang digunakan dapat
schingga dapat memberikan
akuntabilitas kinerja 2 Kedua
merlukan evaluasi lebih lanjut schingga d-on memberi- »
kan gambaran kondisi atas kedua pertanyaan tersebut.
Adapun Khusus mengenai acuan tentang SAKIP
dalam pedoman tersebut, memerlukan telaahan lebih lan-
jut danya
genai Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja (LAK-
1P) dengan kebijakan terakhir dari Kemenegpan dan RB
sebagai pembina SAKIP. Hal tersebut disebabKan Peratu-
ran Menteri Pertanian Nomor 31/ Tahun 2010 diterbitkan
pada tanggal 19 Maret 2010 masih mengact kepada Surat
Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor
230/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelapo-
ran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
sedangkan untuk pengukuran dan pelaporan kinerja sudah
diperbaharui dengan Permenpan dan RB Nomor 29 Ta-
hun 2010 tanggal 31 Desember 2010, Pengukuran Kinerja.
dalam Permentan Nomor 31 Tahun 2010 masih menggu-
nakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan
Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), sedangkan dalam
Permenegpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tidak lagi
‘menggunakan formulir tersebut tetapi menggunakan for-
mulir yang lebih menckankan kepada pencapaian sasaran
strategis dengan memperhatikan Indikator Kinerja yang
ditetapkan, Perbedaan mengenai kewajiban penyusunan
LAKIP antara Permentan Nomor 31 Tahun 2010 dengan
Permenegpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 yaitu:

|

pemahaman dan f00ls yang memadai, Untuk itu, Men-
teri Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Per-
tanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tanggal 19 Maret
2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauar
Pelaporan Pembangunan Pertanian. Pedoman tersebut
memberikan acuan bagaimana mekanisme pemantauan
pembangunan pertanian dengan format laporan dan cara
pengisian formulir hasil pemantauan, juga memberikan
acuan bagaimana melakukan evaluasi kinerja pembangu-
nan pertanian serta acuan tentang SAKIP dan koordinasi
kegiatan pemanatauan untuk pelaksanaan pemantauan
pembangunan pertanian.

Berkaitan dengan pedoman tersebut, perlu kiranya
mendapat jawaban atas pertanyaan: Apakah pengelola
unit kerja struktural

AUDITOR!
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Permentan No. 31 Ta- | Permenegpan & RB
hun 201 No. 29 Tahun 2010

2. Unit OrganisEselon I
3. Unit Eselon

4. Unit Kerja Mandiri
1V, Satuan Kerja yang men
gelola anggaran tersendir),
yang diatur oleh Menteri,

Namun Unit Eselon I1, 111 dan IV yang tidak men-
gelola anggaran tersendiri tetap harus menyusun Pen-
ctapan Kinerja dan melakukan Pengukuran Kinerja yang
hasilnya disampaikan kepada atasannya untuk menjadi
bahan penyusunan LAKIP.
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i sample yang dilakukan oleh Kemenpan dan
serta yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Ke-
tan atas akuntabilitas kinerja Unit Eselon I dan Unit

Organisasi di bawahnya sebagai sampel. Dengan demiki-

 an, perlu kejelasan dengan adanya perbedaan kebijakan
tersebut, sehingg«akan ada kesamaan pemahaman dalam
penerapan SAKIP yang meliputi aspek Perencanaan Ki-
nerja, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Evaluasi Kinerja dalam rangka meningkatkan
hasil penilaian atas akuntabilitas kinerja maupun menda-
patkan gambaran keberhasilan dan kegagalan pelaksa-
naan kegiatan/program.

Evaluasi SAKIP Kementerian Pertanian

Hasil evaluasi Kemenegpan dan RB atas Akunta-
bilitas Kinerja Kementerian Pertanian (penerapan Sistem
AKIP) tahun demi tahun meningKat. Pada tahun 2008
mendapat kategori C, tahun 2009 mendapat kategori CC,
kemudian terakhir yaitu tahun 2010 mendapat kategori B
Sedangkan untuk tahun 2011 belum mendapat penilaian
dari Kemenpan dan RB

Mendapat kategori B dari hasil evaluasi Kemen-

ususnya Rencana Kln-
bma seb:gun beur

hakikat makna dari RKT sebagai acuan dalam penyusu-
nan anggaran, selain ity dokumen Penetapan Kinerja be-
lum secara berkala,
schingga belum dapat dimanfaatkan sebagai alat unm.k
i kinerja.

nerja juga menjadi bagian penting untuk diperbaiki, kunh-
tas rumusan indikator kinerja belum seluruhnya memen-
uhi kriteria indikator kinerja yang baik, Indikator Kinerja
Utama (IKU) belum dimanfaatkan dalam dokumen-do-
kumen lan ‘hasil

kinerja belum dapat digunakan untuk pengendalian dan
pemantauan kinerja secara berkala, dan Kementerian Per-
tanian belum membangun sistem pengumpulan data ki-
nerja sccara memadai, tetapi masih bersifat adhoc pada
saat penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP).

LAKIP, terutama di tingkat unit kerja, belum men-
yajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja
secara memadai, tetapi lebih banyak menggambarkan
program/kegiatan yang telah dilaksanakan, Evaluasi juga
ebutkan LAKIP belum menyajikan pembandingan
data kinerja yang memadai, sehingga belum menggam-
barkan informasi kinerja organisasi secara utuh, selain itu
LAKIP belum dimanfaatkan untuk memperbaiki peren-
canaan baiki pelak program dan kegiatan

mei

pan dan RB atas Akuntabilitas Kinerja Ker Per-
tanian Tahun 2010 adalah penetapan normatif dari evalu-
ator. Yang lebih utama adalah penerapan sistem dalam
rangka peningkatan akuntabilitas kinerja dari berbagai
aspek, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
dapat berjalan secara efketif, efisien, ekonimis dan tertib,
serta manfaat dapat diberikan kepada stakeholders mau-
pun customers sesuai dengan harapan. Namun demikian,
atribut yang diperoleh dari b aluator yang
menggunakan metoda penilaian yang relatif memadai
merupakan cerminan kondisi tingkat akuntabilitas kinerja
yang dievaluasi

z

Memperhatikan nilai hasil evaluasi dari Keme-
negpan dan RB atas Akuntabilitas Kinerja Kementerian
Pertanian Tahun 2010 yaitu mendapat Kategori B den-
an niai 65,61 Sedangkan interval nilai untuk Kategori
B adalah 65 - 75, berarti nilai yag didap:
pada batas minimum interval tersebut. Berik
paikan berbagai kekurangan pada masing-masing
ponen/aspek SAKIP di Kementerian Pen.n‘)\y-im i

“‘T

organisasi dan untuk meningkatkan kinerja.

Hasil evaluasi belum dimanfaatkan untuk perbai-
Kan perencanaan kinerja dan perbaikan penerapan mana-
jemen kinerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Pe-
rumusan indikator kinerja outcome yang tidak memadai
schingga capaian kinerja yang disajikan dalam LAKIP
belum menggambarkan kinerja yang sesungguhnya.

Pehulis adalah auditor utama pada Inspektorat I

“ Bukan mereka yang terkuat &
terbesar yang akan dapat mempertahan-
kan eksistensinya. Tapi hanya mereka
yang mampu beradaptasi
terhadap perubahan *.

Mori Teguh




Akuntabilitas dan
Pengukuran Kinerja Pemerintah

Oleh : Mulyadi
Tujuan pemerintah adalah melayani kebutuhan
masyarakat n sebaik-baiknya, yang dilaksanakan
dengan pembentukan kementerian atau dinas yang
melaksanakan program. Kinerja kementerian atau dinas
tersebut tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang
biasa didapatkan dari sebuah laporan keuangan karena
sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak pernah ada
et profit”.

Pendahuluan
Pemerintah Indonesia saat ini sedang memasuki era
ori Krinia ek yan -
luruh pihak termasuk pemerintah sendiri mencoba menga-
tasi halini dengan melakukan reformasi di segala bidang.

Salah satu usaha memulihkan Kondisi ekonomi, sosial
aan

dan politik adalah dengan mengembalikan keperc
rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudka
suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang
dikenal dengan istilah good governance. Upaya ini juga
didukung oleh banyak pihak baik pemerintah sendiri se-
baga oa cksekutif, DPR sebagai lembaga legislatif,
pers dan juga oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat.
Unsur-unsur pokok upaya perwujudan good governarce
ini adalah keterbukaan, kewajaran, pertanggungjawaban
dan akuntabilitas. Good governance adalah tuntutan ke-
terbukaan (iransparency). peningkatan efisiensi di segala
bidang (efficiency), tanggung jawab yang lebih jelas (re-
sponsibility) dan kewajaran (fairness). Hal ini muncul
sebenarnya sebagai akibat dari perkembangan proses
demokratisasi di berbagai bidang serta kemajuan profe-
sionalisme. Dengan demikian pemerintah sel pelaku
utama pelaksanaan good governance ini dituntut untuk
memberikan pertan; waban yang lebih transparan
dan lebih akurat semakin penting untuk dilaku-
Kan dalam melalui pemberdayaan peran
lembaga-lembaga kontrol sebagai pengimbang kekuasaan

lemba

besar wilayah Indonesia, baik di propinsi, Kota maupun
laporan

Kepala dacrah masing-masing dengan lebih seksama. Be-
berapa ali terjadi pernyataan ketidakpuasan atas kepem-
impinan kepala dacrah dalam melakukan manjemen
pelayanan publik maupun penggunaan anggaran belanja
daerah. Melihat pengalaman di negara-negara maju, tem-

ta dalam pelaksanaannya, Keingintahuan masyarakat
{entang akuntabilitas pemerintahan  tidak ‘dapat dipe-
nuhi hanya oleh informasi keuangan saja.” Masyarakat
n tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihn-
a telah beroperasi dengan ckonomis, efisien dan efek-

Sifat Akuntabilitas Pemerintah
Laporan keuangan pemerintah harus menyedia-
kan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna lapo-
ran keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan
jalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik.
Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihiak
yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan
pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengen-
dali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga
yang akuntabel untuk memberikan penjelasan atau alasan
yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilaku-
kan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan
pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu ftujuan
tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan,
s pemerintah tidak dapat diketahui tanpa
ah memberitahukan kepada rakyat tentang infor-
masi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan
a masyarakat beserta penggunaannya.

ri- perspektif akuntansi, akuntabilitas suatu en-
titas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok,
yaitu akuntabilitas terhadap : (1) Sumber daya financial,

B
pemerintah. Saat ini di Indones
tu standar akuntansi pemerintahan, namun tampak bahwa
akuntabilitas pemerintahan di Indonesia masih berfokus
pada sisi pengelolaan kevangan negara atau dacrah

Memasuki era reformasi, masyarakat di sebagian

12

{2) Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan

() E d ia suatu kegia-
tan, dan (4) Hasil program dan kegiatan pemerintah yang
tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivi-
tas

Sedangkan dari perspektif fungsional, akuntabilitas
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int a ‘menyangkut pertang-

gungjawaban penggunaan dana sesuai dengan angga-
*ran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (compliance).

2. Akuntabilitas proses. Dalam hal ini digunakan pros-
es, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksana-
kan kegiatan yang ditentukan (planning, allocating
and managing).

3. Akuntabilitas kinerja. Pada level ini dilihat apakah
kegiatan yang dilakukan sudah efisien dan ekonomis
(efficient and economy).

4. Akuntabilitas program. Di sini akan disoroti pen-
etapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
tersebut (outcomes and effectiveness).

5. Akuntabilitas
ini dilakukan
kan yang akan
ue).

Kebijakan.
pemilihan
diterapkan ~ atau

Dalam  tahap
berbagai kebija-
tidak (val-

berapa

Dar perspekif sistem skuntabltas, tedapat be-
pokok s ilitas ini, yaitu ;

kan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang lebih
komprehensif. Sistem tersebut antara lain meliputi sis-
tem anggaran pendapatan dan belanja, organisasi pelay-
anan pemerintah, manajemen wilayah yang profesional
sertapengembangan praktck akuntansi dan pelaporan
keuangan. Temyata dalam pelaksanaannya, keingin-
tahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan
tidak dapat dipenuhi hanya dengan informasi keuangan
saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah
yang dipilihnya telah beroperasi dengan ckonomis, efisien
dan efekif. Beberapa teknik yang dikembangkan untuk

sistem sangat dipengaruhi oleh
metode yang banyak dipakai dalam akuntansi, manaje-
men dan riset seperti management by objectives, anggaran
Kinerja, riset operasi, audit kepatuhan dan kinerja, akun-
tansi biaya, analisis keuangan dan survey yang dilakukan
terhadap masyarakat sendiri. Teknik-teknik tersebut ten-
tunya juga dipakai oleh pemerintah sendiri untuk meni
gkatkan Kinerjanya.

Pelaporan pengukuran kinerja (performance mea
wrement) berkaitan crat dengan suatu proses yang di-
namakan managing for results (pengelolaan pencapaian).
Proses ini timbul terhadap tuntutan yang meningkat bah-
\wa manajemen pemerintahan perlu memakai pendekatan
yang sama dengan manajemen di sektor swasta maupun

1. Berfokus pada hasil (outcomes)

2. Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih
untuk mengukur kinerja

3. Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengam-
bilan keputusan atas suatu program atau kebijakan

4. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke
waktu

5. Melaporkan hasil (outcomes) dan mempublikasikan-
nya secara teratur

Akuntabilitas pemerintahan di negara yang meng
nut paham demokrasi sebenarnya tidak lepas dari prinsip
adalah di tangan raky-
jalankan dan mengatur
kehidupan rakyat dalam bemegara dengan mengeluar-
kan sejumlah aturan serta mengambil dan menggunakan
sumber dana masyarakat. Pemerntah wjib memberikan

atas sem cpa-
da masyarakat, Seiring dengan meningkatnya aktivitas
pemerintah dalam pengaturan perdagangan dan industri.
perlindungan hak asasi dan kepemilikan serta penyediaan
jasa sosial, timbul kesadaran yang luas untuk mencipta-
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nir laba lainnya. Proses ini merupa-
Kan puulmkamn komprehensif untuk memfokuskan suatu
organisasi terhadap misi (mission), sasaran (goals) dan
tujuan (objectives).

Tahap-tahap dalam proses managing for results
adalah: (1) Perencanaan strategik (strategic planning).
(2) Perencanaan program (program planning), (3) Me-
netapkan prioritas (setfing priorities) dan alokasi sumber
daya (allocating resources). (4) Perencanaan dan pen-
gorganisasian kegiatan (activity planning and organ

a-
tion), (5) Manajemen operasi (operation managenment).
(6) Monitor kegiatan (monitoring operations) dan pen-

(measuring results), serta (7) Ana-
aporan pencapaian dan mendapatkan
enai pencapaian tersebut (analysis of,

lisis pencapaian, p
umpan balik me

reporting and obtaining feedback on results).

Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan

Tujuan pemerintah adalah melayani kebutuhan
masyarakat dengan sebaik-baiknya, yang dilaksana
kan dengan pembentukan kementerian atau dinas ya
melaksanakan program. Kinerja kementerian atau dinas
tersebut tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa
didapatkan dari sebuah laporan keu

gan seperti returr
ol
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ot investment. jumlah sumber daya yang digunakan atau 4

rasio pendapatan dibandingkan dengan sumber daya yang
digunakan. Hal ini dischabkan karena sebenamya dalam
Kinerja pemerintah tidak pernah ada “net profir”. Kewa-
jiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan Kiner-
janya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan
informasi yang relevan schubungan dengan hasil dari
program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga
kelompok-kelompok masyarakat yang ng ingin me-
nilai Kinerja pemerintah, Pelaporan keuangan pemerintah

Suatu program atau jasa pelayanan.

efforts meliputi pemakaian rasio yang.

sumber daya keuangan dan non keuangan de

ran lain yang menunjukkan permintaan potensial atas j

yang diberikan seperti populasi umunm, i
Danjang jalan taya. Contoh sumber daya keuangan ada-
lah biaya gaji, fasilitas pegawai, peralatan, perl

pada umumnya hanya menekankan pada

Jawaban apakah sumber daya yang diperolch sudah
nakan sesuai dei aran atau perundang-undangan
vang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang
ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan
sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaan-
nya dan posisi keuangan pemerintah saat itu. Jika hal
ini dikaitkan des rspektif fungsional akuntabilitas,
maka baru tahap  Ketaatan (compliance) yang dipenuhi
Di sini tampak bahwa jika Indonesia b 4 menerapkan
pertanggungjawaban anggaran belanja dan pendapatan
maka dalam Kaitannya dengan pen-
jelasan di atas, akuntabilitas pemerintahan di Indonesia
1 kepatuhan atau compliance. Harus di-
ingat, tahap ini barulah tahap awal dari lima tahap akunta-
bilitas sesuai perspektif fu

n angy

gsional

Dalam organisasi dengan “profit ariented”, pelapo-
ran keuangan harus m ediakan informasi sehubungan
dengan Kinerja keuangan perusahaan (financial perfo
mance) dalam periode tertentu. Fokus utamanya adalah
informasi mengenai kinerja perusahaan dengan me
kur pendapatan  (comprehensive income) dan kom-
ponen-komponennya. Sedangkan dalam orzanisasi. it
laba dalam hal ini pemerintah, pelaporan keuangan harus
menyediakan informasi sehub
formance) dalam periode tertet

. Informasi yang paling
dibutuhkan untuk menilai kinerja ini adalah pengukuran
periodik atas perubahan jumlah dan sifat met resources dari

organisasi yang bersangkutan dan informasi mengenai
service efforts dan accomplishment. Service efforts berat-
i bagaimana sumber daya digunakan untuk melaksana-
Kan berbagai program atau pelayanan jasa y
Service accomplishment diartikan sebagai prestasi dari

dan kontrak-Kontrak pelayanan. Pengukuran efforts yang.
berkaitan dengan sumber daya keuangan antara lain ada-
lah dana yang digunakan untuk pendidikan dan dana pen-
didikan untuk per orang siswa, dana untuk transpor publik
dan dana transpor publik per orang, dana untuk investigasi
kejahatan per Kapita. Tampak bahwa pengukuran efforts
ini selain melihat pemakaian dana untuk Kegiatan terten-
tu, juga pemakaian dana untuk Kegiatan tertentu tersebut
dikaitkan dengan jumlah pengguna. Contoh sumber daya
non keuangan yang paling utama adalah jumiah persona-
Jia pemerintah. Ukuran yang paling sering dipakai adalah
jumlah pegawai (ekuivalen dengan pegawai dengan jam
Kerja penuh) atau jumlah jam kerja per jasa yang diberi-
Kan. Misalnya jumlah guru untuk seluruh murid atau per
murid. Selain personalia, contoh sumber daya non keuan-
‘gan adalah fasilitas umum lainnya seperti kendaraan, ge-
dung pemerintah atau jalan raya

Pengukuran tethadap accomplishment atau prestasi
ada dua jenis ukuran, yaitu oufputs dan outcomes. Outputs
‘mengukur kuantitas jasa yang disediakan, dan_outcomes
mengukur hasil dari penyediaan oufputs tersebut. Outputs
dapat mengukur hanya sebatas kuantitas jasa yang dise-
diakan, atau lebih dari itu, mengukur Kuantitas jasa yang
disediakan yang memenuhi standar kualitas terfentu. Mi-
salnya, oufpuis mengukur jumlah siswa yang lulus, jum-
Jah angkutan umum, jumlah jalan raya yang diperbaiki.
Lebih lanjut, oufputs juga bisa mengukur jumlah siswa
vang lulus dengan batas nilai tertentu, jumlah angkutan
umun yang memenuhi jadwal keberangkatan dan kedata-
nzan dengan tepat, jumlah jalan raya yang diperbaiki den-
gan kondisi memuaskan. Outcomes mengukur hasil yang
muncul dari output yang ada, misalnya persentase siswa
yang mempunyai keahlian tertentu dalam membaca, jum-
ang i X

program tertentu. Di samping itu perlu ju
penjelasan tertentu berkaitan dengan pelaporan Kinerja
ini (explanatory information). Pengukuran-pengukuran
ini melaporkan jasa apa saja yang disediakan oleh peme-
tintah, apakah jasa tersebut sudah memenuhi tujuan yang
ditentukan dan apakah efek yang ditimbulkan terhadap
pencrima layanan/jasa tersebut

gy at terlay
persentase jalan raya yang dalam kondisi amat bagus dan
kondisi bagus. Outcomes ini akan sangat berguna jika
dalam penggunaannya dibandingkan dengan outcomes
tahun-tahun sebelumnya atau dibandingkan dengan target
yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, pada tahun
ini 30% masyarakat telah dapat dilayani dengan angkutan
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TBerari ik 5% dibandingkan dengan tahun
eskipun ini masih belum memenuhi -

usulan-usulan program baru.

at yang ditetapkan sebesar 40%.

mmum-n antara efots dan acconplishment

antara efforts dengan oufputs untuk mengukur efisiensi.

Informasi yang ingin diberikan adalah sejauh mana hasil

‘yang diberikan sehubungan dengan jumlah tertentu sum-
ber daya yang dipakai. Contoh pengukuran efisiensi ini
‘misalnya biaya yang dikeluarkan untuk tiap siswa yang
ulus, biaya perbaikan per kilometer jalan raya, biaya in-
vestigasi per Kasus kejahatan yang terjadi

yang kedua adalah

antara efforts dengan outcomes. Pembandingan ini juga
untuk mengukur cfisiensi namun dalam target tertentu.
Misalnya biaya yang dikeluarkan untuk tiap siswa yang
Julus dengan kemampuan membaca yang sangat bagus,
biaya perbaikan per kilometer jalan raya menjadi jalan
dalam kondisi bagus, biaya investigasi per kasus kejaha-
tan yang terjadi yang berhasil diselesaikan. Informas
juga akan lebih berguna jika dibandingkan dengan tir
Kat efisiensi tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan
target pencapaian tingkat cfisiensi tertentu. Hal ini dike-
nal juga dengan istilah indeks produktivitas atau indeks
efisiensi. Indeks ini dihitung dengan mengaitkan rasio
produktivitas atau cfisiensi tahun sekarang dengan satu
tahun dasar tertentu.

ini

anfaat Pengukuran Kinerja

Wayne C. Parker (1996) menyebutkan lima man-
faat adanya pengukuran kinerja suatu entitas pemerinta-
han, yaitu

1. Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambi-
lan keputusan. Seringkali keputusan yan
pemerintah dilakukan dalam keterbatasan data dan
berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari
pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengem-
bangan pengukuran kinerja ini akan memungkinkan
pemerintah untuk menentukan misi dan menetapkan
tujuan pencapaian hasil tertentu. Di samping itu da-
pat juga dipilih metode pengukuran Kinerja untuk
melihat kesuksesan program yang ada. Di sisi lain,
adanya pengukuran kinerja membuat pihak legislatif
dapat memfokuskan perhatian pada hasil yang dida-
pat, memberikan evaluasi yang benar terhadap pelak-
sanaan anggaran serta melakukan diskusi mengenai
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2. Peng kinerja in-
ternal. Dengan adanya pengukuran kinerja ini, secara
otomatis akan tercipta akuntabilitas di seluruh lini
pemerintahan, dari lini terbawah sampai teratas. Lini
teratas pun kemudian akan bertanggungjawab kepada
pihak legislatif. Dalam hal ini diperlukan pemakaian
sistem pengukuran standar untuk mengukur outputs
dan outcomes.

3 kinerja pub-
1ik. Meskipun bagi sebagian plh:\k pelaporan evalu-
asi kinerja pemerintah kepada masyarakat dirasakan
cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini san-
gat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran
Kinerja yang baik. Keterlibatan masyarakat terhadap
pengambilan kebijakan pemerintah menjadi semakin
besar dan kualitas hasil suatu program juga semakin
diperhatikan

4

Pengukuran kinerja mendukung perencanaan stategi

n penetapan tujuan. Proses perencanaan strategi
dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya ke-
mampuan untuk mengukur kinerja dan kemajuan
suatu program. Tanpa ukuran-ukuran ini, kesuksesan
suatu program juga tidak pemah akan dinilai dengan
obyekif

Pengukuran kinerja memungkinkan suatu_entitas
untuk menenfukan penggunaan sumber daya secara
efektif. Masyarakat semakin kritis untuk menilai
program-program pokok pemerintah sehubungan
iengan meningkatnya pajak yang dikenakan kepada
mereka. Evaluasi yang dilakukan cenderung men-
garah kepada penilaian apakah pemerintah memang
dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat. Dalam hal ini pemerintah juga mempu-
nyai kesempatan untuk menyerahkan sebagian pela-
yanan publik kepada sektor swasta dengan tetap ber-
tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik

Dengan adanya pengukuran, analisis dan evaluasi
terhadap data yang berks an kinerja, pemerintah
dapat segera menentukan berbagai cara untuk memperta-
hankan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu
kegiatan dan sekaligus memberikan informasi obyektif
kepada publik mengenai pencapaian hasil (resuls) vang
diperoleh




Keterbatasan Pelaporan Pengukuran Kinerja g pe

Pengukuran Kinerja bukan merupakan satu-satunya "SI 41E L

st yane dipakai untuk menilai akuntabilitas pemerinia-

1 keterbatasan pelaporan pen- OAPTAR PR

pa keterbatasan yang

pengukuran

japat digunakan — parker, Wayne C. (1993). Performance Measurement h 3
© the Public Scetor. State of Utah. wwwruigers edu/Ac-

an, Seperti halny
gukuran kinet
perlu dipahami oleh para pe
Kinerjaini agar informas A\l\).nhymnln.ll i
sebuik-baiknya. Keterbatasan-keterbatasan itu antara 1

Pemakaian saw ukuran tertentu tidak disarankan
singat satu ukuran yang dipakai tidak dapat  prodjoharjono, Soepomo (2000).  Redefinisi AL
menggambarkan secara lengkap hasil yang dicapai  Sektor Publik dalam Upaya
oleh pemerintah. Pef
e diharapkan mengeunakan juga lebih dari sany  Penciptaan Good Governance. Makalah, Kongres Na-
ukuran sional Akuntan Indonesia IV. Jakarta.

Soelendro, Ari (2000). Paradigma Baru Ap-m Penga-
wasan Intern Pemerintah. Makalah, Kongres Nasional
Akuntan Indonesia 1V. Jakarta.

Informasi mengenai kinerja ini tidak menjelaskan
alasan yang membuat pemerintah hanya mencapai
prestasi terfentu, bagaimana meningkatkannya dan
sejauh mana pengarch | tor lain dalam pen-
tersebut. Misalnya kemampuan akas
demik seorang siswa tidak sepenuhnya dipengarubi
oleh sistem pendidikan tetapi juga sesering apakah

stua alau siswa

Penulis adalah Auditor pada Inspektorat |

o walaupun hal ersebut mmnmkan informasi pent-

¢ untuk memahami mengapa pemerintah. hanya “ Sukses dalam hidup

mencapai prestasi tertentu.

Kesimpulan tidak ditentukan oleh

Meskipun saat ini di Indonesia telah banyak di-
terbitkan regulasi yang terkait dengan b
namun jika dicermati lebi lanjuty umpak bahwa kartu baik,
bilitas pemerintahan di Indo

dani sisi puu,uamnkuunmmpm & ki
Kenyataan schari-hart 110 ntahuan masyarakat
akuntabilitas permerintaban tidak dapat JPM
oleh informasi keuangan saja Kinerj :
dinas tersebuttidak dapat diukur den; nwau
biasa didapatkan dari sebuah | Keuangs i memainkan kartu bu-

dischab

tapi dengan cara

ruk dengan baik ”.
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Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Masih Bersifat Formalitas Dan Alternatifnya

Oleh : Agus Triwibowo

(LAKIP) masih terdapat hambatan maupun

3 Sejak diberlakukan kewajiban instansi untuk menyusun Lapamn Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
dal

n

Persoalanya mulai darimana kita memperbmkmya

A. Kebijakan Penyusunan LAKIP.

Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara No, 239/X/6/8/2003 tanggal 25 Maret tahun 2003
tentang Pedoman Penyusunan LAKIP wajib dilakukan
oleh Menteri, badan dan lembaga negara di pusat dan
daerah. Kenyataan dalam implementasinya secara umum
belum dilakukan sesuai dengan ketentuan, terutama oleh
tingkat dacrah yang masih banyak belum membuat LAK-
IP. Hal tersebut tidak terlepas dari tingkat kemampuan
sumber daya manusia yang belum memahami SAKIP dan
cukup memahami terjadi perpin-
Bahkan

sapi secara

atau personil yang suda
dahan tugas/mutasi tanpa adanya pengkad
penyusunan LAKIP kurang ditang:
serius oleh instasni/unit kerja, karena pekerjaan s
nuh diserahkan kepada staf perencanaan dan atau evalusi
tanpa adanya kepedulian dari pimpinan instansi. Bahkan
untuk mencapai target nilai yang dikehendaki pimpinan
instasi, maka akan semakin menurunkan kualitas per
gukuran akuntabilitas yang benar dan akurat, sehi
belum mengacu pada ketentuan, Hal tersebut terlihat dari
hasil auditievaluasi LAKIP ditingkat Eselon | pusat setiap
tahun masih dijumpai kesalahan yang berulang dan belum
ada bukti telah dilakukan reviu oleh Eselon I maupun Es-
elon I nya.

Dalam mendukung penyusunan LAKIP yang lebih
baik di tingkat pusat maupun daerah telah dila
bijakan untuk melakukan pelatihan/sosialisasi,
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Pes
Program/eselon | dan tingkat dacrah dengan nara sumber
dari pihak yang kompeten. Bahkan untuk beberapa/seba-
gian unit Kerja telah mengikuti lebih dari sekali kegiatan
tersebut, namun pemahaman para narasumber juga masih
ada keragaman dalam menyampaikan materi LAKIP, se-
hingga dapat menimbulkan keraguan para peserta atas
keyakinannya dalam menyusun LAKIP yang benar dan
dapat dipertanggungjawabkan, Hal tersebut dapat dipa-

- hami karena LAKIP merupakan hal yang baru dan masih

~ mencari bentuk yang baku, serta ketentuan/pedoman
tersebut sangat perlu untuk dicermati, karena berpotensi

ak kelemahan.

chijakan penyusunan LAKIP seperti tersebut
di atas pada umumnya masih diserahkan kepada bagian.
perencanaan di tingk: h dan pada bagian evaluasi

at pusat. Artinya belum dibentuk tim yang meli-
batkan perwakilan dari setiap struktur organisasi maupun
fungsional. Sedangkan untuk di tingkat pusat penyusunan
LAKIP diserahkan pada masing-masing Eselon Il dan
hasil diserahkan pada tingkat sekretariat untuk tabulasi,
dan koreksi dari tim perwakilan

tingkat Eselon |

Kelemahan yang cukup mendasar dari penyusu-
nan LAKIP pada masing-masing Eselon I tersebut tida
in kebijakan untuk melakukan sosialisasi di
dihadiri pimpi-
h dilakukan rekapitulasi pada
si denga

disertai de

seharusny

nanny sel
tingkat Eselon I dilakukan sosiali
seluruh struktural unit kerja, sehingga ks

Selanjutny

melibatkan

dijumpai tidak terulang lay
formasi yang disajikan dalam LAKIP seharusnya wajib
didukung dengan surat keputusan menteri menyangkut
prosedur penyusunannya, schingga para pengambil ke-
bijakan mengetahui kelemahannya secara langsung dan
bukan Karena baru mengetahui atas hasil audit inte

Rasa enggan para pejabat untuk tidak terlibat dalam
n LAKIP internalnya, antara lain Karena belum
duu«mkm kebijakan dari menteri bahwa minimal para
at Eselon 11 mengetahui SAKIP yaitu dengan
pelatihan/sosialisasi, serta hadir
dalam setiap pembahasan hasil audit/evaluasi internal
Selanjutnya dalam rangka penyusunan LAKIP tingkat
Eselon I belum wajib dilakukan ekspose terlebih dahulu
oleh para pejabat Eselon II. Kemudian untuk bahan LAK-
IP tingkat kemeterian/lembaga, maka para pejabat Eselon
1 seharusnya juga melakukan ekspose dihadapan menteri
dan atau yang mewakilinya.

peni

-

sung mengiku

Kebijakan yang kurang konsisten juga terlihat dari
Ketentuan dalam penetapan indikator kinerja dalam pe-

sk
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yusunan LAKIP hanya sampai indikator- autcome, sé-

angan sebelumnya sampai indikator impact. Bahkan
‘ada ketentuan dari Bappenas bahwa untuk esclon 1 hanya
sampai indikator output dan Eselon 1 sampai indikator
outcome, Hal inilah yang menimbulkan para pelaksana
kebijakan mengalami kesulitan untuk membuat LAKIP,
walaupun ada etentuan bahwa suatu kebijakan dapat di-
reyiu dan diperbaharui.

Penilaian LAKIP diakhiri dengan penetapan kri-
teria kualitas kinerja dengan kebijakan pemberian nilai
melalui remplate yamg terdiri dari beberapa unsur penila-
ian menggunakan bobot. Namun terdapat bagian unsur
dalam template tersebut yang belum sesuai dengan ke~
yataan operasional unit kerja yang akan dinilai, karena
Sebagian hanya berisikan materi yang ingin memperoleh
ada atau tidak adanya dokumen. Selain itu akan mengala-
mi kesulitan untuk dapat menilai pada unit kerja Esclon
1 yang mandiri, karena femplate menilai sampai Eselon
n dan atau jika tetap

nilai yang akan diperoleh akan rendah Karena nilai F:
clon 11 juga sebagai unsur pembagi. Jika Eselon I man-
diri mewajibkan Esclon 11 nya menyusun LAKIP untuk
san template, berarti harus atas revisi
janya Eselon [ mandiri

Permasalahan yang cukup mendasar dari Kurar
tertib dan kurang handalnya informasi yang tersaji dalam
LAKIP adalah belum adanya kebijakan penerapan sanksi
bagi unit kerja yang memperoleh nilai kurang baik, bah-
kan bagi instansi yang tidak membuat LAKIP. Penerapan
sanksi sebenarnya dapat diatur dalam kebijakan intern.
diantaranya dengan pemberian sanksi ringan terhadap ke-
salahan yang berulang sampai dengan sanksi berat untuk
unit kerja yang terlambat dan atau belum membuat lapo-
ran, termasuk bagi pembuatan LAKIP tanpa. didukung
dengan bukti capaian kinerja yang dapat dipertanggung-
jawabkan

B. Hambatan Penyusunan LAKIP.

Dijumpai kelemahan dalam penyusunan LAKIP
selain permasalahan tersebut di atas, sehingga hasilnya
kurang handal dan bahkan dapat menjadi bumerang bagi
pimpinan atas kinerjanya, karena informasi yang disaji-
kan dalam LAKIP tidak sesuai dengan kondisi yang se-
benarnya. Kondisi berikut dapat dijadikan masukan bagi
pengambil kebijakan apakah memang perlu dilakukan
penyusunan LAKIP pada intern Kementan, yaitu dengan
Kondisi sebagai berikut.

1. Sampai saat sekarang masih banyak dijumpai di ting-
Kat para penyusun LAKIP belum memahami dalam

meletakkan indikator Kinerja, terutama
pai impact, karena antar indikator kinet a
Kan secara terbalik yaitu indikator oufput!
sebagai outcome dan indikator outcome:
ai indikator benefit atau kebali
indikator benefit sebagai outcome dan
Apakah para penyusun LAKIP tidak p
menempatkan indikator tersebut ataukali @
kesengajsan untuk dapat memenuhi nilai
schingga berupaya meningkatkan nilai indikat
nerja, sesuai dengan keinginan pimpinan atau st
pimpinan menilai kinerja bawahannya baik.

Penjelasan yang kurang disampaikan dalam setiap
pelaksanaan sosialisasi adalah bahwa penilaian ki-
nerja harus dapat dinilai secara kuantitatif, sehingga
‘masih banyak unit kerja menggunakan prosentase un-
tuk menilai capaian kinerja kegiatannya, tanpa data
pendukung sebagai pembanding. Kesalahan yang
cukup mendasar tersebut dapat dipastikan LAKIP
yang disusun akan kurang akuntabel.

Para unit kerja yang memiliki kewajiban menyusun
LAKIP akan berupaya untuk memperoleh pen

setiap kegiatannya antara ourcome
Karena sudah jelas bahwa indikator hasil atau oufput
merupakan realisasi penggunaan anggaran. Artinya
suatu instansi/ unit kerja tidak mau menilai dan atau
dinilai kegiatannya hanya sampai indikator outpu.
Karena takut dikategorikan sebagai kegiatan yang
hanya menghabiskan anggaran. Sedangkan suatu
Kegiatan dapat dinilai sudah mencapai indikator ot~
come, wajib disertai dengan bukti yang memadai
bahwa outputhasil tersebut telah memberikan man-
faat pada tahun berjalan. Artinya data terscbut diper-
oleh dari hasil monitoring dan evaluasi, terutama
untuk kegiatan yang aplikasi dilakukan pada suatu
wilayah atau tingkat lapangan.

Pada umumnya Kegiatan pada lingkup kementan be-
lum dapat dinilai sampai dengan indikator outcome
pada tahun berjalan, terutama untuk Kegiatan yang.
terkait dengan komoditas yang baru menghasilkan
beberapa tahun kemudian dan tanaman semusim-
yang baru ditanam menjelang akhir tahun, serta ter-
nak yang baru dibagikan ke masyarakat, sehingga
produksinya baru diperoleh pada tahun berikutnya.
Padahal sudahjelas bahwa pada tahun berikutnya su-

dah tidak layak
kegiatan



5.

)

dari Bappenas seperti tersebut di
wa Eselon 1l menyusun LAKIP hanya sam-
indikator output dan Eselon I sampai indi~
icome sangat tidak berdasar dan belum dapat
kinerja atau

R crih autcome jika eselon di ba\mlm_\u hanya
indikator oufput. Artinya tidak mungkin para
tim penyusun LAKIP Eselon | melakukan monitor-
ing dan evalugsi terutama ketingkat dacrah/lapangan
‘tanpa melibatkan atau dari sumber data para penang-
‘gungjawab kegiatan di bawahnya, yaitu yang lebih
memahami kegiatan yang direncanakannya dan tel-
ah menggunakan indikator oufpur. Selain itu belum
ada suatu cara yang dapat menciptakan parameter
pengukuran indikator kineria output oleh Eselon 1t
‘menjadi indikator outcome pada Eselon I tanpa bukti
yang memadai, sehingga capaian kinerja secara for-
mal didasarkan atas penilaian mulai dari struktural
dibawahnya

Penilaian dalam LAKIP diantaranya mencantumkan
Renstra, visi, misi, program dan kegiatan, Namun
sampai saat sekarang belum ada pedoman bagaima-
na cara menjabarkan suatu Renstra menjadi visi dan
misi, serta selanjutnya menjabarkan misi menjadi
program dan dari program menjadi
pai periode tertentu. Artinya belum ada pemikiran
dari para penyusun Pedum SAKIP, yaitu bagaima-
na untuk mengkaitkan capaian suatu kegiatan yang
mengerucut terhadap capaian kinerja_ program, mi
dan visi. Kondisi tersebut pada akhimya kebijakan
dalam penetapan program, misi dan visi dalam LAK-
IP hanya merupakan slogan yang tidak dapat diukur
waktu capainnya. Hal tersebut juga semakin terbukti
dengan kegiatan yang dilakukan pada setiap unit
kerja tidak berkesinambungan antar tahun, sehingga
hanya formalitas sebagai rutinitas pekerjaan tahunan.

Pada setiap pergantian pemerintahan dengan pem-
bentukan kabinet dengan masa jabatan selama 5
tahun akan disetai dengan penyusunan renstra den-
gan penetapan untuk setiap Eselon I di lingkungan
Kemetan ditetapkan satu program. Namun belum ada
Kriteria yang ditetapkan untuk menjabarkan capai-
an program selama jabatan menteri tersebut,
apakah program tersebut harus dicapai. Seharusny
‘program tersebut dapat dicapai dengan

P

program dengan nilai bobot tertentu, Selain itu be-
lum ada ketentuan maksud dari ditetapkan suatu
program, apakah dalam mendukung misi atau ha-
nya sekedar tercantum saja dalam LAKIP. Jika men-
dukung misi akan semakin sulit menilai/ mengukur
capaian program tersebut, Karena setiap kementerian/

selon I memiliki beberapa misi atau terjadi kerucut
terbalik dengan hanya adanya ketentuan dari Bappe-
nas bahwa setiap Eselon I hanya ditetapkan satu pro-
gram. Padahal sudah jelas bahwa misi mendukung
visi, sehingga akan semakin menyulitkan menilai
dan menghubungkan Keterkaitannya dalam pencapa-
ian kinerjanya.

Kinerja program yang tidak dapat dan atau tidak di-
lakukan penilaian menunjukkan kinerja yang kurang
baik dari kementerian, karena sudah disebutkan di
atas bahwa kegiatan secara umum tanpa target ter-
ukur dan hanya untuk menghabiskan anggaran. Hal
tersebut terlihat sejak ada istilah PELITA I sampai
sekarang bahywa petani selalu dicekoki bantuan benih/
bibit dan pendukungnya bahkan petani memiliki
berbagai nama kelompok disesuaikan dengan jenis
bantuannya. Artinya keberadaan kementerian seolah

signifikan dengan pengembangan komoditas,
selalu diciptakan selalu adanya bantuan ke
etani. Hal tersebut sangat ironis bagi kementerian
¢ masih berorientasi output sebagai kinerja
yang mandek setiap tahun dan selanjutnya merengek
n untuk kegiatan sejenis ta-
hun berikutaya. Pemyataan tersebut jangan dinyata-
kan sebagai sinisme, tetapi kita harus sudah mawas
diri dan berbenah untuk tidak terpuruk pada kondisi
yang stagnan sepanjang tahun dengan meningkatnya
import,

Memang tidak mudah menilai capaian
gram, tetapi akan semakin sulit jika tid
ya jika dibandingkan melakukan penilaian kegiatan
melalui LAKIP yang bersifat tahunan dan tidak ber-
manfaat. Penciptaan parameter pengukuran program
juga tidak mudah, yaitu apakah kriteria program da-
pat tercapai 100% jika kegiatan pendukungnya juga
telah mencapai tjuan. Jika hanya sebagian tujuan
kegiatan yang tercapai, apakah sasaran program juga
sudah tercapai. Hal itulah yang seharusnya sudah kita
pikirkan untuk dapat menilai kinerja program. Berbe-
da dengan kementerian lain, misalnya Kementerian

1ja pro-
n-

dalam bentuk cgwm mup tahun, Wujud aliernat-
3 dalam. in harus di

PU d ya dengan kegiatan fisik
yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat
dengan masa tertentu, tetapi mungkin pada kemen-
terian lain dijumpai kondisi yang tidak jauh berbeda
dengan kementerian kifa.




9. Penyclenggaraan organisasi dengan adanya PP 60

{ahun 2008 diwajibkan untuk menyclenggaran SPIP
dengan membentuk tim pelaksana untuk memudah-
Kan dalam implementasinya. Kcberadaan tim terse-
but cukup signifikan jika dikaitkan dengan adanya
Kewajiban unit kerjanya untuk menyusun LAKIP, se-
hingga sebagai unsur pengendalian intern dapat seka-
ligus berperan sebagai media untuk menilai keb
dalan [ AKIP dan dapat bersikap lebih independen.
yaitu jika LAKIP yang telah disusun tersebut belum
mmemenuhi Ketentuan dengan menyampaikan ham-
batan’ permasalahannya. Namun sampai saat ini nor-
ma tersebut belum berjalan, karena tidak ada perang-
Kat yang mengatur peran tim satlak atas keberadaan
LAKIP.

C. Kebijakan Melakukan Audit/Evaluasi Terhadap
LAKIP.

Di atas telah disebutkan bahwa Inspektorat Jen-
deral Kementan dalam kebijakan pengawasannya untuk
melakukan penilaiannya atas LAKIP yang telah disusun
oleh para Eselon | maupun yang disusun oleh Kementeri-
an. Dalam melakukan kegiatan tersebut ada beberapa hal
ing masih perlu menjadi perhatian, diantaranya yaitu

| Sampai saat ini masih ada indikasi bahwa pemaha-
man dalam  penilaian LAKIP antar auditor juga
masih beragam, terutama untuk menilai indikator ki-
nerja. Dalam posisi inilah diketahui bahwa LAKIP
yang dibuat terkadang hanya bersifat formalitas dan
bahkan terlalu dipaksakan. Hal tersebut terlihat anta-
1a lain dari penyusunan LAKIP strukuural di atasnya
tanpa didukung dengan LAKIP struktural dibawah-
nya, serta dokumen kinerja yang dinilai tidak ter-
himpun pada tim per KIP, schingga tidak
ada kriteria/bukii capaian suatu kegiatan yang akan
dinilai indikator kinerjanya

2. Pada penyusunan LAKIP untuk Pengukuran Kinerja
Kegiatan (PKK) mencantumkan program, namun
tidak ada prosedur untuk mengukur program terse-
but, sehingga semakin menunjukkan formalitasnya
penetapan program dalam LAKIP maupun kebijakan
‘yang telah ditetapkan oleh Bappenas maupun kemen-
terian atas penetapan program tersebut pada setiap
Eselon I. Artinya suatu kebijakan yang ditetapkan be-
lum ada sinergisitas antara kegiatan dengan program
atau merupakan pekerjaan yang sia-sia karena sudah
disebutkan di atas bahwa suatu kegiatan yang hanya
dapat dinilai sampai kinerja output saja merupakan
kegiatan untuk menghabiskan anggaran.

s

=

1 maupun Kementes

pedoman menilai program, apalagi bila:
dengan visi dan misi. Selain itu untuk menilai LA
terutama dalam menilai indikator manfaay
terhadap suatu kegiatan akan mengalarmi §
jika tanpa didukung dengan bukti secara teg
mengarah ke progran, misi dan visi e

kan secara teknis tidak mungkin auditor pada saat a
ditvevaluasi LAKIP akan membuktikan capaian ind
Kator tersebut, terutama yang terkait derigan kegiat
yang dilakuan pada tingkat lapangan dengan lokasi
lersebar, karena waktu audit sangat terbatas, Bahkan
Eselon I sendiri sebagai penyusun LAKIP-tidak me-
miliki mekanisme pemantauan yang ditujukan untuk
menilai indikator outcome tersebut, sehingea akan
semakin menunjukkan kurang akuntabelnya dalam
melakukan penilaian LAKIP, atau semakin_ tidak
‘mungkin untuk dapat mencantumkan dan menilai ca-
paiankinerja terhadap indikator benefit dan impact
sesuai dengan_ konsep Ketentuan pembuatan
LAKIP,

Pada akhimya dalam penyusunan LAKIP dilingkut
kementan merupakan suatu Keterpal
formalitas untuk memenuhi Ketentuan, tanpa mem-
perhatikan unsur terknis yang mempengaruhinya
Kecuali adanya suatu kebijakan bahwa dalam penyu-
sunan LAKIP dapat diterima walaupun capaianya
hanya sampai indikator output setiap tahun. Namun
kinerja. kementerian akan mendapat predikat yang
kurang baik karena kegiatan yang dilakukan hanya
untuk menghabiskan anggaran tanpa minimal ada
nilai capaian indikator manfaat/outconte.

Keterpaksaan penyusunan LAKIP dapat diimbangi
dengan adanya ketentuan untuk melakukan penilaian
program, schingga perlu ditetapkan parameter pen-
gukurannya terlebih dahulu. Artinya target kinerja
menteri dan para Eselon | untuk mencapai tujuan
program dapat dinilai selama 5 tahun, sehingga pre-
siden dapat mengontrol capaian atas target tahunan
yang disampaikan menterinya, serta dapat memberi-
kan teguran jika tidak tercapai kinerjanyanya dalam
setiap tahun. Hal tersebut secara hirarki menunjuk-
iberlakukannya penyusunan

kan bahwa_ selama
LAKIP terbukii tidak dimanfaatkan bagi pimpinan
; el




s
'D. Subtansi potensial yang menghambat penyusu-
- mnLAKIR

* Uraian di atas telah discbutkan bahwa para pelak-
wpmyllsun LAKIP mengalami kesulitan menilai i~
 dikator kinerja manfaat/outcome suatu kegiatan secara

 benar, Karena secara umum m mi kesulitan untuk
~ memperoleh bukti serta belum ada alat ukur yang tepat

‘dan kesepakatan semua pihak, sehingga dalam melakukan

‘penilaian akuntabilitas kinerja secara teknis berdasarkan
standart yang lebih akurat

Persepsi mengenai pengertian manfaatpun be-
lum ada kriteria yang baku, yaitu apakah dengan
digunakannya indikator input dipastikan sudah dapat
dinilai manfaatnya (bersifat se:
sinambungan dalam mencapai program. Sebagai contoh
adanya bansos berupa input bibit padi bersertifikat dan
pupuk sesuai anjuran yang diharapkan dapat meningl
kan produksi/outcome, namun petani pada musim tanam
kedua di tahun yang sama menanam lagi secara swadana
tetapi tidak menggunakan bibit bersertifikat dan pupuk
hanya sekedarnya, schingga produksi rendah kembali
seperti sebelum menerima bansos. Apakah pada tar
kedua masih dikatakan bermanfaat atas pemberian bansos
tersebut. Hal ini yang menimbulkan kesulitan dalam me-
nilai capaian kinerja kegiatan yang hakiki, sehingga se-
perti tersebut di atas bahwa pencantuman program dalam
LAKIP bersifat formalitas atau tidak akan dapat dinilai

man

E. Alternatif pemecahan masalah.

Jika kondisi tersebut di atas secara teknis dapat di-
yakini kebenarannya bahwa dalam penyusunan LAKIP
kurang cocok dan atau adanya unsur ketes
mengarah pada sifat formalitas, maka perlu meng}
kembali untuk melakukan penyusunan dan atau menetap-
kan pemeriksaan/evaluasi LAKIP dengan upaya melaku-
kan konsolidasi maupun koordinasi minimal di tingkat in-
tern kementerian dengan mengundang pembuat kebijak
dalam penyusunan LAKIP, yaitu dalam upaya SAKIP d
pat terimplementasikan secara benar

Jika pembuatan LAKIP terindikasi bersifat for-

kan rekomendasi meninjau kembali p‘n)u:unan LAKIP
dalam lingkup kementerian. Dengan Kata lain sesuai den-
- gan filosopi audiv/ il perlu dicari penyebab hakiki
 tidak iny

handal, rekomacu dan ketika
pada auditan memberi-

kan manfaat, atau memberikan kondisi yang lebih baik di

tingkat penyusun LAKIP. Jika kondisi terscbut sulit di-

lakukan, maka perlu dilakukan kebijakan menilai capaian
e ol :

& par peng
rannya, yaitu sebagai kebijakan penggati penyusunan
LAKIP. Demikian pula dengan kebijakan unit kerja mau-
pun kementerian yang telah menetapkan visi dan misi,
namun sulit untuk dilakukan penilaian capaiannya karena
tanpa kriteria parameter pengukuran. Maka diharapkan
untuk dilakukan p auarymerumuskan kembali terha-
dap penetapan visi dan misi.

Inspektorat Jenderal yang diberi tanggungjawab
dalam mendorong pemberdayaan LAKIP di tingkat in-
tern, perlu melakukan konsulidasi yang memadai untuk
dapat menerapkan SAKIP maupun penyusunan LAKIP
yang lebih cermat, terutama untuk melakukan penilaian
indikator outcome dengan bukti yang memadai dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan demikian kualitas infor-
masi LAKIP dapat lebih renda
ker dan tidak pemah digunakan sebagai penentu kebijakan
serta nommatif, sehingga ibarat seonggok laporan (bukan
harta) terpendam yang tidak bemilai. Selanjutnya perlu
upaya untuk melakukan telaahan, yaitu perlu tidaknya pe-
nyusunan LAKIP untuk disampaikan pada instansi yang
n alternatif lain.

h dari laporan tahunan sat-

Atas kondisi tersebut diperlukan keberanian intele-
Ktual untuk memberikan pendapat bahwa. penyusunan
ini yang hanya sampai dengan capaian kinerja
output pada sebagian besar kegiatan, sehingga tidak dapat
menilai kinerja outcome apalagi program. Maka perlu dit-
injau kembali penyusunan LAKIP dan berupaya dialihkan
umnk dapat menilai capaian kinerja program seperti telah
an di atas. Artinya dalam hal ini bukan kita bersi-
r.u pesimis, melainkan kita berupaya terhindar dari tidak
pahamnya menilai LAKIP dan mengikuti petunjuk suatu
kebijakan yang kurang tepat yang menghasilkan legilitas
formalitas tanpa mawas diri, sehingga membuat kita mel-
akukan suatu tindakan ibarat kuda bendi. Wiy not.

Penulis adalah Auditor Pada Inspektorat IV
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Mesar Unsra

Integrasi Sistem Informasi untuk Meningkatkan Efektifitas
Operasionalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Lingkup Kementerian Pertanian

0Oleh: Memet Darmawan

Pemahaman atas elemen-elemen SAKIP dan sistem informasi telah berjalan di Kementerian Pertanian.

Langkah langkah awal da

Pengertian dan Sasaran

Sistem berasal dari bahasa Latin (systéma) dan ba-
hasa Yunani (sustéma) adalah himpunan atau kombinasi
bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berhubun-

gan dan terorganisir dalam suatu kesatuan kompleks un-
tuk mencapai suatu tujuan tertentu. Karakteristik system
yaitu, (1) goal oriented (cybernetic) atau selalu berorien=
tasi pada twjuan; (2) holistic atau menyeluruh, tidak ber-
sifat parsial; dan (3) efektifit

yang diutamakan bukan
pada efisiensi

Akuntabilitas Kinerja
jiban suatu instansi pemeri
jawabkan keberhasilan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran

dal
ah untuk mempertanggung-
kegag:

h perwujudan kewa-

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung-
jawaban secara periodik

Sistem informasi adalah oleksi dari hardware,
software, data, orang, dan prosedur yang bekerja bersama
untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Sedang-
kan arti dari informasi adalah data yang telah diproses
menjadi bentuk yang berarti bagi penerima dan mempu-
nyai nilai untk pengambilan keputusan (pilihan). bila
memenuhi persyaratan ketepatan, waktu, jenis, kegunaan,
dan biaya.

Merujuk pada pengertian sistem dan akuntabilitas
di atas, maka SAKIP secara sederhana dapat didefinisikan
sebagai suatu rangkaian “elemen” yang digunakan un-
tuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai twjuan dan
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Inpres nomor 7 tahun 1999, disebutkan
‘bahwa tujuan SAKIP adalah untuk mendorong tercipta-
nya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai
salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang
baik dan terpercaya. Adapun sasaran SAKIP adalah men-
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2 meningkatkan efektivitas penerapan SAKIP lingkup Kementerian Pertanian

jadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga da-
pat beroperasi secara cfisien, efektif dan responsive terha-
dap aspirasi m:

yarakat dan lingkungannya; mewujudkan
transparansi instansi pemerintah; mewujudkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada peme-
rintah

Elemen-elemen SAKIP

Pemahaman terhadap elemen-elemen dalam SAKIP me-
rupakan syarat untuk meningkatkan efektivitas penerapan
SAKIP itu sendiri. Menurut pendapat penuli
elemen pembentuk SAKIP terdiri dari

elemen-

1. Perencanaan strategis, yang dilakukan melalui

a perumusan visi, misi, faktor-faktor kunci ke-
berhasilan, tujuan, sasaran dan strategi instansi
Pemerintah

b, perumusan indikator kinerja instansi Pemerintah
dengan berpedoman pada kegiatan yang domi-
nan, menjadi isu nasional dan vital bagi penca-
paian visi dan misi instansi Pemerintah

Pengukuran pencapaian kinerja

Pelaporan akuntabilitas kinerja yang dituangkan
dalam

Dilihat dari elemen-clemen tersebut, sudah barang
tentu dalam pelaksanaan SAKIP terdapat arus data dan
informasi. Kchandalan data dan ketepatan pengolahan
data tersebut menjadi informasi, menjadi faktor penentu
kehandalan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Peme-
rintah (LAKIP). Selain itu, kualitas sumberdaya manusia
sebagai tokoh utama penggerak SAKIP tentunya akan
sangat menentukan.




Pengelolaan SAKIP Saat Ini

Berdasarkan pengalaman penulis dalam pelaksa-
aan evaluasi
dapat disampaikan bahwa masih terdapat beberapa kele-
mahan dalam pelaksanaan SAKIP lingkup Kementerian
Pertanian. Kelemahan utama yang penulis temukan y
pada cara pengumpulan data Kinerja yang dilakukan oleh

petugas yang bertanggung jawab terhadap penyusunan
LAKIP.
Kelemahan tersebut antara lain data yang di-

kumpulkan untuk pengukuran kinerja tidak aktual dan
tidak seluruh unti kerja pelaksana anggaran menyam-pai-
Kan laporan capaian kinerjanya, sehingga informasi yan;
dihasilkan menjadi tidak handal. Selain itu, pada bebera-
pa kasus, data yang dimasukkan sebagai capaian kinerja
merupakan data perkiraan atau dikira-kira oleh petugas
pusat.

Kelemahan lain yang terjadi yaitu, pengumpulan
data capaian kinerja yang dilakukan untuk penyusunan
LAKIP, seolah-olah terpisah dari keg:
dahal, untuk urusan yang berkaitan atau dapat dikaitkan
dengan kinerja, pengumpulan data juga dilakukan antara
lain melalui SIMONEV dan SAI (SAK dan SABMN
SIMAK BMN).

Kedua aktivitas tersebut (SIMONEV dan SAI) te-
lah dilaksanakan secara online, melalui sistem informasi.
Sccara umum data yang dikumpulkan berkaitan dengan
tingkat capaian kinerja, misalnya pada SIMONEV. data
yang disampaikan dari pelaksana anggaran berupa reali-
sasi anggaran dan kinerja fisik kegiatan.

an lainnya. Pa-

Integrasi sistem informasi
telah 1
bahwa data yang dikumpulkan pada pclaksanaan SIMO-
NEV dan SAI pun berkaitzn dengan capaian kineri,
‘maka p: data tersebut dapat di un-
tuk m:ngnkur capaian kinerja pada SAKIP yang dituang-
Kan dalam LAKIP. Hal ini dapat dijadikan scbagai dasar
untuk melakukan integrasi sistem pengumpulan data.
Sesuai dengan siklus informasi, data-data yang di-
kumpulkan pada pelaksanaan SIMONEV dan SAL diolah
mcnjldi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk LAK-
IP dengan meng-gunakan suatu sistem informasi mana-
Jm Informasi yang dihasilkan tersebut, selanjutnya
P t pada LAKIP, maupun

SIMONEV dan SAI itu sendiri. Siklus informasi dapat
dilihat pada gambar berikut

1%

Langkah awal yang harus dilakukan,
onsisten antara SAKIP, SIMONEY,
tidak akan menjadi ken-

aitu mem-

buat basis data yang
dan, SAL Hal ini sel
 karen:
SIMO-NEV.dan SAI merupakan data pelaksanaan kegia-
tan yang seharusnya sejalan dengan perencanaan stra
yang telah ditetapkan

Setelah data konsisten, la
menyusun suatu sistem in
mengolah data yang telah dikumpulkan
dihasilkan dari sistem informasi manajemen ini dapat
digu-nakan sebagai dasar penyusunan LAKIP. Dalam
pemanfaatan informasi untuk LAKIP, padatahap lanjutan
dapat memanfaatkan suatu decision support  system
(DSS) untuk memperoleh alternatif-alternatif keputusan
mengenai tingkat capaian kinerja. Pemanfaatan DSS ini
akan mempercepat analisa terhadap informasi yang telah
dihasilkan

Melalui pemanfaatan sistem ini, ketidaklengkapan
data kinerja dari pelaksana anggaran di daerah, yang
umumnya disebabkan oleh kurang tersedianya anggaran
dan SDM untuk melakukan pengumpulan data, dapat
diatasi. Hal ini sangat memungkinkan, karena sistem
yang telah berjalan selama ini untuk SIMONEV dan SAI
dilakukan secara online.

Pemanfaatan sistem online inipun sekaligus dapat
memenuhi karakteristik dari sistem yang telah penulis
sampaikan pada awal tulisan ini. Kriteria pertama dari
suatu sistem, yaitu goal oriented, dapat dicapai melalui
kehandalan LAKIP yang disampaikan yang didasarkan
pada data yang lengkap dan aktual. Kriteria kedua yaitu
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ngiatan Ahuntabilias Kinesja Molalui Polalsanaan

Standar Opam:iana/ Prosedur (SOP)

Oleh

Uun Undayasari*

 Seharusnya peningkatan kinerja instansi pemerintal berbanding lurus dengan aplikasi SOP secara tertib
pada seluruh aktivitas organisasi ”

kuntabilitds kinerja menurut instruksi presiden
nomor 7 tahun 1999 adalah perwujudan kewa-

jiban suatu instansi pemerintah untuk memper-

misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban
secara periodik. Masih menurut inpres tersebut Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ber-
tujuan untuk mendorong tercipatanya akuntabilitas kiner-
ja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk

gan sasaran menjadikan instansi pemerintah yang akunta

el sehingga dapat beroperasi secara efektif; efisien dan
responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkung
nya, terwujudnya transparansi pemerintah dan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan serfa terpeliharanya ke-
percayaan masyarakat terhadap pemerintah

Seperti tahun-tahun sebelumnya Kementerian PAN
dan RB melakukan evaluasi laporan akuntabilitas kinetja
instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2011, Pelaksanaan
evaluasi terhadap 82

(K/L) yang menyerahkan LAKIP tepat waktu. Ada lima
aspek yang dinilai, yaitu perencanaan Kinerja, pengukii=
ran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capai-
an kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diketahui bah-
wa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) meraih predikat yang terbaik
dalam penilaian akuntabilitas kinerja tersebut. Keduanya
mendapatkan predikat sangat baik (A) diantara kemen-
terian/lembaga. K/L yang akuntabilitas kinerjanya tahun
2011 berpredikat CC ke atas mencapai 82.93 %, mening-
kat dari tahun 2010 yakni 63,29 % dan tahun 2009 hanya
47,37 %. Kementerian Pertanian sendiri mendapat predi-
kat B (Baik) bersama dengan 16 Kementerian/Lembaga
lainnya,

Selama ini yang tersirat dalam pikiran kita apabi-
la berbicara tentang SAKIP hanya terbatas pada LAKIP

\uditor - Edisi 30, 2012

(Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah)
yang biasanya dibuat pada akhir tahun anggaran. Pertan-
yaannya sekarang apakah benar LAKIP yang dibuat oleh
instansi pemerintah tersebut telah sepenuhnya mencer-
minkan Kinerja dari instansi yang berkaitan? Apakah pe-
nilaian LAKIP tersebut telah mencerminkan pengukuran
tingkat kinerja suatu instans)

Kinerja atau juga disebut performance dapat
didefinisikan sebagai pencapaian hasil atau the degree
(1997)
bahwa kinerja juga dapat berarti prestasi

of Sementara itu,
mengatakan
Kerja atau Faustino (1995) memberi ba

an bahwa kiner-
ja adalah cara mengukur kontribusi anggota organisasi
kepada organisasinya. Peter Jennergen (1993) mendefini-
sikan kinerja organisasi adalah tingkat yar
kan seberapa jauh pelaksanaan tugas dapat dijalankan
secara aktual dan misi organisasi dapat tercapai. Dengan
demikian, kinerja menunjukkan seberapa jauh tingkat ke-

menunjuk-

mampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dilakukan
dalam rangka mencapai tujuan

Penilaian terhadap kinerja dapat dijadikan sebagai
ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu
tertentu. Penilajan terscbut dapat juga dijadikan input
bagi perbaikan atau peningkatan Kinerja of
jutnya. Dalam institusi pemerintah, penilaian kinerja ber-
guna untuk menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pe-
nyelenggaraan program/kegiatan, memotivasi pelaksana,
melakukan penyesuaian anggaran, mendorong pemerin-
tah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat dan
menuntun perbaikan dalam pelayanan publik

ganisasi selan-

Menurut Tjipto Atmoko pengukuran kinerja orga-
nisasi publik sulit dilakukan karena belum ditemu-
kannya alat ukur kinerja yang sesuai. Kesulitan dalam
pengukuran kinerja organisasi publik sebagian muncul
karena tujuan dan misi organisasi publik bersifat multidi-
mensional. Organisasi publik memiliki stakeholders yang
jauh lebih banyak dan kompleks bila dibandingkan
dengan organisasi privat. Stakeholders dari organisast

Sl
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publik seringkali memiliki kepentingan yang vang berbenturan

Strukir organisasi merupakan kerangka yang mewuj
kan mn. hubungan antara bidang-bidang kerja maupun

satu sama lain. Akibatnya, ukuran kinerja organisasi pu-
blik di mata para stakeholders juga Para
pelaksana seringkali menempatkan  pencapaian target

sebagai ukuran kincrja sementara masyarakat pengguna

jasa lebih suka menggunakan kualitas pelayanan sebagai
ukuran kinerja. Lenvine (1996) mengemukakan tiga kon-
sep yang dapat digunakan untuk mengukur Kinerja orga-
nisasi publik, yaitu

1. Responsivitas (responsiveness)
Menggambarkan kemampuan  organisasi publik
dalam menjalankan misi dan tujuannya. Penilaian
pada data organisasi dan

responsivitas bersumbx
masyarakat. Data organt
tifikasi jenis

dipakai untuk mengiden-

nis kegiatan dan program organisasi,
yarakat pengguna jasa diperlu-
kan untuk mengidentifikasi demand dan kebutuhan
masyaral

2. Responsibilitas (responsibility)

Pelaksanaan Kegiatan organisasi publik  dilakukan

yang Kedudukan, wewenang,

dan tanggung jawab masing- masing dalam suatu sistem
Kerjasam

Mekanisme tata kerja adalah kesatuan yang terdiri
atas bagian-bagian yang saling berhubungan. Mekanisme
fata kerja bermanfaat bagi organisasi dalam koordinasi,
integrasi kerja dan monitoring, untuk mengetahui keber-
hasilan kegiatan. Unsur-unsur penting dalam mekanisme
tata kerja meliputiz prosedur kebijakan, agenda, perte-
muan formal, aktivitas dan tersedianya sarana atau alat
yang mungkin ditemukan untuk membantu orang-orang
untuk bekerja sama; dan penemuan, kreativitas pegawai
secara spontan untuk. memecalikan permasalaban, dalam
bekerja.

Paradigma good government dan cléan govern-
ance membawa perubahan dalam pola hubungan antara
pemerintah dengan masyarakat berupa penerapan prinsip-
prinsip corporate governance terutama perubahan pada
manajemen menjadi lebih memiliki standar yang harus
dipatuhi instansipemerintah dalam melaksanakan ak-

sesuai dengan prinsip yang be-
ar st sesusi dengan kebijakan organisasi; Respon
sibilitas dapat dinilai dari analisis terhadap dokumen
dan laporan kegiatan. Penilaian dilakukan dengan
membandingkan antara pelaksanaan kegiatan dan
program organisasi dengan prosedur administrasi
dan ketentuan-ketentuan yang berlaku,

Akuntabilitas (accountability)

Menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegi-

dipilih oleh rakyat. Data akuntabilita
dari berbagai sumber, seperti penilaian dari wakil
rakyat, para pejabat politis, dan oleh masyarakat

Indikator pengukuran Kinerja organisasi pub-
Jik menurut Weisbord dalam Tjipto Atmoko terdiri dari
tujuan,struktur, reward, mekanisme tata. kerja, tata hu-
bungan dan kepemimpinan. Tujuan berkaitan dengan arah
¢ hendak ditempuh organisasi, schingga tujuan organ-

si harus direncanakan dengan cermat dengan meli-
batkan anggota organisasi meliputi perumusan sampai
pada pelaksanaan dan upaya pencapaian tujuan. Struk-
tur berkaitan dengan hubungan antara berbagai fungsi
dalam organisasi termasuk pembagian kerja ke dalam
dan koordinasi satuan tersebut,

ek

Standar kinerja ini sekaligus dapat
dxg nakan untuk menilai kinerja instansi pemerintah se-
ernal mupun eksternal. Standar internal yang ber-
sifat prosedural ini disebut Standar Operasional Prosedur
(SOP).

Perumusan SOP menjadi penting Karena merupa-
Kan tolok ukur untuk menilai efektivitas dan efisiensi ki-
nerja instansi pemerintah dalam melaksanakan program
Kerjanya. Secara harfiah prosedur diartikan sebagai lang-
Kah-langkah/instruksi yang dilakukan untuk menuju pada
suatu proses yang dikehendaki berupa sistem proses kerja
dalam bentuk aktivitas, aliran data, dan aliran kerja.

SOP berfungsi membentuk sistem Kerja & aliran
Kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggung-
jawabkan, menggambarkan bagaimana tjuan pekerjaan
sesuai dengan kebijak pe yang
berlaku, bagaimana proses
Kegiatan berlangsung, serta menjamin konsistensi-dan
proses kerja yang sistematik

SOP merupakan dokumen/instrumen yang memuat
proses dan prosedur suatu kegiatan yong| bersifat efektif

o1 istamen Tanajémen tersebt dimalsudian itk
memastikan bahwa proses pelayanan di seluruh unit kerja
pemerintahan dapat terkendali dan dapat berjalan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, Sebagai suatu instrumen
‘manajemen, SOP berlandaskan pada sistem manajemen
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almwmgemem System), yakni sekumpu-
lan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar
untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin
kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang dan
atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu
Sistem manajemen kualitas berfokus pada Konsistensi
dari proses kerja yang berlandaskan pada pencegahan
Kesalahan, sehingga bersifat proaktif, bukan pada deteksi
Kesalahan yang bersifat reaktif. Selain itu SOP memuat
informasi jangka waktu pelaksanaan kegiatan, pengguna
layanan, hirarkhi struktur organisasi, serta langkah-lang-
kah kerja dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Pelaksanaan
SOP dalam penyelengaraan pemerintahan memiliki mul-
tifungsi  yaitu sebagai alat deteksi potensi penyimpangan
tugas pokok dan fungsi: sebagai alat koreksi atas setiap
penyimpangan yang terjadi; sebagai alat evaluasi untuk
‘meningkatkan Kinerja setiap satuan kerja ke tingkat yang
lebih efektif, efisien, profesional, transparan dan handal.

Evaluasi kinerja pada instansi pemerintah memiliki
standar penilaian kinerja yang sifatnya eksternal atau ber-
hubungan langsung dengan publik didasarkan pada indi-
Kator-indikator responsivitas, responsibilitas, dan akunta-
bilitas. Sementara standar penilaian Kinerja yang sifatn
internal didasarkan pada SOP dan pengendalian prog
Kerja dari instansi yang bersangkutan. Kedua jenis standar
ini (cksternal maupun internal) diarahkan untuk menilai
sejauh mana_ akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
dapat dicapai. Dengan kata lain, standar ekstemal dan
standar internal pada akhirnya akan menghasilkan penila-
ian tercapainya masukan (inpurs), keluaran (outputs),
hasil (results), manfaat (benefits) dan dampak (impacts)
yang dikehendaki dari suatu program.

Pada prinsipnya, SOP lebih diorientasikan pada pe-
nilaian kinerja internal kelembagaan, terutama dalam hal
Kejelasan proses kerja di lingkungan organisasi termasuk
Kejelasan unit kerja yang bertanggungiawab, tercapainya
kelancaran kegiatan operasional dan terwujudnya koor-
dinasi, fasilitasi dan pengendalian untuk meminimalkan
proses kegiatan yang tumpang tindih pada bagian o

asi. SOP berbeda dengan pengendalian program yang
lebih padapenilaian dan

rintah. Selama ini, penilaian akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah umumnya didasarkan pada standar eksternal,
padahal sebagai bentuk organisasi publik, instansi pemer-
intah memiliki karakteristik khusus yakni sifat birokratis
dalam internal organisasinya. Oleh Karena itu, untuk me-
nilai pelaksanaan mekanisme kerja internal tersebut unit
kerja pelayanan publik harus memiliki acuan untuk me-
nilai pelaksanaan kinerja instansi pemerintah berdasarkan
indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural
sesuai dengan tata hubungan kerja dalam organisasi yang
bersangkutan dalam bentuk SOP.

Bagaimana dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang disusun setiap akhir tahun, apa-
kah telah cukup mencerminkan kinerja kita? Saya rasa
tidak, nilai yang tertuang dalam LAKIP yang kita buat
belum cukup untuk menggambarkan tingkat kinerja kita
Hal tersebut terjadi karena diantaranya belum seluruh keg-
iatan pada beberapa instansi memiliki SOP atau meskipun
SOP telah dibuat, belum dilaksanakan secara maksimal
Seharusnya peningkatan kinerja instansi pemerintah ber-
banding lurus dengan aplikasi SOP secara tertib pada se-
luruh aktivitas organ

LAKIP kementerian disusun berdasarkan Kepu-
tusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239
1X/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, serta Peraturan Men-
teri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refor-
masi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tange
2010. Mari kita telaah LAKIP yang kita buat, didalamnya

z

diantaranya berisi 1) Perencanaan yang terdiri dari Renca-
na Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT),

‘ukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang juga berkaitan
dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Apabila kita merujuk pada Indikator pengukuran
Kinerja organisasi publik menurut Weisbord yang terdiri
dari tjuan.struktur, reward, mekanisme tata Kerja, tata
hubungan dan kepemimpinan, yang diantaranya sangat
berkaitan dengan prosedur dan mekanisme kerja dalam
hal ini SOP, maka LAKIP yang disusun selama ini belum

pencapaian outcome program/kegiatan, Namun kedu-
anya saling berkaitan karena SOP merupakan acuan bagi
aparat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, ter-
masuk dalam pelaksanaan program/kegiatan. SOP dapat
digunakan untuk penilaian kinerja secara internal, dan
apabila pedoman yang sifatnya internal ini digabungkan
dengan pedoman eksternal (penilaian Kinerja organisasi
publik di mata masyarakat) berupa responsivitas, respon-
sibilitas, dan akuntabilitas, akan mengarah pada terwu-
judnya akuntabilitas kinerja aparatur dan instansi peme-
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ya dapat tingkat kinerja instansi
pemerintah.

Sumber :

Inpres No. 7 tahun 1999

2. Tiipto Atmoko, SOP dan Akuntabilitas
stansi pemerintah

nerja In-

*Penulis adalah Auditor Inspektorat 11
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Peluang Perbaikan Perolehan Predikat
Atas SAKIP Kementerian Pertanian

Oleh : Wardjito

Me
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i Pemer

. pertanggungiawaban dari kineria instansi pemerintah dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja In-
wah (LAKIP) . Kewajiban penyusunan LAKIP pada awalnya diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI

No 7 Tahun 1999, melalui beberapa kali revisi pedoman penyusunannya, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara
PAN Dan RB No 29 Tahun 2010. Dalam rentang waktu yang sudah me-lampaui satu dasawarsa, hasil evaluasi terha-
dap Akuntabilitas Kinerja Kementan Tuhun 2010 mendapat nilai 65,61 atau berpredikat B. Perolehan nila tersebut
memmjukkan adanya perbaikan implementasi dan pengembangan akuntabilitas, dibanding untuk periode Tahun 2009
vang nilai perolehannya sebesar 56,16 atau berpredikat CC. Bagaimana peluang untuk peningkatan nilai pada Tahun
2011, ini yang menjadi concern kita warga Kementan, khususnya Inspektorat Jenderal.

Pendahuluan

Memasuki periode reformasi yang dimulai sejak
pergantian orde pemerintahan, kinerja institusi birokrasi
pemerintahan dituntut lebih berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggungiawab. S ngkas dituntut
adanya akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertang-
gungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan or-
‘ganisasi. Media pertanggungjawaban tersebut difuangkan
dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP). Sementara ini masih terjadi kerancuan pema-
haman, yang menganggap bahwa yang dievaluasi adalah
LAKIP. Keran-cuan tersebut tidak hanya ada pada unit
Eselon I , tetapi juga ada di infern auditor. Pemahaman-
nya yang benar adalah yang dievalusi adalah penerapan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAK-
1P) . LAKIP hanya merupakan salah satu komponen dari
lima aspek akuntabilitas kinerja.

SAKIP adalah perwujudan pertanggungjawaban
aan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber-
a dan pelaksanaan kebijakan dan program yang diper-
cayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan
suatu sistem akuntabilitas. SAKIP diimplementasikan
sccara self assessment oleh setiap instansi, artinya bahwa
perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pemantavan
serta pelaporan kepada instansi yang lebih tinggi atas ki-
nerjanya dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan.

Jadi jelas berbeda dengan LAKIP, bahwa LAKIP
adalah sarana untuk mengkomunikasikan pencapaian tu-
juan dan sasaran strategis organisasi kepada para peman-
‘ku kepentingan. Sebagai instrumen komunikasi, LAKIP
‘mempunyai empat fungsi utama yaitu sebagai; a) Media

pel
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hubungan kerja organisasi: b) Wujud tertulis pertang-
gungjawaban kepada pemberi amanah/manda; ¢) Media
Akuntabilitas; dan d) Media Informasi

Peran APIP

Siapa yang bertugas melakukan penilaian terha-
dap AKIP? Ini sering menjadi bahan pertanyaan scba-
gian Kalangan di unit eselon 1. Tugas untuk melakukan
penilaian atau evalusi terhadap unit kerja lingkup Ke-
menterian Pertanian ada pada lembaga pengawas intern
pemerintah, Aparat Pengawas Inter Pemerintah (APIP),
dalam hal ini Tnspektorat Jenderal Kementerian Perta-
nian, dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB). Kewenan-
gan Kementerian PAN dan RB didasarkan kepada Pera-
turan Presiden No 9 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No PER/01/M.
PAN/01/2009 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas
Kementerian tersebut adalah melakukan penguatan akunt-
abilitas kinerja instansi pemerintah dan sekaligus pening-
Katannya, dilakukan antara lain melalui evaluasi AKIP.
Ikhtisar hasil evaluasi oleh Itien Kementan dilaporkan
kepada Kementerian Negara PAN dan RB untuk dapat di-
gunakan sebagai bahan informasi dalam rangka evaluasi
oleh Kementerian Negara PAN dan RB.

Urgensi Evaluasi

Apa urgensinya bahwa AKIP perlu dievalusi? De-
‘mikian pertanyaan lainnya yang juga sering mengemuka.
Tujuan dilakukannya evaluasi AKIP adalah; a) meng-




identifkaST Berbagai Kelemahan dalam penerapan sistern
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP); b)
‘memberikan rekomendasi untuk perbaikan untuk pening-
Katan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi; dan )

enyusun hasil evaluasi gu
penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur
Negara. Evaluasi dapat memberikan stimulus bagi para
pejabat pemegang amanah untuk berusaha menyempur-
nakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik
berdasarkan prinsip good governance dan fungsi manaje-
men berbasis kinerja.

Obyek yang dievaluasi adalah instansi pemerintah
sebagai entitas yang harus

Katan nilai. Hal ini berarti unit kerja lingkup Kementan
memperlihatkan keseriousannya dalam merespon temuan
dan rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya. Dengan kata
lain, salah satu tugas Kementerian PAN Dan RB untuk
melakukan penguatan dan peningkatan akuntabilitas kin-
erja Kementan menunjukkan hasil positi.

Perbandingan capaian nilai akuntabilitas kinerja
Kementan Tahun 2010 dengan Tahun 2011, dapat dilihat
pada Tabel berikut

ki
nerja kepada pemberi amanah. Jadi obyeknya adalah unit
kerja, bukan hanya va saja seperti

nyaselama ini. Mind settersebut yang semestinga diubah.
bahwa akuntabilitas itu menjadi komitmen k

anggota organisasi unit kerja. Hasil

dilaporkan sebagai Laporan Akuntabilitas Kis
yang dikenal dengan sebutan LAKIP,

Instansi yang wajib menyusun LAKIP adalah; a)
Kementerian/ Lembaga; b) Pemerintah Provinsi/ Kab
paten/ Kota; ¢) Unit Organisasi Eselon I pada Kementeri-
an/Lembaga; d) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
dan ¢) Unit Kerja Mandiri yang ditetapkan

Strategi Peningkatan Nilai Akuntabilitas

Masih adakah peluang untuk mencapai nilai y.
Iebih baik bagi Kementan atas hasil evaluasi akuntabili-
tas dari Kementerian PAN Dan RB. untuk periode Tahun
20112 Secara teoritis kemungkinan tersebut terbuka pe-
luang untuk peningkatan nilai perolehan. Pijakan dasar
untuk mencapai hal tersebut, tentunya harus mempelajari
hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2010, Kemed
terian PAN Dan RB sudah me-laksanakan evaluasi akunt-
abilitas kinerja Kementan Tahun 2010, Evaluasi untuk
menilai dan

Kinerja di lingku-ngan Kementan dalam rangka men-
dorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi ke-
pada hasil (esult oriented government).

Sesuai penilaian yang dilakukan oleh KemenPAN
dan RB yang mencakup lima aspek yaitu perencanaan
Kinerja, pengukuran Kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi
Kinerja dan capaian kinerja. Nilai akumulasi yang dicapai
Kementerian Pertanian adalah 65. m masuk dalam kata-
gori B, mengalami

No | Komponen yang [ Bo- [Nilai [ Nilai
dinilai bot |2009 {2010
1 Kt 35 | 21,40 | 24,66
2. | Pengukuran Kinerja | 20 | 12,75 | 14,13
1 3. | Pelaporan Kinerja 15 6.88 9,88
4. | Evaluasi Kinerja 10 | 542 | 569
5. | Capaian Kinerja 20 | 972 | 1125
Nilai Hasil Evaluasi 100 | 56,16 | 65,61
Tingkat Akuntabilitas kinerja Pl B

Terlihat bahwa keseluruhan komponen menunjuk-
Katan nilai, meski demikian tentunya kita be-
lum puas berhenti pada nilai tersebut. Tantangan tahun
2012 adalah mencapai au katagori satu tingl
Iebih tinggi menjadi katagori NG sederhananya den-
an mempelajari kelemahan yang masih ada pada setiap
Komponen penilaian sekali
aksi untuk perbaikannya

us mempersiapkan rencana

Pada aspek Perencanaan Kinerja, sudah memenuhi
norma yang dipersyaratkan dengan disusunnya Perenca-
naan Strategis (Renstra) , Rencana Kerja Tahunan (RKT)
dan Penetapan Kinerja (PK). Kekurangannya adalah bah-
wa penyusunan RKT pasca disetujuin garan. Nam-
pak bahwa penyusunan RKT hanya sckedar pemenuhan
formalitas dokumen, menghilangkan makna dari RKT
dokumen acuan dalam penyusunan
L RKT disusun untuk usulan pe
anggaran mmmu juga dengan dokumen Pen-
an.m Kinerja ( ng secara formal ada, tetapi belum
dimanfaatk
capai-annya.

an|

\Lhag‘u alat kendali untuk dipantau ting

Komponen Pengukuran Kinerja, Kementan sudah
mengesahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai

tahun
yang nilainya sebesar 56,16 atau kalagnn CC. Peningka-
tan tersebut bukan hanya secara kumulatif, tetapi semua
dari ke-5 (lima) komponen menunjukkan adanya pening-
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instrumen tingkat entitas, dan

telah dilakukan pengukuran atas target. Kelemahannya

bahwa rumusan indikator belum memenuhi persyaratan

kriteria, IKU belum dimanfaatkan untuk perencanaan
sk



Mesar Utasra

hasil pengukuran kinerja belum dapat diguna-
an berkala, belum

Kan untuk pengendalian dan pemas

dibangun sistem pengumpulan data kinerja secara mema
dai, pengerjaan pendataan bersifat adhoc sebatas saat pe
yusunan LAKIP, bukan menjadi kebutuhan rutin
Komponen Pelaporan Kinerja sudah memenuhi
persyaratan, Karena LAKIP tahun scbelumnya sudah

disusun dan dikirimkan ke Presiden melalui Kemen PAN
Dan RB. Kelemahan yang ada adalah pada tingkat unit
Kerja belum dilakukan evalusi dan analisis capaian Kin-

aya uraian pelaksana-an pro;

erja secara memadai, b any
k
membandingkan kinerja_instansi_ sejenis
LAKIPju
untuk perencanaan berikutnya dalam rangka pe
kinerja instansi. Capaian kinerja yang dilaporkan dalam
LAKIP, khususnya untuk capaian Kinerja oufcome, belum
menggambarkan kinerja riil

atan, selain belum dilakukan bench marking deng;
Pemanfaatan

Beberapa rekomendasi untuk perbaikan kedepan
berkenaan dengan SAKIP menjadi titik tolaknya, anta-
ra lain; penyusunan RKT yang tidak tepat waktu, RKT
TA 2013; semua unit eselon 1 harus menyelesaikan dan
menyerahkannya kepada Biro Perencanaan Setjen pada
Juni 2012; tidak lagi setelah persetujuan anggaran. Hal
Jain yang cukup mendasar adalah memperbaiki penyajian
LAKIP, karena potensi untuk di-tingkatkan nilai perole-

| ————

hannya masih cukup tersedia. Penting juga melakukan re-
visi renstra, berkenaan dengan adanya perubahan organ-
isasi lingkup Kementan, dan revisi IKU

PENUTUP
Evaluasi terhadap AKIP Kementan Tahun 2011
akan dilakukan oleh Kementerian Negara PAN Dan RB
pada sekitar bulan September 2012. Inspektorat Jenderal
selaku APIP, sudah menjalankan tugas pendampingan
kepada Tim penyusun LAKIP Kementan dari Biro Per-
kretariat Jenderal yang bert
menterian 2011. LAKIP Kementan hasil pem-
bahasan bersama_ antara Setjen dengan Itjen sudah disu-
sun dan disampaikan kepada Kementerian Negara PAN
Dan RB pada Maret 2012 untuk bahan evaluasi

menyusun

Beberapa langkah perbaikan dalam penyajian
LAKIP telah diupayakan dengan mengacu kepada kele-
mahan dan rekomendasi hasil evaluasi Kemeneg PAN
dan RB, Diharapkan melalui kerjasama antara 2 (dua) in
stitusi yang peduli dengan akuntabilitas Kinerja kement
rian, menghasilkan perolehan hasil evaluasi akuntabilitas
yang lebih baik dari sebelu

Semoga

Penulis adalah Auditor Ut

a pada Inspektorat |

Media Auditor - Edisi 30,




Keterkaitan Sistem Pengendalian Intern dengan

Sistem AKIP

Oleh: Ir. Laurensius Sihaloho

{da korelasi positif antara Sistem Pen; an Intern
(SAKIP). Semakin baik SPI instansi pemerintah
asil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Apara

masi Birokrasi (PAN dan
Kinerja Inst

tur Negara dan Refo

RB) atas Akuntabilit
intah (AKIP) Kementerian Pertanian Tahun 2010 menya
takan bahwa Kementerian Pertar nilai 65.6
atau dengan predikat penilaian Baik (B). Hasil evaluasi
atas AKIP Tahun 2010 ini menunjukKan ada pening
nilai dan predikat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya
vaitu tahun 2008 Kementan memperoleh nilai 48.24 atau
dengan predikat Agak Kurang (C) dan tahun 2009 dengan
an predikat Cukup Baik (CC). Seba
imana tertuang dalam surat Menteri PAN dan RB No
mor B/593/M.PAN-RB/02/2012 tanggal 14 Februari 2012
tentang hasil evaluasi atas AKIP, evaluasi ditujukan untuk
akuntabili

nsi Pemer

an mendapat

nilai 56,16 atau

mban;

an

menilai implementasi dan pe
an Ker

angka mendorong terwujudnya pemerintahan yang bero-

enterian Pertanian dalam

tas kinerja di lingfkun

rientasi kepada hasil (result oriented government)

Memperhatikan hasil evaluasi di atas menunjuk-
kan bahwa terdapat perbaikan yang signifikan dan terus
menerus dilakukan oleh para pimpinan di lingkungan
Kementan secara akatkan
akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja lingkup Ke
mentan antara lain pada tahun 2010 Inspektorat Jenderal
Kementan mensosialisasikan SPI dan mencanangkan
gerakan SAKIP. Sebelum anggaran berbasis kinerja di
implementasikan mulai tahun 2006, perhatian pemerintah
terhadap akuntabilitas kinerja sangat minim. Pemerintah
lebih menonjolkan kepada akuntabilitas keuangan yang
agaran yang be

bersama-sama untuk meni

ar sesuai

mengutamakan penghabisan an
dengan bukti administrasi

Diharapkan dengan melalui tulisan ini kita khu-
susnya rekan-rekan auditor mendapatkan gambaran kon-
sepsi SAKIP yang benar dikaitkan dengan SPI

SAKIP dan Kepemerintahan yang Baik
Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan UU
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SPI) dan Sistem

tas Kine

28/1999 men;

va setiap prog;

dan kegiatan dari penyelenggara ra harus
ungjawabkan kinerjanya kepada rakyat seba-

ai pemegang kedaulatan tertinggi Pertanggung-
aban kinerja pemerintah selaku penyelenggara Negara

an perwujudan kepemerintahan yang baik yang

lebih populer dengan istilah good governance. Untuk
menjabarkan amanat tersebut, Peme mengeluarkan
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutabil-

Jak-
luarkan Lembaga Administra-

itas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman tentang pe

sanaan Inpres tersebut dil
si Negara(LAN) melalui Surat Keputusan Kepala LAN
Nomor :239/1X/6/$/2003 Tahun 2003 tanggal 25 Maret

2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akunta-

bilitas Kinerja Instansi Pemerintah
atakan bahwa setiap in-
awabkan
ram

Inpres Nomar 7/1999 men;

stansi pemerintah wajib untuk mempertang
keberhasilan dan atau k
kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sa-

sun

lan pelaksanaan pro

saran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung-
jawaban periodik. Alat gungjawaban
tersebut dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP ini menjadi me-
masyarakat untuk menilai dan mengevaluasi ki-

secara pertang

dia bag
nerja instansi pemerintah tersebut dalam mengelola dan
va lain-

memanfaatkan anggaran negara dan sumberday
nya yang diamanahkan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi. Hal ini merupakan bagian dari bentuk partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan kepemerintahan yang

atau good governance

Pengertian Kepemerintahan yang Baik menurut
Penjelasan atas Pasal 2 huruf d Peraturan Pemerintah
Nomor 101 tahun 2000 adalah “kepemerintahan yang
mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip pro
sionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima,
demokrasi, efisiensi, efektivitas. supremasi hukum, dan
dapat diterima oleh seluruh masyarakat”, Sementara

31




d

(AKIP) yang diterbitkan bersama oleh Lembaga Ad-
ministrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan Republik Indonesia pada tahun 2000 me-
nyebutkan proses penyelenggaraan kekuasaan
pegara dalam melaksanakan penyediaan public goods and
han ata

bahwa

governance, sedang

services disebut kepemer
prakiik terbaiknya disebut good governance (kepemerin-
Selanjutnya dikemukakan bahwa good
efektif menuntut adanya
(koordinasi) yang baik, integritas, profesionalisme, serta

tahan yang baik).

governance y ‘alignment

etos kerja dan moral yang tin

Sebagaimana diketahui, Sistem AKIP diawali de-
ngan proses penyusunan Perencanaan Kinerja, selan-
jutnya dilakukan proses Pengukuran Kinerja (memban-
dingkan target dan realisasi) yang akan dilaporkan dalam
LAKIP, serta diakhiri dengan Evaluasi Kinerja dan Pe-
manfaatan LHE. Proses tersebut berlangsung secara sis-
tematis, berkelanjutan dan berkesinambungan.

Perencanaan Kinerja merupakan aktivitas-aktivitas
perencanaan yang saling terkait tentang penetapan tujuan
dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu ter
tentu dan berorientasi kepada hasil (kinerja) dan mas
faat kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi, serta kewenangan yang melekat pada suatu unit
kerja. Ak k tersebut mencakup
Strategis tchslﬂ ), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan
Penetapan Kinerja (PK). Dalam Sistem AKIP. Renstra,
RKT dan PK mempunyai keterkaitan yang sangat erat se-

Kinerja. Re
arah pembangunan organisasi dalam jangka menengah
yang hendak dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, maka
RKT dan PK menetapkan target dan komitmen Kinerja
yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu, RKT
merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan pro-
gram yang telah ditetapkan dalam Renstra dan memuat
seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai
dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indi-
Kator kinerja strategis yang spesifik, obejektif, terukur,
dan relevan, Selanjutnya, RKT yang telah disesuaikan
dengan ketersediaan anggaran, dituangkan dalam suatu
penetapan Kinerja.

Penetapan Kinerja merupakan suatu janji kinerja
yang akan diwujudkan oleh seorang pimpinan unit kerja
ump- ‘penerima amanah dalam suatu tahun tertentu de-

Jam modul Akuntabilitas Kinerja Instansi. Pemerintah

juan diterapkannya Penetapan Kinerja adalah 1) mening-
Katkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; 2)
sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah
dengan pemberi amanah; 3) sebagai dasar penilaian ke-
berhasilan/kegagalan pencapaian twjuan dan sasaran or-
ganisasi: 4) menciptakan tolok ukur kirerja sabagai dasar

atur; dan 5) sebagai dasar pemberian
anks1

evaluasi kinerja
penghargaan dan s

Sesuai dengan Lampiran 1b Peraturan Menteri Ne-
gara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bi-
rokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PK
melampirkan perjanjian kinerja dalam rangka mencapai
arget kinerja yang telah ditetapkan. Lampiran tersebut
mencakup sasaran sirategis unit kerja, indikator kinerja
utama, dan target. Dalam rangka pengukuran dan pen-
ingkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas
Kinerja, maka setiap sasaran strategis harus ditetapkan In-
dikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh pim-
pinan Kementerian/Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota.
Karakteristik IKU haruslah memenuhi Karakteristik spesi-
ik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan
sesuatu yang diukur, dan dapat dikuantifikasi dan diukur
sebagaimana ditentukan pada Pasal § Peraturan Menteri
Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31
Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dengan menggunakan IKU
terscbut_dianalisis capaian kinerjanya dan dilaporkan
dalam LAKIP. Fungsi LAKIP sendiri sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tan
al 15 September 2004 entang Pedoman Unnum Exaluasi
Lap Kinerja Instansi

a) scbagai sarana/instrument penting (vital) untuk mell.k-
sanakan reformasi dalam penyelenwrun tugas-tugas

dan pelayanan
b) sebagai cara dan sarana yang efekiif untuk mendorony

seluruh
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atau TEERTATAR QAT Setiap pimpinan instansi/unit kerja

dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, schingga dapat

dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, pro-
gram kerja, struktur organisasi, dan penctapan alokasi
unit kerja; )
mekar-

anggaran setiap tahun bagi setiap instans
sebagai cara dan sarana untuk mendorong usal
isme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pe
masyarakat berdasarkan permasalahan nya
dapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara
berkelanjutan. -

Kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong
terwujudnya good governance. Oleh karena itu, LAKIP
yang dibuat pada akhir tahun anggaran harus disusun den-
‘gan jujur, objektif, dan transparan sehingga LAKIP dapat
dimanfaatkan sebagai perbaikan kinerja berkesinambun-
gan.

Berdasarkan penjelasan di atas, evaluasi akuntabi-
litas kinerja baik oleh Kemen PAN dan RB untuk tingkat
kementerian/lembaga maupun oleh Inspektorat Jenderal
misalnya untuk unit eselon 1, 11, dan Unit Kerja Mandiri
lingkup Kementerian Pertanian dilakukan pada kom-
ponen atau aspek 1) perencanaan Kinerja dengan bobot
penilaian 35%; 2) pengukuran Kinerja (20%); 3) pelapo-
ran Kinerja (15%): 4) evaluasi kinerja (10%); dan 5) capa-
ian kinerja (20%). Sebagaimana diutarakan diawal, nilai
hasil evaluasi AKIP Kementerian untuk AKIP Tahun 2010
adalah 65,61 dengan tingkat akuntabilitas inerja Baik
(B). Namun, perlu diperhatikan bahwa evaluasi tersebut
lebih menckankan kepada evaluasi akuntabilitas Kinerja,
bukan evaluasi kinerja secara keseluruhan. Ditinjau dari
aspek pembobotan dengan menggunakan instrumen Cri
teria Referenced Survey evaluasi akuntabilitas kinerja
lebih berfokus kepada proses berakuntabilitas, sedangkan
aspek kinerja yaitu capaian kinerja hanya

SPIP dan Peningkatan Kinerja, Transparansi, dan
Akuntabilitas

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 8 Agustus 2008 merupakan amanah

Pem Nomor | Tahun 2004 ten-
tang Perbendaharaan Negara, Pasal tersebut me
bahwa dalam rangka meningkatkan Kiner

, transpay

tabilitas pengelolaan keuangan N

selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyef
rakan sistem peng

alian inter di lingkungan pemerin-
tahan secara menyeluruh

Sebelum PP Nomor 60/2008 diterbitkan, pada ta-

hun 2006, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerin-

tah Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 3 April 2006 tentang

Pelaporan K erja Instansi Pemerintah

‘umu‘m Und Nomor 1 Tahun 2004

an rut PP Nomor

femn; Akuntabilitas Kinerja dikembangkan se-

si dengan Sistem Perencanaan, Sistem

Petnecinata Olch k.lmu ity PP ini melalui Pasal 20
ayat 3 menyebutkan m Akuntabilitas Kinerja
i Pemerintah dm.mp n dalam Peraturan Pres-
iden (Perpres), namun sampai saat ini Perpres tersebut
belum terbit, padahal Perpres ini sangat penting sekali
untuk memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di setiap Instansi sebagai pengganti Inpres
Nomor 7 Tahun 1999,

Dalam PP Nomor 60/2008 discbutkan bahwa SPIP
adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai
atas tercapainya fujuan organisasi melalui kegiatan yang
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, peng-
amanan aset negara, dan ketaatan erhadap peraturan per-

porsi atau bobot 20%. Keterbatasan evaluasi akuntl
tas kinerja antara lain instrumen lebih menckankan pada
aan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi,
lspek perilaku s Tanusia Gersonal
laid

discbutkan juga bahwa
tujuan §PIP unmk memberikan keyakinan y: lema-
dai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi péncapaian
tujuan penyelenggaraan pemerintahan negan keanda-
lan pelaporan keuangan, pengamanan aset N 'm dan ?
Ketaatan terhadap peraturan pen%le

Pasal 2 ayat 3). | "

insur-unsur untuk me

tujuan
yang satu $ima umuym K bis
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lian; 4) unsur

Jaian risiko; 3) unsur kegiatan penge
informasi dan komunikasi; dan $) unsur pemantauan pe-
ngendalian intem.

Memperhatikan kelima unsur tersebut, SPIP boleh

1 dan merupakan metamorfosa

jadi bentuk penyederhana

dari pengawasan melekat (waskat) \kl».wn a tertu

dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor KEP/46/M.PAN/42004 tanggal 26 April
2004 tentar

Petunjuk Pelaks:
n

efisien, dan ekon-
la sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi.
japoran dapat dipercaya dan disajikan secara
ketentuan yang berlaku. Ada
sian; 2) per-

organisasi dapat dicapn

omis; se

poran ‘lmmum ervise dan reviu intern
n demikian, bagi auditor penerapan SPIP
dalam melaksanakan tugas pengawasan adalah hal yang
sederhana, tidak rumit

Keterkaitan SPI dan SAKIP
Memperhatikan penjelasan tersebut di atas SPI dan
AKIP memiliki hubungan atau keterkaitan yang sangat
jelas dan erat. Dengan kata lain, ada korelasi positif antara
Sistem Pengendalian Intern (SP1) dan Sistem Akuntabili-
tas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Semakin baik
SPI instansi/unit kerja pemerintah, seyogianya semakin
baik akuntabilitas kinerjanya.
Menurut hasil evaluasi AKIP Kementan Tahun
2010 beberapa kelemahan AKIP Kementan yang perlu
‘mendapatkan perhatian adalah 1) perencanaan kinerja
misalnya dokumen penctapan kinerja belum sepenuhnya
dimonitorpencapaiannya; 2) pengukuran kinerja mis-
alnya sistem pengumpulan data kinerja masih bersifat
adhoc: 3) pelaporan kinerja seperti LAKIP belum menya-
jikan evaluasi dan analisis capaian Kinerja secara mema-
dai’ dan 4) evaluasi kinerja misalnya hasil evaluasi belum
dimanfaatkan untuk perbaikan baik perencanaan Kinerja
maupun pencrapan manajemen kinerja.
K i Kelomah

Lelemah ja

—

spa pengelolia| Keuangan negara yang efekif, cfisien,

transpaa, din kuntabel, menteri/pimpinan lembaga,

gubernur, dan humn walikota wajib melakukan pen-

guml.lhm atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,

Dengan demikia PIP scbagaimana dimaksudkan
tercapai

.derhana untuk perbaikan AKIP

n unsur penilaian resiko. As-

p\ Kinerja (mencakup dokumen-dokumen
Rensta, RKT, dan PK yang saling terkait) merupakan
o karena memiliki tujuan dan

unit kerja. S
encanaan kinerja yang baik haruslah mengidentifikasi dan
menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyele-
saikan tugas dan fungsi instansi/unit kerja (bandingkan
dengan Bagian Kedua Lingkungan Pengendalian Pasal
6 huruf a PP Nomor 60 Tahun 2008). Selanjutnya Pasal
13 dan Pasal 14 mengamanatkan bahwa perlu dilakukan
penilaian resiko pada setiap tujuan kegiatan yang disusun
berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis yang telah
ditetapkan instansi pemerintah (lihat Bagian Ketiga Pe-
nilaian Resiko).

Demikian juga dengan kelemahan seperti hasil
pengukuran kinerja belum digunakan untuk pengendalian
dapat diperbaiki jika pimpinan instansi/unit kerja menye-
lenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan uku-
ran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi
(bandingkan dengan Bagian Keempat Kegiatan Pengen-
dalian Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor
60 Tahun 2008). Kelemahan lain seperti belum diman-
faatkannya LAKIP dan hasil evaluasi kinerja untuk per-
baikan dapat diatasi bila SPI instansi/unit kerja tersebut
berjalan dengan baik sebagaimana tersirat dalam Bagian
Kelima Informasi dan Komunikasi Pasal 41 dan Pasal 42
ayat 2 serta Bagian Keenam Pemantauan Pasal 43 ayat (2)
PP Nomor 60 Tahun 2008). Secara ringkas dapat dinyata-
kan bahwa kelima unsur SPI tersebut memainkan peranan
signifikan dalam mengatasi berbagai kelemahan AKIP
suatu instansi/unit Kerja.

mpulkan bahwa 1) se-
bagai alat dalam rangka peningkatan kinerja dan pengus-
tan akuntabilitas Kinerja instansiunit kerja pemerintah,
evaluasi kinerja semakin dibutuhkan guna

setiap komponen AKIP tersebut dan untuk meningkatkan
Keandalan laporan kinerja (LAKIP) Pasal 33 ayat 1 PP
butkan bahwa setiap entitas wa-

Si
dengan ketentuan peraturan -undangan yang
terkait. Halmullpsejallndnnpnl’ln\llyltll’l’ﬂn—
‘mor 60 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa nntuk

‘mempertanggungiawabkan kinerjanya dan 2) semakin
tangguh (dapat memberikan keyakinan yang memadai)
SPI suatu unit Kerja, semakin baik AKIP unit kerja terse-




Keterkaitan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

dengan Sistem Akuntabilita

s Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam Mendorong Terwujudnya Good Governance :
Tinjauan Sebuah Resolusi

Oleh : Heni Nugraha

Sesuatu yang dapat

Latar belakang

Good Gov
kelola pemerintahan yang
serta sering dikaitkan dei
(clean government) dan bel

men birokrasi, £
a manusia aparatur, ketatalaksanaan,
dan pelayanan pub-

aan dan kepegawaian, keuangan, perby
daharaan, perencanaan dan penganggaran. Hal pe

i birokrasi adalah perubahan mind-set dan
a pengembangan budaya kerja Reformasi
Birokrasi diarahkan pada upaya-
mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelan-
jutan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang
baik, bersih, dan berwibawa (g00d governance). pemer-
intah yang bersih (clean government), dan bebas KKN.

ing

culture-set s

s

United Nations Development Project/UNDP(2003)
memandang sepuluh karakteristik Tata Kelola Kepemer-
intahan yang Baik (good governance), terdiri atas : (1)
Kesetaraan (equity).(2) Pengawasan (supervision),(3)
Penegakan hukum (law enforcement)(4) Daya tanggap
(responsiveness)(5) Efisiensi dan efektivitas (effective-

(6)P: (7) Pro-
atau (®)

lebih dapat (accountable)

tif, efisien dan efektif

Menurut Bank Dunia (1992).

adalah sistem pemerintahan ya

good governance
anan pub-

tabel terha-

lik yang efisien, serta pemerinta
dap publik. Jusuf Wanandi (1998). menge
na good governance adalah kekua
pada peraturan perundang-unda
kebijakan yang diambal seq
gung-jawabkan

nsparan, dan dapat

untabel) kepada masyarakat

Dalam  rangka mewujudkan good
ah sejak tahun 1999 telah m
‘Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabil

AKIP), yang tujuannyz untuk mendorong

covernance,

cluarkan Inpres

as Instan-

si Pemerintah

baik dan terpercaya. S
lan tahun kemudian pemerintah mengeluarkan PP 60 Ta-
hun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem Pemerin-
tah (SPIP) yang bertujuan untuk memberikan keyakinan
yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan ef
pencapaian tujuan pen raan pemerintahan negara,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Lalu bagaimana keterkaitan antara kedua sistem tersebut,
yang sama-sama unfuk mencapai pengelolaan keuangan
negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Akuntabilitas (accountabiliy),(9) Wawasan ke depan
(strategic vision), dan (10) Transparansi (transparency).
tugas i dan
mulai bergeser dari Government (pemerintah) ke Goy-
Tata

dengan hal tersebut, artikel ini akan mem-
bahas keterkaitan dari keduanya berdasarkan peran dan
fungsi dari keduanya.

ernance yang baik,
sangat erat lmmnnyl dengan reformasi birokrasi, pene-

‘hukum, peningkatan kualitas pelayanan publik,
perubahan mind-set dan culture-set, serta perubahan pola
pikir, pola sikap, dan pola tindak, menjadi lebih produk-

Dari sepuluh karakteristik good governance ver-
si UNDP (2003) diantaranya adalah akuntabilitas dan
transparansi. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggung-
jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dari

AUDITOR:




Mesar Utasra

nisi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran y2
{elah ditetapkan melalui sarana pertanggungjawaban se-
car periodik. Berdasarkan definisi tersebut, maka penye
enguara negara wajib mempertanggungjawabkan setiap
kegiatan dan hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-unda

Karenanya setiap Aparatur Negara harus meningkatkan
akuntab memp
namika perubahan yang terjadi
ment, bahwa akuntabilitas yang
n

atikan tuntutan dan di
Seperti halnya tuntutan

dari R

semula berorientasi pada masukan (inpur) dan keluas
(output), namun pada saat ini lebih difokuskankepada
ome) dan manfaat (benefits). Dengan demikian
para pengambil kepu-
1 bidang yang menyangkut kepentingan
ikut ditingkatkan

hasil (01

tanggungiawab dan tangg

masyarakat luas h

Akuntabilitas (accountability) sebagai salah satu
prasyarat dari penyelenggaraan negara yang baik, didasar-
kan pada konsep organisasi dalam manajemen, menyang-
Kut: (1) Luas kewenangan dan rentang kendali. (spand of
control) organisasi; (2) Faktor-faktor yang dapat diken-
dal dapat dikendalikan (un-
controllable) pada level manajemen atau tingkat kekua-
saan tertentu Rentang manajemen berjalan paralel dengan

pertumbuhan organisasi, semakin bertambah besar organ-

sasi dari suatu entitas dituntut pendelegasian wewenang
yang lebih luas, atau perlunya pemisahan kekuasaan yang
proporsional

Keterbukaan (Transparency) merupakan asas ket-
erbukan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh in-

formasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

penyelen
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan raha-
sia Negara (UU No.14 Tahun 2008). Di samping dua hal
di atas, aparat negara harus meningkatkan kinerja, profe-
sional, menjunjung tinggi netralitas, kompetensi, beretika
, politik dan pemerintahan, ekonomi dan
bisnis, penegakan hukum yang berkeadilan, keilmuan,
dan ctika lingkungan. Minimaljika dua karakteristik
(akuntabilitas dan transparansi) dapat dibangun dengan
baik oleh setiap unti kerja pemerintah dan aparatur negara
maka tingkat kepercayaan (trust) masyarakat terhadap
penyelenggaraan negara akan meningkat. Hal yang tidak
Kalah penting dalam rangka untuk meningkatkan keper-
cayaan masyarakat adalah sikap keteladanan, kejujuran,
Kedisiplinan dari aparatur negara sangat diperlukan.
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Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan se

cara terus menerus oleh Pimpinan Unit Kerja dan sel

ruh pegawai untuk memberikan keyal memadai

atas tercapainya tujuan orga giatan yang
efektif dan efisien, ingan, penga-
manan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Pe-
rundang-undangan.Penerapan SPIP adalah penggunaan
unsur-unsur SPIP di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
padasetiap Unit Kerja di lingkungan Kementerian/Lem-
baga/Pemda (K/L/Pemda) dalam rangka mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik (Good governance) untuk

andalan pel

menuju pemerintahanyang bersih (Clean Government),
Pembangunan SPIP di lingkungan K/L/Pemda ber-

tujuan untuk mewujudkan pengendalian yang dapat mem-

berikan keyakinan yang memad

bahwa program atau
atan terlaksana dengan baik secara Efektif, Efisien,
Ekonomis (3E) dan taat terhadap peraturan yang ber-
laku. SPIP diharapkan menjadi sistim pengendalian yang
lebih menekankan pada aspek soff control dan berbasis
risiko terhadap pengelolaan keuangan sehingga tercipta
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, penga-
manan aset yang tinggi, laporan keuangan yang handal,
serta dapat menekan perilaku korupsi dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi.

SPIP telah merinci pengendalian inter dalam 5
(lima) unsur yaitu :Lingkungan Pengendalian, Penilaian
Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komuni-
Kasi, serta Pemantauan Pengendalian Intern.

Gambar |

tem Pengendalian Intern Pemerintah

suss e yn ot e Melaporkan pengelolaan
i o Negara secara handsl.

Mendorong ketaatan terhadap
peraturan peraturan perundang

Sumber ; PP 60 Tahun 2008
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Sistef AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)

Membicarakan SAKIP tidak dapat lepas dari sum-
ber hukum awalnya, yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Ta-
hun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerin-
tah. Petunjuk teknis tentang pelaksanaan Inpres tersebut
dikeluarkan Lembaga Administrasi Negara(LAN) melalui
Surat Keputusan Kepala LAN Nomor :239/1X/6/8/2003
Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinenja Instansi Pemerintah. Dalam In-
pres tersebut mengatur Perencanaan, Pengukuran dan Pe-
laporan, Perencanaan menurut Inpres ini disebut dengan
Rencana Strategis (Renstra) harus memuat Vis Tu-
juan, Sasaran dan formulasi untuk mencapai Tujuan dan
Sasaran yang terdiri dari Kebijakan, Program dan Keg-
iatan. Hubungan diantaranya harus logis. Dalam sasaran
harus ada indikatornya. Menurut Inpres ini bahwa Renstra
mempunyai masa lima tahun dan tiap tahunnya dijabar-
Kan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Ket-
erkaitan antara Renstra dan RKT menerut inpres ini harus
jelas, khusus untuk sasaran dan indikator dalam RKT
harus mengacu pada Renstra

Gambar 2 : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemer-
intah

(Sumber: Inpres 7 Tahun 1999)
Aparatur Negara scbagai _pertanggungjawaban

‘nah, maka setiap tahunnya menurut inpres ini harus disu-

sun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP). Setiap pimpinan unit kerja yang mengelola
PA mandiri

memm visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan yang mengacu pada Inpres

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Nomor & Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah sebagai amanah Undang-un-
dang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Ne-
gara. Menurut PP tersebut mengemukakan bahwa Sistem

Kinerja
dengan Sistem Perencanaan,
Perbendaharaan dan Sistem
Selain itu, PP tersebut j
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ditetapkan
dalam Peraturan Presiden (Perpres), namun sampai saat
ini Perpres tersebut belum terbit, padahal Perpres ini san-
gat penting sekali untuk memperbaiki Sistem Akuntabili-
tas Kinerja Instansi Pemerintah di setiap Instansi.

jgkan secara
Sistem An
Akuntansi
mengamanatkan agar Sistem

Sistem
Pemerintahan

ggaran

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawab-
kan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisa

dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yan
telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara
periodik. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa tujuan
SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kines
ja instansi pemerintah sebagai salah satu prasy
terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Adapun
sasaran SAKIP adalah - (a) menjadikan instansi pemer-
intah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara
efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat
dan lingkungannya: (b) terwujudnya transparansi instansi
pemeriniah; () terwujudnya partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan nasional; dan (d) terpelihara-
nya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Inpres
7 Tahun 1999).

Keterkaitan SPIP dan SAKIP Terhadap Akuntabilitas

Keterkaitan SPIP dan SAKIP terhadap Akunta-
bilitas Keuangan dan Non-Keuangan dapat digambarkan
seperti gambar 3 di bawah:

Gambar 3

Keterkaitan SPIP dan SAKIP Terhadap Akuntabilitas

at untuk
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Meser Uasra g ammm— SiZ)
= : ‘
Berdasarkan gambar di atas dapat. dikemukal Gambar §
bahwa, apabila unit kerja telah menyusun Renstra, yang pere SPIP Tefindsp AlaniblaEcngt LARY
didalamnya telah menginformasikan Indikator Kinerja pigH oL
Utama (IKU) secara tepat, akurat dan obyektif, maka
akan memudahkan bagi pimpinan dalam mendesain sis-
tem pengendalian intern yang memadai, berupa keb
Jan, Standar Oper ssional Prosedur (SOP) sebagai sarana

adalian secara konsisten dalam pencapaian target
apkan. Dengan
demikian, mekanisme pertan; ban, transparansi
dan akuntabilitas terhadap capaian kinerja pengelolaan
kepada masyarakat (sfake-
dengan baik, dan pada giliran-
dapat dilakukan dengan

pe
serta tujuan dan sasaran yang telah dit

Keuangan dan non-keuar
Jolder) dapat dilaksanak:

nya pengambilan keputusan aka
tepat, karena didukung informasi kinerja yang memadai
Dimana peran dan ruang lingkup SPIP terhadap
transparansi dan akuntabilitas pe
gara dapat digambarkan pada g

engelolaan anggaran ne-
nbar 4 berikut:

MUAN Y, 7-[,/?4/
(SAKIP) ™\

‘Sumber : Dari berbagai literatur diolah

Seperti digambarkan di atas, bahwa peran SPIP
lebih luas dibandingkan dengan SAKIP, mengingat SPIP
lebih bersifat manajemen, sedangkan SAKIP lebil lebih
bersifat operasional, walaupun keduanya saling terkait
dan mendukung dalam mewujudkan transaparansi dan
akuntabilitas unit kerja. Melalui sistem pengendalian
intem yang memadai, tentu akan membantu pimpinan
dalam jian pencapaian target i

Sumber : BPKP, 2010

Sesuai amanah paket undang-undang pengelolaan
keuangan negara, yaitu: UU No.17 Tahun 2003, UU No.1
Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun
2004, pemerintah mengeluarkan PP 60 Tahun 2008 yang
iya untuk memberikan keyakinan yang memadai

bagi te
juan penyelenggaraan pemerintahan negara, kehandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset serta taat terhadap
peraturan perundangan yang berlaku, yang dilaksanakan
secara integral disetiap tindakan dan kegiatan yang di-
lakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai. Pimpinan dalam hal ini berperan sebagai tone
on the top di unit kerjanya.

Peran SPIP terkait pengelolaan keuangan negara,
secara spesifik telah dijelaskan dalam pasal 2, PP 60 Ta-
hun 2008, bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan
negara yang efekti, cfisien. transparan, dan akuntabel,
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/valiko-
ta wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan. Pengelolaan keuangan dimaksud
adalah mulai dari perancanaan, pelaksanaan, pengawasan
dan pertanggungjawabannya harus dilakukan berbingkai
kelima unsur pengendalian inten (lingkungan pengenda-
lian, penilaian isiko, kegiatan pengendalian, informasi
dan komunikasi, serta pemantauan pengendlllln intern),

yang tertuang dalam renstra berdasarkan ukuran, kom-
pleksitas, dan sifat dari tugasdan fungsi Instansi Pemerin-
tah yang bersangkutan [PP 60 Tahun 2008, pasal 18 (1)].

Selain gambaran di atas, dapat di ikan pres-

schingga keuangan daj
dengan tet, terkenda efisien dan -:fcknl. yang pada.

bel kepada

pekif lain terkait peran SPIP dalam Akuntabilitas Pen-
gelolaan Keuangan Negara seperti gambar 5 di bawah:
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Kesimpulan

Dari berbagai argumentasi di atas dapat disampai-
kan simpulan, bahwa SAKIP berperan mulai dari proses
encanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerj
an kompleksitas m:
n instansi peme

n, sasaran

pe
dan evaluasi kinerja berdasas
masing unit kerja, penetapan tu
secara keseluruhan dalam bentuk misi, tuju
sebagaimana dituangkan dalam re
cana kinerja tahunan. Adapun SPIP lebih berpe:
pengendalian pelaksanaan kegiatan kelima unsur pe
dalian memastikan apakah k

ganan risiko kegiatan guna memberikan keyakinan yang
memadai terkait capaian kinerja dari unit kerja melalui
lima unsur pengendalian, yang pada gilirannya pe:
laan keuangan negara dapat dilaksanakan dengan tertib,
transparan dan akuntabel.

SPIP SAKIP mempunyai keterkaitan dan
saling mendukung, mulai dari

pengendalian dan pertanggungjawaban. Dengan demiki-
an, sesuatu yang dapat dikendalikan (controllable), lebih
dapat dipertanggungjawabkan (accountable) oleh pimpi-
at publik. Sebaliknya, hal yang tidak diken-

dalikan (uncontrollable) lebih cenderung tidak akuntabel

Dalam pelaksanaaan akuntabilitas, pejabat publik
harus mengenal lingkungannya (environment) baik inter-
nal maupun eksternal, karena akuntabilitas itu hanya dapat
tumbuh dan berkembang apabila didukung dalam suasana

amanat dan interaksi publik yang merupakan keniscayaan
harus dilakukan, serta mempertar wabkan
perkembangan seluruh hasil pelaksanaan ke

melalui media yang sesuai dan dapat diterima oleh publik

Penulis adalah Staf pada Itjen Kementan
Bahan bacaan
« Inpres 7 Tahun 1999
+ PP 60 Tahun 2008
« PermenPAN dan RB Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008

« Handbook SPIP BPKP, 2009

“ Yang anda butuhkan
untuk meraih cita-cita adalah

keinginan kuat yang akan membawa

anda menjadi pekerja keras “

Morio Teguh-
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Evaluasi Kinerja Atase Pertanian R.1 '
di Washington D.C. - USA

Sesuai dengan program kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, bahwa setiap Atase Pertanian (Ar

tani) dilakukan evaluasi dua tahun sekali
Washington,D.C,

asil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum
H-‘\lmm telah melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya dengan baik terutama dalam melak-
sanakan Kerjasama luar negeri di bidang pertanian. seper-
i menjalin erjasama teknik, pertemuan promosi dagang
dengan negara mitra kerja. Total impor produk perta-
nian (pertanian, perikanan dan kehutanan) dari Amerika
Serikat (AS) ke Indonesia pada tahun 2011 adalah sebe-
sar § 2.891.924.000,- mengalami peningkatan sebesar
$596.775.000,- (25,5%) dibanding tahun 2010. Seds
kan total ekspor produk pertaniann Indonesia ke AS pada
tahun 2011 adalah sebesar $5.674.703.000.- meng:
peningkatan sebesar $ 327.000,- (37.7%) diband-
ing tahun 2010. Dengan demikian, Indonesia menikmati
surplus neraca perdagangan dibidang pertanian dengan
AS pada tahun 2011 sebesar $2.782.779.000.-. Penyum-
bang utama surplus neraca perdagangan Indonesia terha-
dap Amerika adalah produk hasil pertanian diikuti oleh
produk perikanan.

lami

Beberapa masalah yang masih menjadi issue dalam
perdagangan kedua negara yang sampai saat ini belum da-
pul diatasi antara lain;

naan Eksportasi Biji Kakao ke Amerika Seri-

Pada tahun 2012 salah satu Attani yang dievaluasi adalah Attani RI di
Amerika Serikat, evaluasi dilakukan pada tanggal 24 Juni sampai dengan | Juli 2012

berkembang

pada saat-saat tersebut. Selain itu biji kakao
Indonesia yang tiba di pelabuban Camden, New Jersey,
mempunyai ukuran dan bentuk ya at beragam satu

sar
dengan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut
pihak Indonesia melalui KBRI di Amrerika Serikat telah
melakukan pendekatan ke berbagai pihak di AS dianta-
ranya adalah USTR dan USFDA, namun sampai saat ini

beleum menemui hasil seperti yang diharapkan

Kampa
diAS

Negatif Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil)

Sejak tahun1980 telah terjadi kampanye negatif
terhadap produk palm oil oleh LSM di AS. Kampanye
negatif yang masih terus dilakukan adalah yang berkaitan
n pencbangan hutan alami dan pembunuhan orang
utan. Namun pada akhir tahun 2011 muncul issu baru
yaitu bahwa produk kelapa sawit dari Indonesia tidak
memenuhi syarat sebagai bahan baku pembuatan bio-fuel
dan renewable bio-diesel. Meskipun cksport kelapa sawit
Indonesia ke AS masih tergolong kecil dibandingkan Ma
atif tentang praktek perke
bunan kelapa sawit indonesia di AS dapat mempengaruhi
dangan Negara lain terhadap produk kelapa sawit In
donesia

laysia. namun kampanye neg

Untuk tif terhadap kelapa
sawit. dalam setiap pertemuan telah dijelaskan berbaga
upaya yang telah dilaksanakan oleh perkebun kelapa sawit
Indonesia telah mengacu pada aspke keberlanjutan (susta-
ianability), pelestarian lingku ntasan kemiski-
nan, dan perlindungan terhadap orang utan. Selain ity
pada bulan mei 2012 dalam kunjungan Menteri Kehutan-
an RIke AS, dengan fasilitasi dari KBRI Washington.DC
melakukan pertemuan dengan Environmental Protection
Agency (US-EPA) berkaitan EPA NODA. Dalam kesem-
patan tersebut telah dijelaskan bahwa tidak ada kaitan se-
cara langsung antara pengembangan perkebunan kelapa
sawit dengan penggundulan hutan (deforestation).

ncounter issu

4




nutupan pelabuhan laut Tanjung Priok akan mengg |

rika Serikat ke Indor |

ita pertahun |

Pemerintah RI telah mem penjelasan bahwa |
kebijakan penutupan

|

dari buah-buahan dan
ma sekali tidak ada
1 kepada negara tertentu
laut Tanjung Priok
elabuhan

tasnya
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Paradigma Penjaw;san Internal

Oleh

Bambang Pamuji

-

Jah dilk

Perubahan paradigma

Para-

Beberapa kegiatan yang menjadi

digma baru tersebut menuntut auditor harus meningkatkan Yompetens.

a “paradigma” (paradigm) mulai popular pada
awal dekade 1990-an. Menurut Subarto Zaini
Kata paradigma sebenanya telah lama diperk=

enalkan oleh Thomas S. Kuhn dalam bukunya The Struc-
ture of Sceentific Revolution. Tetapi, kata paradigma
menjadi sangat terkenal, khususnya di bidang manaje-
men, setelah diterbitkan buku Paradigms: The Busniss of
Discovering the Future yang disusun Joel Arthur Barker.
1 adalah seorang konsultan yang mengkhususkan bidang
manajemen perubahan melalui paradigma perubahan.

a berasal dari bahasa Yunani Kuno
“para’ dan *deigma” yang berarti model, pola atau con-
toh.Ada banyak definisi yang ditawarkan para pakar men-
wenai arti paradigma. Menurut Peter M. § penulis
buku The Fifth Disclipine, paradigma it jarang sekali
yang dinyatakan secara eksplisit. Keberadaan dan kebe-
narannya diterima secara absolut, dan tidak pernah diper-
tanyakan keabsahannya.Oleh karena itu, paradigma pada
umunnya diwariskan dari generasi ke generasi melalui
pengalaman langsung dan bukan diajarkan.

Kata parads

Dari watchdog ke consultant

Perubahan paradigma juga terjadi di lingkungan
tata kelola pemerintahan, termasuk di bidang penga-
wasan. Sesuai dengan reformasi birokrasi di Indonesia,
paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal Kementeri-

‘mengalami perubahan dari pengawasan
sebelumnya bersifat warchdog menjadi pengawasan yang
bersifat consultant. Transformasi paradigma warchdog ke
paradigma consultant di lingkungan Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian ini merupakan perubahan cara
pandang fungsi dan tugas pengawasan. Greget perubahan
ini telah dirintis sejak tahun 1999 mengikuti perkemban-
gan pandangan dan definisi audit internal khususnya yang
dibuat The Institut of Internal Auditor (IA) meskipun

 saat itu belum didukung dengan penyesuaian tugas dan
fungsi mu‘- formal.

antara paradigma watchdog dan con-
ugwﬁumu d-n m pmdmgnyl ymtu mm.

At

dog hanya memprioritaskan pada audit saja dan temuan
menjadi fokus utama. Keberhasilan paradigma watchdog
ditunjukkan banyaknya jumlah temuan yang dapat di-
himpun oleh auditor (tim audit) dan akumulasi temuan
dalam sebuah organisasi atau lembaga pengawasan baik
atas pelanggaran peraturan dan perundangan: maupun
efisiensi, efektifitas serta keekonomisan dalam penggu-
naan anggaran. Dari berbagai temuan pada paradigma
watchdog tersebut, kemudian dibuatkan saran atau re-
komendasi yang diharapkan dapat mengatasi akibat atau
Kerugian yang terjadi lebih lanjut dan mencegah terjadi-
nya pengulangan kesalahan pada masa mendatang. Pada
tahapan ini, melahirkan paradigma pengawasan yang ber-
sifu assuranceyaitu kebijakan pengawasan yang lebih
mengedepan Mpek kualitas saran dan rekomendasi
yang dapat di n. Apabila saran dan rekomendasi
hasil audit \Lmbm d|laksumlan oleh auditi akan mem-
berikan jaminan bahwa tujuan dan sasaran organisas
pat dicapai secara efisien dan efektif. Kesamaan antara
watchdog dan assurance adalah menekankan pada aspek
Ketaatan atas peraturan perundangan, kebijakan, sistem/
prosedur serta aspek efisiensi, efektifitas dan ekonomis
atau dikenal juga sebagai complain audit. Meskipun
masih terjadi silang pendapat, beberapa ahli menyata-
kan bahwa paradigma assurance merupakan kelanjutan
dari paradigma pengawasan yang bersifut watchdog atau
complain. Bahkan beberapa ahli juga berpendapat bahwa.
dalam rangkaian proses audit tidak terdapat perbedaan
yang signifikan antara warchdog dengan assurance.

Perbedaan mendasar antara watchdog dengan con-

tor harus mampu menyiapkan solusi
lanjuti schingga berbagai masalah
diatasi dan tindak lan)




tidak TenANKAR aSpek complain namun sangat terbuka
untuk memberikan penilaian apakah berbagai perangkat
peraturan telah cukup memberikan dukungan tercapainya
tujuan program/kegiatan, atau harus dibuat aturan baru.

Beberapa pengertian assurance yang telah disam-
paikan tersebut merupakan jaminan terbatas untuk terca-
painya tujuan organisasi. Pengertian lain assurance juga
bermakna jaminan atas pelaksanaan tugas dan f
serta program/kegiatan yang dirancang auditie dalam
jangka panjang atau dikenal sebagai guality assurance.
Peran pengawasan sebagai quality assurance atau cata-
lyst ini lebih mengarahkan kepada pengantar suatu unit
kerja untuk meningkatkan kualitas kinerja agar tujuan
organisasi dan program atau kegiatan yang dikelola au-
ditan dapat dilaksanakan sesuai rencana. Paradigma qual-
ity assurance saat ini banyak diimplementasikan dengan
berbagai kebijakan dan kegiatan yang bersifat antisipasi
sangat dini supaya berbagai penyimpangan tidak terjadi
dan mendorong tercapainya tujuan organisasi.

gsi

Standar belum lengkap

Definisi audit internal dalam Sawyer’s Internal
Auditing adalah aktivitas pemberian keyakinan obyektif
yang independen dan akiivitas konsultansi yang dilaku-
kan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan
kinerja operasi organisasi. Definisi tersebut sama den-
gan makna audit dalam The Institute of Internal Auditor
(AAI). Definisi pengawasan menurut Peraturan Pemer-
intah (PP) nomor 60 Tahun 2008 agak berbeda dengan
definisi internal sesuai The Institute of Internal Auditor.
Menurut AAL secara jelas menyebutkan bahwa kegiatan
audit internal meliputi assurance dan konsultansi sedang-
kan definisi menurut PP 60 Tahun 2008 lebih ditekankan
pada assurance yang meliputi audit, reviu, evaluasi dan
pemantauan. Sementara kegiatan konsultansi dalam PP
60 Tahun dikategorikan scbagai kegiatan pengawasan
lainny;

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Ta-
Fungs, Susunan

Nrter: Peanian No. 299
25 Juli 2005 jo. No. 61
el Organisasi dan Tata

pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Tugas
konsultansi dalam Peraturan Presidendan Peraturan My
teri Pertanian tersebut juga tidak menyebutkan secara
eksplisit, tetapi tugas tersebut merupakan pengembangan
dari kegiatan pengawasan lainnya

Sebagai turunan dari PP 60 Tahun 2008, Men-
teri Pendayagunaan Aparatur Negara telah menerbitkan

tah (APIP) dengan Permenpan nomor PER/0S/Men
PAN/03/2008 namun hanya mengatur untuk k

tan au-
dit yang meliputi audit kinerja dan investigatif sedangkan
untuk kegiatan lainnya belum ditetapkan standarnya.Oleh
karena itu, kegiatan di luar audit seperti reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya mendesak
segera dirancang standar pelaksanaannya sebagai
pedoman bagi auditor.

Kebijakan Pengawasan

Sesuai dengan paradigma pengawasan yang telah
berkembang selama ini, Inspektorat Jenderal juga telah
menetapkan kebijakan pengawasan meliputi; korektif,
represif, preventif dan pre-emtif. Kebijakan korektif,
represif dan preventif telah lama menjadi pokok bahasan
dalam pengawasan sedangkan kebijakan pre-emtif
merupakan kebijakan yang baru dikembangkan dalam
sepuluh tahun terakhir.

Kegiatan pengawasan dengan kategori korektif
ditujukan kepada pegawai yang telah dinyatakan
melanggar disiplin atau melakukan tindakan melawan
hukum lainnya. Contohnya adalah pengenaan sanksi
sesuai Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 kepada
pegawai terkait dengan hasil audit khusus, mulai dari
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Represif N Ao

Korektif
»

sanksi ringa
hasil audit khusus yang menimbulkan kerugian negara
sangat material, juga ditindaklanjuti dengan penyerahan
kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Tujuan dari
kebijakan kuratif adal nyimpangan tersebut tidak
berlarut-larut, tidak menjadi lebih besar atau menggurita
dan memberikan efek jera kepada pagawai bersangkutan
serta pegawai lain untuk tidak melakukan pelanggaran
serupa.

Pengawasan bersifat represif merupakan kegiatan
pengawasan yang dilakukan atas berbagai pelaksanaan
tugas dan fungsi maupun program/kegiatan yang telah
selesai dilaksanakan auditie. Tujuan pengawasan ini untuk
menilai suatu tugas dan fungsi maupun kegiatan/program
telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan ckonomis
Serta taat pada peraturan dan perundangan. Pengawasan
represif ini merupakan kelompok kegiatan yang cukup
dominan di lingkup Inspektorat Jenderal meliputi kegiatan
audit terdiri dari; audit kinerja dan investigatif maupun
tindak lanjut hasil audit, serta kegiatan non audit yang

laporan keuangan, evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP), evaluasi kegiatan/program bemnilai
strategis. Saran dan rekomendasi dari berbagai kegiatan
pengawasan represif tersebut juga tidak sedikit berupa
perbaikan manajemen maupun teknis program/Kegiatan
yang dikelola auditie untuk keberhasilan program/
kegiatan serupa pada masa mendatang. Hasil pengawasan

represif yang bersifat

program/kegiatan yang diawasi bersifat multi year dan
berlanjut pma tahun-tahun berikutnya

wasan preveni. beruan

fungsi suatu org:
program/kegiatan ag
ckonomis. Kelompok kegiatan yang masuk dalam
kategori pengawasan preventif di lingkungan Inspektorat
Jenderal antara lain; Gerakan Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP), pengawalan kegiatan utama lingkup Kementerian

emif serupa dengan kegiatan pengawasan preventif
Perbedaannya kebijakan pengawasan pre-emtif lebih
bersifat antisipasi sangat dini atau pembinaan pada bagian
hulu. Tujuannya agar setiap orang sadar terhadap tugas
dan tanggung jawabnya, selanjutnya setiap pegawai
i komitmen untuk melaksanakan tugas dan
tidak melakukan penyimpangan demi tercapainya tujuan
oganisasi, program maupun kegiatan secara cfisien,
efekif dan ekonomis Kelompok kegiatan pre-emtif ini
meliputi; Pembinaan Sumber daya manusia melalui
Kiat Cegah Korupsi (Gerakan Wilayah Bebas dari
Korupsi), Pembinaan Sistem Pengendalian Intem (SPI),
Pelaksanaan Pakta Integritas dan Reformasi Birokrasi.

Pedoman Sementara

Seperti  disampaikan  sebelumnya, beberapa
kegiatan non audit di lingkungan Inspektorat Jenderal
belum dilengkapi dengan standar pelaksanaan. Sambil
menunggu penyusunan standar pelaksanaan  berbagai
Kegiatan di luar audit tersebut, telah disusun pedoman
kegiatan sebagai acuan sementara pelaksanaan kegiatan
di lingkup Inspekiorat Jenderal Kementerian Pertanian.
Perangkat pedoman tersebut ~ diharapkan ~sekaligus
i standar

yang bersifat preventif diantaranya pengawalan, evaluasi,
pendampingan proses pengadaan barang dan jasa dan
gerakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan kegiatan
yang bersifat pre-emtif diantaranya Pembinaan Sistem
Pengendalian Intern (SPI), Pembinaan Kiat Cegah Anti
Korupsi melalui Gerakan WBK, Pelaksanaan Pakta
Integritas.

Beberapa tugas Inspektorat Jenderal terkait tugas
di luar audit yang merupakan “mandat lanjutan’” dari

preventif antara lain; audit kinerja, pengawasan dengan
tujuan tertentu, reviu laporan keuangan, evaluasi AKIP.
evaluasi Kegiatan/program bernilai strategis. Pengawasan
represif yang berdampak preventif tersebut disebabkan

Keuangan dan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bersifat
represif sekaligus juga membangun sifat preventif yaitu
reviu laporan keuangan dan evaluasi AKIP. Pendekatan
represif atas kedua kegiatan tersebut dicerminkan dalam




—
proséS pelaksanaan reviu laporan keuangan dan evaluasi
AKIP dengan obyek pokok dokumen berupa laporan
untuk diidentifikasi melalui penelusuran angka-angka,
permintaan keterangan, prosedur analitik dan bcrbﬂgal
kekurangan. perti
diketahui, apabila auditi mampu melakukan perbmlmn
sesuai saran auditor dari hasil reviu dan evaluasi tersebut
diharapkan akanterjadi perbaikan kualitas laporan
keuangan dan laporan AKIP. Dengan demikian, tidak
berlebihan dinyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan
melalui reviu laporan keuangan dan evaluasi laporan AKIP
memberikan jaminan atau assurance

secara terbatas atas penyusunan
laporan telah memenuhi kaidah

perangkat  aturan.  Rujukan
tugas reviu laporan keuangan
adalah  Peraturan  Menteri
Keuangan (PMK) ~ Nomor

171/PMK.05/2007 tanggal 27
Desember 2007  sedangkan
pelaksanaan evaluasi  AKIP
Tahun 2011 berpedoman
pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara &
Reformasi- Birokrasi Nomor 35 Tahun
2011 tanggal 25 Juli 2011

Peningkatan kompetensi

Bl : 3

telah mengalami perubahan dari fungsi awal “tulen”
watchdog bergeser kearah assurance dan consultant, dari
menemukan masalah dan mencari solusi penyelesaian
menjadi mencegah agar tidak terjadi masalah
Pengawasan internal harus mampu mengatisipasi agar
tugas dan fungsi organisasi serta program/kegiatan
yang dikelola auditi jauh dari berbagai masalah yang
menghambat bahkan menggagllkan tercapainya tujuan

Dalam praktik fungsi
audit internal harus menjadi mitra strategis (konsultan)
unit-unit organisasi auditi pengelola program/kegiatan
delgpn cara mengevaluasi proses mansjemen risiko, taa

kelola dan pada

daya manusia termasuk auditor. Peningkatan kompetensi
SDM auditor di lingkungan Inpektorat Jenderal
Kementerian Pertanian harus mempertimbangkan tiga
hal utama yaitu; terkait dengan pemahaman governance
serta manajemen risiko dan kontrol, termasuk penguasaan
terhadap framework core bisnis Inspektorat secara tepat
Kemampuan pemahaman governance serta manajemen
risiko dan kontrol sangat mendukung dalam melakukan
evaluasi sistem dan manajemen seara cepat dan tepat
sehingga kinerja auditor diharapkan mampu mendorong.
tercapainya tujuan organisasi maupun program/kegiatan
yang dikelola auditie secara optimal.

Auditor harus sangat paham
dengan tugas dan fungsi Kementerian
Pertanian termasuk masing-masing
eselon | yang menjadi mitra
kerjanya. Hal ini terkait dengan
penilaian atas rancangan berbagai

program dan kegiatan apakah
telah sclaras dengan tugas dan
fungsi atau mandat organisasi.
Saat ini, auditor harus mampu
memberi a
kebijakan

apakah telah mendukung sukses 4 program
utama Kementerian Pertanian yang meliputi pencapaian

diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya
saing dan ekspor, peningkatan kesejahteraan petani.
Selaindprogram utama, auditor juga harus menguasai
dengan berbagai Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kementerian Pertanian dan eselon I serta memiliki
pengetahuan yang luas terkait dengan rencana strategis
eselon .

Kebijakan makro juga menjadi pertimbangan
dalam melakukan analisis berbagai rancangan program
kegiatan yang dikelola eselon 1. Untuk itu, berbagai
perangkal peraturan yang mengatur pelaksanaan tu
dan fungsi berbagai lembaga penyelenggara negara/
pemerintah serta tata laksana harus dikuasai auditor.
Perangkat kebijak sebut ant:

maupun
‘organisasi umbm Audit intemnal harus menjadi sistem

peraturan dan

rogram yang dikelola unit kerja atau organisasi
dicapai secara optimal dengan efisien, efektif

jasa pemerintah serta beragai peraturan tentang alokasi
anggaran serta tugas dekonsentrasi dan pembantuan
Manajemen risiko dan kontrol akan banyak
membantu dalam pelaksanaan pengawasan  internal
bagi auditor Inspektorat Jenderal. Auditor harus mampu

yang penting setiap

program/kegiatan utama dan tercapainya Indikator
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Pertanian
\ dapat
jekatan risk ba

diantaranya
enjadi tuntutan
sultansi
angsung

atasan pemberi tugas

dengan cepat dan komunikatif. Selainitu, hasil yang segera
ditulis dan mmm.x.m akan segera menjadi dokumen
kegiatan yang segera dapat digunakan sebagai bahan
tindaklanjut Mu,w n soft skill auditor yang terdiri
atas kemampuan komunikasi, kemampuan berhubungan
ksi dengan pihak lain yang diaudit

dan membangun intes

Penulis adalah Auditor pada Inspektorat Il

whistleblower

AUDITOR
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Kekhawatiran Atas Nisbah Integritas dan Profesionalisme
Dari Sisi Pandang Auditor

Oleh Dahono

Integritas tidak dapat de

dale dan san-

gat dibutuhkan dalam paradigma Green Audits

uara dari Reformasi Birokrasi saat ini adalah
diperolehnya capaian kinerja organisasi yang
tinggi atas penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsinya memberikan pelayanan umum kepada stakes-
holder. Hal demikian dapat dilakukan melalui perubahan-
perubahan berupa mindset (pola pikir). system se (sistem)
maupun perubahan culfure set (budaya), sehingga mam-
pu mendorong dan meningkatkan tercapainya tatakelola
pemerintahan/kepemerintahan yang baik dan bersih dari
KKN (Good Governance dan Clean Goverment). Cukup
Jama sudah paradigma Green audits dirilis, namun i
tegritas dan profesionalisme sebagai sub unsumya be-
lum berjalan secara linier terhadap capaian hasil Indeks
Persepsi Nilai Dasar Budaya Kerja (IPNBK).

Hasil pengukuran perubahan atas nilai budaya
tersebut tertuang dalam nilai IPNBK yang dilaksan
kan sctiap tahun untuk memperoleh gambaran tentang
persepsi budaya kerja. IPNBK tersebut seyogya diman-
faatkan oleh pimpinan dan jajarannya untuk memperbaiki
tampilan kinerja organisasi dalam mendorong nilai-nilai
budaya kerja yang ada dalam organisasi yang menjadi
mandat tugas-pokok dan fungsinya. Tulisan ini sebagai
pemaknaan atas capaian indeks persepsi saat ini dan ter-
utama kandungan aspekiasi yang besar terhadap derajat
capaian persepsi budaya kerja kerja unit kerja kedepan
Bahkan pada suatu kesempatan, pimpinan telah men
ampaikan demikian pentingnya budaya kerja organisasi
untuk mendapatkan perhatian dan peningkatan derajat
capainnya kedepan, terkait integritas dan profesionalisme
yang merupakan salah satu butir Green Audits.

Persepsi

Persepsi merupakan gambaran atas apa yang
dilihat dan dirasakan olch seseorang yang disampaikan
dalam bentuk indikator-indikator persepsi. Bila dikaitkan
dengan visi Inspektorat Jenderal yaitu terdepan dalam
mewujudkan good governance dan bebas KKN di Ke-
menterian Pertanian dengan misi antara lain mewujud-
kan birokrasi dan aparatur pertanian yang professional
dan memiliki integritas moral yang tinggi, meningkatkan

Media Auditor - Edisi 30, Agustus 2012

dan profesionalisme di bidang pengaws
‘menghasilkan laporan hasil audit yang valid, akuntabel,
dan mampu mendorong terwujudnya good governance
dan bebas KKN maka hasil penilaian IPNBK tersebut
cukup sangat mengkhawatirkan, sehingga perlu disikapi
pimpinan maupun seluruh jajarannya dalam rangka untuk
mewujudkan prinsip-prinsip Good governance atau kepe-
merintahan yang baik

Selaras dengan makna akuntabilitas publik
merupakan aspek pertanggungiawaban
atan birokrasi pemerintah kepada masyarakat selaku pe-
megang kedaulatan tertinggi, untuk mewujudkan good
governance, maka setiap program dan kegiatan yang
dilaksanakan harus sesuai dengan prinsip ekonomis,
cfisiensi, efektivitas, bernilai guna dan nilai man
dangkan profesionali

2

i semua keg

ne dengan fokusing pada keahl-
ian jajaran yang berlandaskan kompetensi, kode etik dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan
hal yang perlu mendapatkan pengutamaan dalam meraih
capaian kinerja melalui penerapan budaya kerja secara
tens dalam kelembagaan

Beranjak dari hal tersbut tentunya tidak dapat
dipungkiri adanya kebutuhan akan nilai-nilai integritas
dan profesionalisme yang tinggi untuk melaksanakan
tugas pokok-fungsi organisasi kelembagaan secara baik
yang merupakan branding kelembagaan dengan paradig-
ma baru Green Audits

Integritas

Integritas secara harafiah diartikan sebagai kead-
aan menjadi lengkap, merupakan kesatuan. Maknanya,
apabila seseorang mempunyai integritas, kata-kata dan
perbuatannya sesuai atau selaras tindakannya. Mereka
adalah dirinya sendii, tidak peduli dimana mereka be-
rada dan sedang bersama siapa. Orang memiliki integri-
tas tidak terbagi, atau hanya berpura-pura atau munafik.
Mereka utuh dan kehidupannya menjadi satu. Selain itu,
pribadi yang memiliki integritas senantiasa terbuka atau
tidak menyembunyikan sesuatu dan tidak penakut, ke-
hidupannya bagaikan sebuah buku yang terbuka. Bahkan
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Howard A. Walter memaknai integritas merupakan nilai
Kejujran dir, Dai padanya ercernin apa diri kita yang
Kan citra adalah apa yang dipikir-

guhnya, seda

kan arang lain mengenai diri Kita

Selaras dengan asersi tersebut diatas, John Max-
el mengangs ¢ karena membina Ke-
percayaan, punya nilai memudahkan

standar tinggi, mengha asitkan reputasi yang kuat bukan

hanya citra, dan merupakan prestasi yang dicapai dengan
Inte

itas yang tinggi mendorong budaya
kerja yang tinggi, sedangkan budaya kerja memerlukan
adanya etos kerja atakan “kerja
adalah panggilan® sehingga individu yang berintegritas
i akan bekerja secara tuntas dengan penuh integritas.

Demikian halnya kewajiban yang harus dilaksan-
akan oleh suatu satker atau lembaga atas integritas dalam
memberikan jaminan atas seluruh aktivitas kegiatan or-
ganisasi telah dilaksanakan secara tertib dengan menjun
jung tinggi kepatuhan terhadap peraturan perundangan,
cfisien, ckononis dan memberikan nilai manfaat. bahwa
ritas harus ditegakkan dan nilai etika merupakan
pelaksanaan lingkungan pengendalian satker. Selain itu,
juga diperlukan adanya komitmen terhadap kompetensi,
kepemimpinan yang kondusif, pendelegasian wewenang
dan tanggungjawab yang tepat, penyusunan dan penera-
pan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumberdaya
manusia organisasi, merupakan makna yang terkandung
dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tent
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

susah payah

Jansen Sinamo mer

Profesionalisme
Dalam uraian diatas telah diretas visi, satu dian-
taranya adalah mewujudkan birokrasi dan aparatur per-
tanian yang professional dan memiliki integritas moral
yang tingei, meningkatkan kemandirian dan profesional-
isme di bidang pengawasan. Profesionalisme merupakan
bekal yang sangat penting dalam melaksanakan tugas
lembagaan, khususnya tugas fungsi lembaga
audit dan auditor dapat dilaksanakan dengan baik untuk
memberikan jaminan atas akuntabilitas hasil kerjanya.
Terkait dengan tugas fungsi auditor antara lain
mela.kukln auditing, seperti assersi The American Ac-
counting Association Committee on Basic Auditing Con-
Lepﬂ yang dnkuul‘ nhh Twhms Wymnv
ifinisikan A Syst

proses sistematik untuk memperolch dan mengevaluasi
bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan
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tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian ekonomi unfuk
menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan
kriteria yang telah ditetapkan atau kriteria teoritis, serta
hasilnya untuk per-
hatian pihak-pihak pengguna atau yang berkepentingan.
Tugas fungsi terscbut dapat berjalan baik bila pelaksana
hiran sesuai yang ditetapkan dalam
standar umum, khususnya profesionalisme.
derajat. professionalisme masih
relatif rendah dan dikhawatirkan terhadap nilai-nilai bu-
daya kerja satker, tentunya branding kelembagaan un-
tuk dapat mewujudkan birokrasi dan aparatur pertanian
yang professional dan memiliki integritas moral yang
tinggi, dan profesionali
di bidang pengawasan sepert tersebut diatas, akan masih
menempuh perjalanan yang panjang, dan memerlukan
waktu yang relatif lama, mengingat antara lain terhadap
penguasaan untuk memahami permasalahdn transaksi
yang ditemukan dengan tepat pada konteks profesional-
fsme menjadi meragukan.
Hal tersebut meski telah dilakukan secara inde-
penden, namun bila sekedar independensi bel
lah mencukupi tanpa disertai dengan pemahaman auditor
membedah secara profesional terhadap hakikat kegiatan
atau transaksi yang diauditnya, sehingea independensi
harus disertai dengan pengu
meletakkan permasalahan transaksi yang ditemukan den-
gan tepat pada konteks profesionalisme. Selain itu, profe-
sionalisme merupakan wujud penyelarasan vertikal beru-
pa peningkatan kualitas SDM auditor sedangkan secara
horizontal merupakan perluasan wawasan atau cakrawala
pengawasan.
Profesi

fonalisme secara kontekstual unfuk me-
melihara kemampuan profesinya yang harus et
Kuti perkembangan terkini atas standar,
teknik audit yang dapat dilakukan melalui
berkelanjutan, mengikuti seminar, Konferensi, maupun
program pendidikan dan pelatihan subtansi yang teratur
dan terstruktur secara baik sehingga dapat memberik
pemenuhan unggunguw-buy- wlhgul auditor yang.
fesional.

hofesmndumeunng!‘hhn dan sisi yang sem-
m wd-nan

ﬁm%s‘;:snj ’mu men;

nya diukur dari lmnmﬂm pehuha»
ebut hanyalah ”"““U"

@ pbngawum
mengingal bmymnya displ keilmuan @udifor, Dens
gan pelatihan diharapkan auditor memliki pola pikir dan
pisau bedah analisis yang sama dalam audit,

»‘1




meskipun Secara perspektif secara luas pendidikan dan

pelatihan belum sepenuhnya mampu menjawab seluruh
permasalahan audit yang semakin berkembang.

Profesionalisme dapat dimaknai dengan mengop-
timalkan seluruh kemampuan profesi dan sumber daya
yang merupakan performan pengembangan teknis-teknis
audit spesifik. Selain itu, adanya kemauan diri untuk da-
pat terus meningkatkan kemampuan dan belajar mandiri
untuk meningkatkan kualitas kerja. Profesionalisme sen-
antiasa perlu dikembangkan dengan tujuan untuk menye-
diskan SDM yang memiliki kualitas tinggi, produkiif,
professional dengdh core memelihara moral dan integri-
tas.

Membangun profesionalisme bukan hanya tang-
‘gungjawab institusi, akan tetapi motivasi dalam diri prib-
adi yang tinggi untuk mengembangkan citra diri yang pro-
fessional sangat dibutuhkan. Sikap professional tersebut
harus ditumbuhkembangkan melalui budaya kerja dengan
komitmen tinggi untuk melakukan perubahan dengan tin-
dakan perbaikan, memiliki integritas yang dapat diandal-
Kan dalam mencapai tujuan organisasi dan berusaha men-
capai kinerja yang optimal secara.berkelanjutan.

Budaya Kerja

Seperti diuraikan di atas bahwa sikap professional
dapat ditumbuhkembangkan melalui budaya kerja dengan
Komitmen tinggi. Budaya kerja merupakan perwujudan
dari suatu manajemen kualitas terpadu (Total Quality
Management). Pelaksanaannya merujuk pada Pedoman
Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara ditetap-
kan dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara (Men PAN) Nomor 25/Kep/M PAN/4/2002 tang-
gal 25 April 2005,

Budaya kerja dengan meningkatkan sikap dan
perilaku individu serta kelompok yang didasarkan pada
kebenaran dalam pelaksanaan tugas schari-hari atas
nilai-nilai dasar aparatur Negara dalam melaksanakan
tanggungjawabnya. Pelaksanaan assesmen terhadap 1P-
BNK diperkuat secara internal dengan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2009 tentang
Pedoman Pengembangan Indek Pencrapan Nilai-Nilai
Dasar Budaya Kerja (IPNBK) Aparatur Negara Lingkup
Kementerian Pertanian.

Budaya Kerja Aparatur Negara meskipun tel-
ah cukup lama dirilisnya, namun belum mengakar kuat
dalam kultur personil entitas, sehingga perlu ditum-
‘buhkembangkan tiada henti melalui beberapa tataran bu-
daya kerja, yang dimulai dari tataran sosialisasi intern
tataran  pengakuan nilai-nilai dasar dan implementasi,
serta tataran penetapan capaian kerja yang akan dipakai
sebagai standar kerja.

&““mn

Assesmen Budaya Kerja

Perlu diketahui bersama bahwa IPNBK merupa-
kan data dan informasi tentang tingkat penerapan nilai-
nilai budaya kerja pada suatu unit kerja. Data dan infor-
masi tersebut didapat dari hasil pengukuran,baik
kuantitatif dan kualitatif atas persepsi seluruh pej
terhadap bud: a di unit kerjanya. Budaya Kerja di-
maknai sebagai sikap, perilaku individu dan aparatur Ne-
gara yang didasarkan atas nilai-nilai yang dimiliki, di
kini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan
dalam melaksanakan tugas maupun pekerjaannya setiap
hari

a ke

Budaya kerja mengandung nila
pakan nilai
narannya yar

nilai yang meru
ilai yang dimiliki dan sudah diyakini kebe-
tercakup ke dalam 34 unsur budaya kerja
yang terangkai dalam 17 pasang nilai-nilai dasar yang
diharapkan dapat dikembangkan oleh setiap aparatur
Negara, yang diharapkan antara nilai-nilai yang diyakini
terscbut akan dapat menumbuhkan motivasi dan tang-
gungjawab atas peningkatan produktivitas kinerja apara-
tur negara

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32
Permentan/OT.140/6/2009. ditetapkan lima interval pe-
nilaian IPNBK yaitu Tidak Baik :1,01-1,80 (E); Kurang
baik :1,81-2,60 (D); Cukup baik : 2,61 - 3,40 (C); Baik
+ 341 - 420 (B) dan Sangat baik : 4.21 - 5,0 (A). H
assesmen atas IPNBK Tahun 2011 diperoleh nilai persep-
si rata-rata 3,46 atau masuk dalam Klasifikasi B (Baik)
dengan interval 3,41-4,20; Hasil penilaian atas masing-
masing pasang unsur budaya kerja tahun 2011 tertinggi
“Keteguhan dan Ketegasan” dengan nilai persepsi rata-
rata 3,73 (Klasifikasi Baik/B), sedangkan hasil terendah
yaitu indikator kinerja “Integritas dan Profesionalisme™
dengan nilai persepsi rata-rata 3,10 atau masuk dalam in-
terval 2,61-3.40 atau Klasifikasi Cukup Baik (C).

Hasil peniliain atas indikator IPNBK Tahun 2011 secara
lengkap sebagai berikut :

Komitmen dan Konsisten
terhadap visi-misi

1114

21-23

31-33
4145

Keiklasan dan kejujuran 343

310

Integritas dan Profesion-
alisme
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t profesionalisme dan integritas entitas
maupun auditor mutlak dibutuhkan untuk munlukung
misi pertama yaitu melaksan
fesional dan berintegritas dalam mewujudkan kq\m.
tahan yang baik (Good Governance) dan Bebas dari KKN
(Clean Government ) sehingga entitas harus mampu men-
dorong terwujudnya Sumberdaya Manusia yang profes-

5153 328

| |pekaan

76 [Kepemimpinan dan 6162 |338
Keteladanan

"7 [Kebersamaan dan dina- |7.17.2 338
mika Kelompok
Ketepatan dan Kecepa- |8.1-83 |342
tan

[79" [Rasionaitas dan Kecer- [9,1-9.4 [341

|__|dasan emosi

10 [Keleguhan danKet- [ 101-103 3,73

| [egasan

11 | Disiplin dan Keraturan | 11,1-11,5 | 3,53
kerja

72| Keberanian dan Kearifan | 12,1123 | 345

13 | Dedikasi dan Loyaiitas | 13,1132 [351

14 | Semangat dan Motivasi 14.1-14,3 | 346

15 |Ketekunan dan Kesa- | 15,1-15.2 | 346
baran

16 | Keadian dan Keterbu- | 16,1-16,3 343
Kaan

17 [ Penguasaan imu Peng- | 17,1-17,3 | 3,56
efahuan dan Teknolog!

Nilai Persepsi Rata-rata IPNBK_| 346

Dari tabel tersebut diatas terlihat masih terdapat 9
pasang indikator kinerja atau 52,94% terhadap 17 pasang
indikator nilai persepsi dibawah rata-rata yaitu terendah
3,10 (Integritas dan Profesionalisme) sedangkan tertinggi
adalah Keberanian dan Kearifan dengan nilai persepsi
345

Kekhawatiran yang mendasar
Hasil penilaia atas persepsi ntegritas
sionalisme umm tent i

sion .I«Lm tinggi di Pertanian.
elain integritas dan profesionlisme yang indek-
snya m!u\mh rata-rata, juga kreativitas dan kepekaan
K cbersamaan dan Dinamika Kelompok (3.38) dan
dan n(3.28). pun nis
hasil atas aspek integritas dan profesionalisme bersifat
perseptif artinya tidak mutlak (nisbi), yang mengandung
benaran relativitas yang dipengaruhi atas pandangan
dan pemaknaan dari_sumberdaya, suasana kerja, sua-
sana a psikologis pribadi maupun Sekucn
waktu saat penilaian dilakukan akan dapat mempengaruhi
persepsi yang diasilkan. Namun demikian bagaimana-
)'\un kondisinya dan seberapapun urgensinya tetap men-
gandung kebena
sesmen tersebut selayak
manajemen puncak untuk bersikap dan responsif bertin-
dak schingga kedepannya menjadi lebih baik..
encermati nisbah hasil penilaian persepsi bu-
daya kerja khususnya integritas dan professional yang
relatif rendah tersebut perlu dikedepankan sikap dan
tindak perbaikan utamanya terhadap capaian indikator-
indikator yang nilai persepsinya masih di bawah rata-rata
antara lain melalui operasionalisasi fungsi Satuan Pelak-
sana Pengendalian Internal (Satlak-Pl) telah dimandatkan
dan diamanatkan oleh manajemen puncak untuk melak-
sanakan tugas pengendalian intemal pada Konicksnya
yang meliputi unsur lingkungan pengendalian; aian
risiko: kegiatan pengendalian; informasi dan asi
dan pemantauan pengendalian intern. Unsur-u P
sebagaiman tersebut harus dilaksanakan menyatu dan
menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah.
Kouieks aktivasi dan optimalisasi tugas fungsi SllllkiPl
iklan

baru Grc:n Audn ldmsnmya pada unsur I.megnly um
itas ds

812 8 ctatupinh suclior sea mengoftimalian
kemampuan sumber daya entitas.

AUDITOR

“Talk
Less Do More” scbagai garda penegakan intemal atas
operasional tugas dan funsi entias bukan schalknya
“Tulk

pat didorong

sehingga penyusunan pedoman umum pengawasan di-
‘pandang tinggi urgensinya, Terhadap pedoman yang telah
disusunpun perlu dilakukan reviu secara berkala untuk




— ==
penyémpurnaan Mengacu atas peraturan perundangan
terbaru, atau dilakukan penyusunan pedum pengawasan
yang baru bila memang diperlukan perubahan besar. Den-
‘2an pedoman operasional pengawasan yang telah disem-
purnakan dan ditegaskan berlakunya untuk dipedomani
dan dilaksanakan
Selain itu, dengan penetapan dan penerapan kode etik dan
standar audit dalam mendukung secara moral operasional
auditor yang menyangkut hak, kewajiban, larangan mau-
pun sanksi dalam upaya penegakan untuk pembi
dalam dan pengembangan fungsional auditor

Dalam rangka untuk mendapatkan masukan
dalam operasional bidang pengawasan kedepan yang
lebih baik, dan dalam rangka mendapatkan bahan intro-
speksi untuk koreksi perbaikan kinerja, dan sepanjang
mempunyai tujuan dan sasaran perbaikan operasional

tentunya kaj g

dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan hasil (out-
comes). Dalam mendorong nilai-nilai integritas, tentunya
butir-butir dalam pakta integritas yang telah ditandatangi
oleh seluruh jajaran terkait untuk dilaksanakan sesuai
yang diamanatkan dengan penuh amanah.

Sumberdaya manusia yang merupakan asset
kelembagaan yang memiliki nilai tertinggi, pengelola
nya lebih bijaksana (Human resources wishly) yang me-

n ke-

idang pes

nyentuh pada penyusunan pola karir PNS, pola mutasi
maupun rofasi, penerapan evaluasi kinerja pegawai, serta
pemberian penghargaan terhadap pegawai maupun aud

tor yang memiliki keteladanan prestasi kerja sebagai ba-
gian pengakuan atas keberadaan maupun eksistensinya
Tidak dipungkiri bahwa perubahan akan selalu terjadi.
dalam menghadapi perubahan tersebut dan untuk menjadi
sumberdaya manusia dan lembaga yang unggul salah satu
jalan yang tidak boleh tidak, harus kita lakukan yaitu se-
lalu memperhatikan perubahan lingkungan yang terjadi
untuk memperbaiki diri tiada terputus upaya dan waktu
dalam rangka mendorong peningkatan capaian hasil pe-
nilaian indikator kinerja kelembagaan kedepan yang
didukung dengan derajat integritas d
yang handal

1 profesionalisme

Penulis adalah Auditor Utama pada Inspekorat Il

Daftar bacaan

John € Maxwell - Mengembangkan Kepemimpinan
di Dalam Diri Anda

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Teodorus M. Tuanakotta - Audit Investigasi dan Au-
dit Forensik
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“ BERPIKIR POSITIF dapat
menghancurkan semua tembok
pemisah antara ‘tidak bisa’ dan ‘bisa’
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ampak besar pada kesejehteraan
dan kualitas hidup masyarakat. Daya saing nasional pada
Akhirya juga akan mengalami penurunan, mengingat in-
frastruktur merupakan salah satu barometer utama dalam
indeks daya saing (competitiveness index) suatu negara.
Usaha Jasa Konstruksi
Pekerjaan konstruksi dalam pembangu-
nan infrastruktur adalah rangkaian kegiatan perencanaan
beserta ang mencakup
pekerjaan arsitekiural, sipil, mekanikal, i
lingkungan (ASMET), Karena menyangkut keselamatan
masyarakat penggima, maka pekerjaan konstruksi hanya
dapat dilaksanakan oleh pelaku jasa konstruksi yang me-
miliki disiplin keilmuan, keahlian dan ketrampilan serta
tanggung jawab profesional
Undang-undang Republik Indonesia No.18/1999
tentang Jasa Konstruksi menetapkan persyaratan baik
Badan Usaha, maupun tenaga ahli dan trampil yang bek-
erja di bidang jasa konstruksi harus memiliki  sertifikat
dan tanggung jawab profesional yang dilandasi prinsip-
prinsip keahlian sesuai kaidah keilmuan, - kepatutan dan
Kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya
dengan tetap mengutamakan kepentingan umum (Pasal 8,
9,10 dan 1),
Isu Seputar Permasalahan Jasa Konstruksi di Indonesia
1. Internal
mudahnya membuat perusahaan jasa konstruksi
jumlahnya yang besar dengan latar belakang ke-
beradaan dan kemampuannya yang sangat beragam
dengan jumlah sckitar 90% adalah golongan kecil
yang masih membutuhkan waktu untuk dibina
kemitraan yang sinergis antar penyedia jasa dalam
berbagai klasifikasi dan/atau kualifikasi dalam iklim
usaha yang bersih dan schat, tertib hukum, beretika
bisnis dan profesi belum terbangun.
kemampuan manajemen, penguasaan teknologi dan
permodalan relatif lemah.
lemahnya sumber daya manusia dibidang jasa kon-
struksi dengan keterbatasan tenaga ahli dan tenaga
trampil. yang terscbar merata di seluruh daerah.
masih sangat menggantungkan diri pada proyek-
proyek pemerintal
belum efekiifnya asosiasi berperan dalam pembi-
naan pengembangan badan usaha anggotanya

dan/atau

ey

=

2. Eksternal :

a. kekurangsetaraan lmbnngan kerja antara pengguna
jasa dan penyt

b, belum mmupny-dnhmnndn berbagai sektor secara
langsung - maupun langsung yang mempen-

Fo

o

BB sl o o

belum sepenuhnya tertata iklim usaha yang kondusif
dalam : 1) kepranataan usaha, 2) pengembangan
usaha, 3) partisipasi masyarakat, 4) pengaturan,
pemberdayaan dan pengawasan

belum optimalnya Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi_menjalankan fungsinya  sebagaima-
na yang diamanatkan olch Undang- undang No.
18/1999 tentang Jasa Konstruksi

&

APBN merupakan sumber pembiayaan pem-
bangunan yang paling dominan yang dapat mencakup
keseimbangan alokasi dan distribusi sumber daya yang
langka ke seluruh wilayah ne Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa
pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD baik .
yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penye=
dia barang/jasa

Kebijakan Umum

Kebijakan umum yang ditetapkan dalam proses
gadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diteta
dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 an
lain adalah: b
Meningkatkan produksi dalam negeri, rancang ban=
2un dan perckayasaan nasional yang sasarannya ada-
lah lapangan kerja dan
industri dalam negeri dalam rangka men
daya saing barang/jasa produksi dalam neg
perdagangan internasional.
Meningkatkan peran s t
koperasi kecil dan kelompok masyarakat dala¥
gadaan barang/jas
Menyederhanakan ketentuan dan tata. cara
mempercepat proses pengambilan Keputu

tanggung jawab pengguna barang/jasa, panitiak
pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa.
Meningkatkan penerimaan negara melalui sektof
perpajakan.
Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional.
\«h.n[.lnru pelaksanaan pemilihan penyedia:
ang/jasa dilakukan di dalam wilayah Negara.
i Republik Indonesia.
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pengadaan barang/asa kecuali pengadaan barang/ fan berupa apa saja Kepada siapapun yang diketahui atau

Jasa y-nn bers!ﬁl rahas setiap awal pelaksan-  parut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/

aan anggaran kepada masyarakat luas.

9, Mengumumkan  kegiatan pengadaan barang/jasa
pemerintah secara terbuka melalui surat kabar na-
‘slonal atau surat kabar provi

Kebijakan umum pertama kedua dan keenam
ditetapkan dengan twjuan untuk lebih mendorong/men-
ingkatkan perekonomian nasional termasuk membantu
usaha kecil, kelompok masyarakat dan koperasi. Namun
dalam pelaksanaan kebijakan ini sering kurang diperhati-
Kan oleh para pejabat terkait dengan pengadaan barang
jasa pemerintah pada Satuan Kerja Kementerian Negara/
Lembaga, Untuk itu diharapkan para pejabat yang terkait
dengan pengadaan barang dan jasa dapat lebih memper-
hatikan
Kebijakan umun ketiga dan keempat terkait ditetapkan-
nya untuk lebih mempercepat proses pengadaan barang
jasa dan meningkatkan profesionalitas para pejabat per
gadaan barang/jasa, sedangkan kebijakan umu kelima
ditetapkan dalam rangka mendorong penerimaan Negara
di bidang perpajakan.

Kebijakan umum ketujuh, delapan dan Kesemb
lan ditetapkan agar setiap peng
domisili i selurub Indonesia dapat mengikuti pengadaan
barang/jasa di seluruh Tanah Air, pada gilirannya usah-
anya dapat lebih berkembang, di sisi lain agar harga yang
ditetapkan murah. Kebijakan umum ini dalam rangka
perwujudan dari fujuan adanya persaingan yang schat,
transparan, terbuka.

Perpres juga mengatur dalam pasal tersendiri ten-
tang etika pengadaan yang harus dipatuhi oleh pengguna
barang /jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang
terkait dalam pelaksanaan meliputi - (i) melaksanakan
tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab, (i) bek-
erja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran,
(i) tidak saling mempengaruhi langsung/tidak langsung
untuk mencegah persaingan tidak sehat, (iv) menerima
dan jawab atas esuai kes-
epakatan para pihak, (v) menghindari dan mencegah ter-
jadinya kepentingan para pihak langsung/tidak langsung
(conflict of interest), (vi) menghindari dan mencegah
terjadinya pemborosan dan kebocoran, (vii) menghindari
dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau Ko-
lusi yang secara langsung/tidak langsung merugikan ne-
gara, (vii) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak

aha/rekanan yang by
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jasa.

Ruang lingkup yang diatur dalam Perpres no.
542010 meliputi pengadaan barang/jasa  yang pembi-
ayaannya sebagian atau seluruhnya : (i) dibebankan
kepada APBN/APBD, (ii) dibiayai dari Pinjaman / Hibah
Luar Negeri (PHLN) yang sesuai atau yang tidak ber-
gan dengan pedoman dan ketentan pengadaan
barang/jasa dari pemberi pinjaman‘hibah bersangkutan,
(iii) untuk investasi dilingkungan BI, BHMN, BUMN,
BUMD dibebankan kepada APBN. Perpres no. 5412010
juga mengatur bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah
g dibiayai dari dana APBN, apabila ditindak lanjuti
dengan Keputusan Menteri / Pemimpin Lembaga / Pan-
glima TNI / Kapolri / Direksi BI / Pemimpin BHMN
Direksi BUMN dan Peraturan Dacrah / Keputusan Kepala
Dacrah yang mengatur
yang dibiayai dari
berpedoman serta tidak boleh bertent:
tuan Perpres.

Permasalahan Dalam Pelaksanaan Keppres 802003
dan Perpres 542010

te

yan

pengadaan barang/peme

harus 1

a APBD, semuanya

gan dengan ke

Aplikasi Keppres §0/2003 dan Perpres 5412010
menunjukan banyak permasalahan yang muncul dan
tekesan-eadinya penyimpangar-penyinpangan das
peraturan yang ditetapkan dalam penerapan pelaksan
nya oleh pengguna jasa yang terjadi di mmw daerah
seperti antara lain :

Pemahaman/persepsi yang keliru atas kedudukan
Perpres 54/2010 (Keppres §0/2003) terhadap Un-
dang-undang No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi,
sehingga terkesan kedudukan Perpres 5412010 (Kep-
pres 80/2003)  diberlakukan setingkat dengan un-
dang-undang dan bahkan ada yang  men
ketentuan yang diatur dalam undang-undang, seperti
tidak mensyaratkan secara spesifik keharusan kepe-
milikan Sertifikat Badan Usaha  (SBU), Tenaga
Ahli dan Tenaga Terampil serta ketentuan tentang
Klasifikasi dan kualifikasi

aan-

2, Penctapan pangsa pasar kecil dan non kecil secara
Keliru tanpa memperhatikan Undang-undang No.
18/1999 dan Peraturan Pemerintah yang mengiku-
tinya No. 28, 29 dan 30 Tahun 2003.

! Pcn:mbahan persyaratan pelelangan diluar ketentuan

Perpres 54/2010 (Keppres 80/2003).
4. Pelanggaran atas tata cara pelelangan dengan masih
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gk asar dan

kepada jenis pekerjaan tertentu dengan memberlaku-
Kan hanya yang memiliki SBU tertentu saja  yang
dapat ikut serta dalam pelelangan tanpa mengkait-
kannya kepada kompetensi badan usaha.

Tidak terlihat adanya sanksi yang tegas yang dikena-
kan kepada pelaku pelanggaran, bahkan terkesan
dibiarkan. Satu contoh yang ekstrim, ada Kemente-
tian yang

£

) sendiri belum
& kondusif yang
aingan yang sehat

jasa yang mendurm pen-

a5, faktor pelaksanaan sangat v

pada manusia pelakunya. kelemahan ini membuka
ang untuk terjadinya persengkokolan (kolusi) baik pnd’.\
hubungan vertikal maupun horizontal. Bagi pengusaha,
se-

penanggung jawab pelaksana pembangunan tidak
mengikuti ketentuan yang  dipersyaratkan dan Ke-
menterian yang membina jasa konstruksi seakan-
akan tidak berdaya menghadapi Kementerian yang
tidak menggubris teguran yang disampaikan,
Pengumuman tender yang banyak ditemukan tidak
transparan

Mandulnya sistim ~ sanggahan (atas keputusan
panitia.lelang) maupun sanggahan banding (kepada
pengguna anggaran).

-

Dengan masih terjadinya berbagai pelangga-
ran dan penyimpangan atas pedoman yang ditetapkan
dalam Perpres 54/2010 (Keppres 80/2003), mengindi-
kasikan bahwa pedoman dalam Perpres 542010 (Kep-
pres 80/2003) memiliki celah-celah yang

peluang usaha sekecil apapun biasanya
cara efekif, karena karakteristik pengusaha : (i) selalu
mencari kesempatan mendapatkan peluang usaha, (ii)
menembus interface yang rumit sekalipun pada hitungan
untung/rugi yang dapat menguntungkan, (iii) tidak mudah
menyerah pada keadaan. Pada dasarnya karakter tersebut
berkonotasi positif, yaitu menggambarkan sikap dinamis.
pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Tetapi sikap.
dinamis pengusaha tersebut dalam langkah-langkahnya
meraih peluang usaha dapat menjadi negatif karena dapat
memasuki wilayah larangan, yaitu memanfaatkan Keles
mahan atau celah yang ada dalam peraturan yang mes
buka peluang untuk kolusi. Apalagi cara kerja pengt

yang dinamis memungkinkan menembus akses

pemegang keputusan/pemilik proyek. Pada konteks s

ert ini pandangan negaiif di masyarakat atas b|n ak

pelaksanaan pengadaan barangfjasa di interpretasikan
berbeda oleh pengguna jasa maupun penyedia jasa se-
hingga memungkinkan terjadinya penyimpangan dan
pelanggaran-pelanggaran yang muaranya membuka
persekongkolan

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpan-
gan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut, antara lain :
Sosialisasi Perpres 54/2010 dan atau Keppres 80/2003
serta Kepmen Kimpraswil 339/2003 yang dilakukan
ima ini tidak efektif dan tidak memenuhi sasaran.
Hal ini terjadi karena dilakukan
dinasi dan terpadu diantara_jajaran pemerintah yang
melibatkan pengelola anggaran serta penyedia jasa
dan instansi-instansi pemerintah di daerah
. Kendala waktu yang sempit antara peraturan perun-
dangan tersebut dikeluarkan dengan waktu pember-
lakuannya.
Adanya pandangan Pemerintah Dacrah yang men-
ganggap undang-undang  No. 22/1999 tentang
Pemerintahan Daerah, memberi wewenang kepada
Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri pen-
di daerahnya tanpa harus
(Keppres 80/2003).
N\

sel

o

kasus dan ataupun

turan lebih banyak ditujukan kepada p:ngusahadm

guna jasanya dari pada kepada kelemahan  perat

sendiri. Dalam pandangan negatif ini tampilan psil

gis para pengusaha mirip penjahat-penjahat kerah

yaitu pintar, cenderung mencari jalan pintas dan melaku-
kan kegiatan dilapangan permainan yang tidak seimbang
serta umumnya beroperasi diluar aturan yang berlaku.

Bagaimana Peraturan Seharusnya dijalan

Suatu peraturan akan memiliki i
dalam implementasi pelaksanaannya berjalan sest
gan yang ditetapkan. Sebaliknya sebaik-baiknya
tidak akan memiliki nilai apapun apabila dalam p
aannya masyarakat tidak menjalankannya terlebil
lagi jika jajaran instansi pemerintah sendiri tidak
beri contoh melaksanakannya dengan benar dan sun
sungguh yang pada gilirannya membuat peraturan
“berdaya’ dan tidak ada gunanya.

Faktor yang mempengaruhi bagaimana peraturan
dapat dilaksanakan dengan baik adalah (i) peraturannya
sendiri memiliki pijakan yang menmby
dengan keterkaitan yang komprehensif dengan pcnml'n

telah ada,

AUDITOR:



plin dan taat hukum yang diikut dengan penerapan sank-

4 yang cfektif bagi para pelanggamya, (iii) mekanisme
isasi yang efekiif dalam cakupan pemahamannya
waktu pengimplementasi Dalam konteks
barang/jasa pemerintah, pengguna jasa harus

asa tanggungjawabnya dengan bers
Sungguhsungeuh menerapkan peraturan secara benar,
sikapnya tersehut sudah dapat  menghentikan hampir
90% (sembilan puluh persen) upaya mencari celah atau
kelemahan dari peraturan, seperti tidak akan ada pengu-
muman lelang tidak transparan, tidak akan ada persyara-
an-persyaratan tambahan diluar  ketentuan, tidak akan
ada peluang untuk mengatur tender dan atau me-markup
penawaran, tidak mungkin ada Penunjukan Langsung
(PL) atau pekerjaan diswakelolakan yang tidak didasari
hal-hal yang diatur dan dibenarkan dalam peraturan, tidak
akan ada pengambilan dokumen lelang
hari atau beberapa jam sebelum pemasukan lelang, tida
akan ada penentuan pemenang tender yang keputusannya
Kontroversial, dan lain sebagainya. Manakala pengguna
jasa menerapkan det uh peraturan se-
cara benar, maka penyedia jasa tidak akan mungkin atau
menemukan celah untuk melakukan penyimpang
hingga tidak dapat berbuat lain selai
tentuan secara benar. Kuncinya adalah transparan dan
kepatuhan yang sama kepada peraturan. KKN adalah
musuh nomor 1 (satu) dalam pembangunan perekonomi-
an negara, bukan hanya dilihat dari segi melawan hukum
dan diri sendiri atau golong k
tapi lebih pada dasar menumbuhkan watak tidak bermoral
dalam tubuh sebagian bangsa Indonesia dan menghambat
pembangunan bidang ckonomi yang seharusnya diarah-
kan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Dalam demokrasi di bidang ekonomi, raky-
at menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi
setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses
produksi dan pengadaan barang/jasa dalam iklim v
yang schat, cfisien, efektif yang pada gilirannya men-
dorong ckonomi dan ckono-

pada lingkungan pengusaha  berada harus pula dapat
‘memagari sikap negatif pengusaha dengan melakukan
Kontrol dan pengawasan terbuka. Yang lebih penting dari
sepalanya adalah  sikap keteladanan yang harus ditun-
jukan oleh pemimpin dan pemegang kebijakan, sehingga
i rujukan untuk diikuti. Dalam perjalanan sejarah

a, kesulitan yang terjadi dalam penanganan pem-

anKKN  adalah karena sikap keteladanan dari
pimpinan dan pemegang kebijakan tidak nampak.
Adanya Undang-Undang  No. $ Tahun 1999
tentang  Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan
Tidak Sehat harus dapat menjadi alat hukum yang efek-
tif untuk menghadang terjadinya persengkokolan dalam
tender baik vertikal maupun horizontal. Harus ada pen-
genaan hukuman yang melakukan persengkokolan dalam
tender yang diumumkan secara luas kepada masyarakat,
sehingga membuat sescorang menjadi takut. Pembera-
tasan KKN  harus ~dilakukan melalui kerja yan
tertata, bertahap dan melangkah maju & (i) m it
harus dilibatkan dari tahap awal hingga akhir da

kesadaran tentang keberadaan dan ba
jalannya mekanisme pengawasan yan
baikan postur dan kinerja birokrasi. P

Penutup

Perlunya anggaran pembangunan negara dijaga
untuk tidak terjadi kebocoran disatu sisi dan disisi lain
pengusaha harus dapatberkembang dalam suatu tatanan,
persaingan usaha yang sehat dan memperoleh keuntun-
gan sehingga dapat membayar pajak bagi mendukung
pembiayaan pembangunan negara berkelanjutan. Karena
itu harus dibangun pandangan baru bahwa keberhasilan'
dan sukses pengadaan barang/jasa bukan dibangun den
gan prinsip persekongkolan dengan antaga lain membe;
secara timbal balik yang egois setiap Kali ber
melainkan dengan kepedulian yang besar bagi ~ keadilan, .
masyarakat luas yang jauh dari bent g

E

mi pasar yang wajar dan dinikmati oleh selurub lapisan
masyarakat. Pengusaha adalah bagian dari rakyat Indo-
nesia yang harus.terikat pada komitmen bersama selu-
ruh bangsa untuk membangun bersama-sama Negara Re-
publik Indonesia. Karena itu dalam konteks kepentingan
bersama ini, harus ditumbuhkan perasaan bersalah jika
seseorang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri,
golongan atau kelompoknya dari pada kepentingan ber-
sama apalagi jika dilakukan melalui langkah tidak terpu-
ji dalam bentuk-bentuk KKN. Kelompok masyarakat

58

dan

bentuk KKN.  Pengusaha dan pimpinan atau pejabat pe-
megang i jadi
gravitasi terhadap pemahaman yang luas atas fanggung*
jawab dan realisasi dari saling ketergantungan dalam
berkomunitas  yang pada gilirannya mengangkat harkat
dan martabat bangsa. Dalam  pengertian yang lebih luas.
melakukan apa yang benar dan bukan semata-mata yang
mudah.

Penulis adalah Auditor di Inspektorat I dan 11




Oleh : Dahono

Sikap koruptif akibat ketamakan direduksi

dengan daran dan

sehingga handal moral dan

integritasnya....

orupsi yang merupakan salah satu pelanggaran
[< hukum yang sangat merisaukan kita bangsa In-

lonesia sampai dengan hari-hari ini. Masibiingat
atas tindak rnﬂma Korupsi bailout Bank Lenlury yang

hukuman penjara selama 5 tahun tanpa ada upaya untuk
mendiskresikan masalah ini secara hukum. Adil dan ma-
nusiawikah, seandainya sec itas seanda

mang tejadi pencurian benar, tidak adakahpertim
hati nurani secara adil dan memenuhi

nya me-

i Rp6,7
Iraveuer Check pemilihan Dep\ll! Gubcmur Bl
n M, mafia pajak Gayus Tambunan, skandal
_ Pembangunan Wisma Atlet maupun kasus lain yang mer-

ugikankeuangan Negara. Bahkan tindak pidana korupsi

tersebut pada akhir-akhir ini telah merambah pada jajaran
lembaga legislatif dan sejumlah kepala dacrah tertentu
terseret masuk tergulung dalam pusaran tindak kejahatan
yang luar biasa e

alisis Transaksi dan Keuanga
an kejanggalan pada rekening
geri Sipil (PNS) muda yang kono-
negara bertumpuk uang miliaran

disi ini sangat mencurigakan untuk PNS
bekerja di Instansi Pemerintah/Keme
lbaga Negara yang sistem pengeajiannya su
gat jelds dan sudah definitif

Tinak pidana korupsi sudah merambah ke s
laflapisan baik pada lembaga Icgl,\lml i ck:ckulﬂ.

I “mega korupsi® yang e jelas pe
ancaman hukumannya tidak seberat .mhu yang timbul
atas tindak pidana dilakukan meskipun dengan samaran
Apel Malang, Apel Washington, mungkin ke depan ada
yang menggunakan Mangga Manalagi.

Permasalahan penyelewengan yang besar sering
tidak linier dengan penetapan penyelesaiannya bahkan
terbalik. Dilain pihak hal yang “sepele” justru sangat
berat tuntutan dan putusannya, misalnya masalah at
kasus tuduhan pencurian sandal jepit dipingeir sc
ga Rp30 ribu milik anggota oleh seorang anak
dibawah umi tahun) di Palu-Sulawesi tengah yang
dilanju ke persidangan dengan ancaman

tutan.? Memang tidak jarang hukum sanga
pihak y
“orang kuat

oran
bisa berbuat banyak untuk melawan apalagi menghenti=
kannya.

Fenoma diatas dapat dipastikan sangat_mems
0 ancaman k‘.lmlupm mhm!dp bes %

tidak terpuji yaitu ketamakan, keserakahan dan ketidak=
puasan terhadap apapun yang telah dimiliknya. Telah di=
pahami bersama bahwa sifat ketamakan merupakan nafsu
yang tak kunjung terpenuhi dan tidak ada habis-habisnya
terhadap kepemilikan. Sifat tersebut sama nista dan tidak
terpujinya. meskipun antara ketamakan dan korupsi se=
cara hakikat tidak dapat disamakan,

Tindakan koruptif merupakan tindakan unt
memperkaya diri atau golongan, d 4
dapat dikatakan kriminal atau kejahatan bahkan
spesifik discbut dengan k h puti

our Crime) yang dapat dit
mengakibatkan terjadir
gara, seharusnya keuang
nakan untuk membiayai pe
pelayanan publik. Pada kenyat s
masuk ke Kas Negara dijarah dan dimiliki untuk kepent=
ingan memperkaya diri atau kelompoknya.

Fenome
engkhawatirk

korupsi kian hari rasanya semal
bahkan ada yang telah
‘namun tentunya tidaklah
Korupsi terschut disebut “budaya™ Korup=
2t makna budaya adalah hal-hal positf yang

masuk dalam “darurat Korupsi
nas
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Z

fepan untuk dilestankan

upun suatu bangsa

pasti apakah sifat

ahan pola hidup

ntaranya ada

ONE beberapa
ihan; dan

) fari bahwa

ulnya tindak pi-
but adalah C

D+ N 1 (C): Disere

ary (D); M hility (A). Ru:

ctika siapapun
niliki integritas
umus tersebut

dia sudah me-

makai prinsiy alitas kepemimpi
nan dia harus 1 nsparan dan seter
Demikia engan ketamakan, yang lebih
lepas kendali, yang

hukum positif, meng

ke“iman”"an seseorang

satu unsumya yang terpent-
ckali. tanpa
keserakahan tersebut
pat merugikan pihak lain, dis-

kian seris

tamakan

esombongan, Senyatanya, yang

dimaksud dengan ketamakan adalah sesuatu yang tidak
kasat mata atau abstrak. Meskipun ketamakan hanya ab-
un hal tersebut lebih condong terha

dap sikap atas kepemilikan pribadi akan harta — kekayaan
yang bisa berupa uang maupun properti

Demi memamerkan kehidupan mewahnya maka
hal tersebut akan dilakukan, rasanya pola kehidupan b

donisme sudah menjangkiti kehidupan seb
penting bisa pamer namun tidak peduli
nendapatkan kemewahan yang dapat dipamerkan
Tentu saja cara mendapatkannya dengan menyalahi atus
van hukum, bahkan dengan menyalahgunakan kekuasaan
vang ada padanya (abuse of power) antara lain dengan
tindakan pidaria Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. F
ena hedonis akan semakin menjadi sepanjang orar
he dipamerkan, tanpa melihat
‘cara mendapatkannya. Pada sisi lain, ada sementara pibak
yang kehidupannya tidak jauh/dibawah dari garis batas

va menilai properti apa y

ambang ckonomi kehidupan yang layak tentunya akan
Keta kan, Keserakahan ~

Kembali pada salah saty unsur teori )m
kuat sebagai fakior terjadinya. tindak

dan beriebihan utamanya terhadap orang-orang berlebih
harta dan benda, Tentunya harus dapat dipahami bila
Konotasi ketamakan lebih dekat dan menyangkut orang

Kaya (the haye) diband dengan _oranigs
orang « memiliki ban-
yak  k dalam  menjalani
kehidupan, dapat  dikatakan

“hidup tidak

ketamaan  bisa
siapapun,  na
akan  lebih rentan
ketamakan, kondisi
jadi men t

mempunyai
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T et e
akses Sarana dan jalan masuk untuk melaksanakan hal
tersebut yang sama sekali tidak dimiliki oleh kaum mis-
kin.

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) bahwa ketamakan, tamak, atau serakah artinya
selalu ingin memperoleh banyak untuk diri sendiri, loba
dan serakah, Seperti telah disinggung dalam tulisan ini
diatas, bahwa ketamakan dapat dimaknai sebagai suatu
ginan untuk memiliki uang, kekayaan, atau properti
nmupun layanan materi lain yang melebihi kebutuhan
yang sah atau tidak terbatas, yang merupakan tingkah laku
manusia. Ketamakan dapat diretas dalam wacana yang
memiliki korelasi meskipun tidak bersifat absolutism atau
mutlak. Meskipun nisbi sifatnya, wacana tersebut dapat
‘memperkaya renungan atas aspek substansi bahasan.

Aspek kepemilikan pribadi atas kekayaan, harta,
termasuk benda-benda alam semisal tanah, merupakan
tuntutan kebutuhan hidup manusia. Demi keberlanjutan-
nya, dalam rangka memiliki kebutuhan tentunya ada kori-
dor {ata aturan yang membingkainya yang harus dipenuhi
Atas perspekiif kepemiikan harta seringkali kebanyakan
orang hanya melihat terhadap berapa besar kepemilikan
harta pribadinya, namun lupa bagaimana cara memper-
oleh atau mendapatkan harta kepemilikan tersebut. “Akan
datang sudtu masa ketika orang tidak eduli dalam
mendapatkan harta, apakah halal atau haram” (Sabda
Rasulullah SAW). Meskipun orang lain melihat scba-
gai keburukan, tetapi ketamakan yang dilakukan diang-
gap benar adanya. Selanjutn: anusia itu akan men-
jadi tua, tetapi ada dua hal yang menjadi sebab manusia
tetap muda, yaitu rakus terhadap harta dan rakus terhadap
wumur” (HR. Muslim dari Anas bin Malik RA).

Kepemilikan pribadi sebagai hak terjadi sah jika
penguasaan dan pengurusan atas kekayaannya dilaku-
kan dngan baik d1||\ benar, yang
salah satu andanya fidak  mel-
angggar hukum ! maupun
pcmum,an yang \\ - berlaku
Diketabiisudah bab-\ ‘wa pada haki-
Katnya manusia adalah
ehingga segala hak ke-
tunduk pada tuntutar

eEaiter
tukan  dalam

perundang-un- dangan.

Berkaitan

Media Auditor - Edisi 30, Agustus 2012

dengan kepemilikan pribadi yang disebut harta kekayaan
tersebut, diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa Rasu-
lullah SAW bersabda “Sesungguhnya harta itu indah dan
manis. Barang siapa menyambutnya dengan murah hati
(ridha) ia akan memperoleh berkah. Dan barang siapa
mengambilnya dengan tamak, serta curang maka ia tidak

akan memperoleh berkah. Ia seperti orang yang makan,
tetapi tidak pernah kenyang. Dan tangan diatas (pemberi)
Iebih baik (afdhal) daripada tangan dibawah (peminta
minta/penerima)”. Alangkah indahnya apabila atas ke
limpah-ruahan pemilikan pribadi yang me;
milik dengan sikap moralitas yang benar untuk membantu
semua kaum miskin yang membutuhkan, setaraf apapun
kemiskinan itu dan apapun kebutuhan si miskin itu.

at sang pe

Konklusinya ketamakan-keserakahan adalah mer
upakan sikap orang yang tak pernah merasa puas dari
apa yang telah dicapai telah dilaku
kan. Ketidakpuasan itu akan mempengaruhi oran

as usahanya yar

menempuh dengan segala cara tanpa melihat norma baku
yang berupa ketentuan hukum maupun syariat agama,
dan tidak penah berfikir meski harus mengorbankan
kepentingan orang lain, tetapi mendahulukan yar
inya terpenuhi. Sebuah hadits riwayat Imam
Akhmad tentang keserakahan berbunyi “Scandainya anak
cucu Adam mendapatkan dua lembah berisi emas, niscaya
dia masih menginginkan lembah emas yang ketiga. Tidak
akan pernah kenyang perut anak Adam kecuali setelah
ditutup tanah(mati). Dan Allah SWT akan mei
orang yang bertaubat”

gampuni

Banyak orang mungkin belum dapat mengalah-
kan sifat nista ketamakan, keserakahan, lobak, dan ra-
kus dalam berbagai aspek namun tentunya kegagalan itu
harus tanpa hentinya untuk diusahakan hingga mencapai
Keberhasilan. Thomas Alfa Edison mengatakan “banyak
orang gagal karena mereka tidak tahu betapa dekatnya
mereka dengan kesuksesan

Belenggu gelang baja ketamakan memberikan
n pada kita bahwa kita butuh lebih banyak

keyal
Orang yang memiliki banyak uang dan kekayaan akan
ilkan properti yang lebih dari yang dibutuhk

A TR e S e
dapat memperdaya bahwa uang dapat membeli se;
ya. Faktanya, mereka menginginkan untuk mendapatkan
lebih dari apa yang menjadi hak mereka, maka terjadilah
korupsi

Bertambahnya harta maka maka akan mampu me
nambah orang-orang yang perhatian untuk ikut meng-
habiskannya, layak sebuah peribahasa “ada gula ada se-
mut”, Ketika pada saat waktunya seluruhnya telah habis

AUDITOR:



WAWASAN

makn tidak ada seorang temanpun yang-hadiruntuk

mberikan pertolon-
an, Karena merekapun menganggap bahwa “pesta telah
berakhir”. Ketamakan menciptakan hukuman mencari
demi gengsi, maka terjadilah kemiskinan dan keme!
1an, kehancuran diri dan masa depan. Bukti terhadap hal
dimaksud pada saat ini banyak dimuat dalam mass media

cetak maupun audio visual

untuk n

peduli atau empati, apal

Hasil dari sifat tamak dapat menimbulkan kecan-
han. Pelaku akan senantiasa merasa haus
kekuasaan dan lain-lain, sehigga
an ke dalam ceng-
an materi, sehingga akan mem-

Keraman erat perbud

bius, memabukan dan melenakan kita pada perilaku
menyimpang dan menimbulkan kehanc ara perla-
han namun pasti. Kebe atau kel seseorang
seharusnya lebih dihargai dibandingl hadiah,

n
meskipun kada ng terjadi friksi kecil atas relasi

Ken than try to hurt your self putting it back

Selain itu, ketamakan dapat menimbulkan bahaya
Karena sifat sejenis serakah, rakus, loba tersebut tidak
akan pernah bisa membuat sescorang merasakan kepua-
san dalam hidup, ketamakan hanyalah akan mampu
menghilangkan hakikat kekhidupan seseorang. Menjaga
hubungan transcendental dengan sang maha pencipta
untuk melawan ketamakan dengan mensyukuri seluruh

him 14 5 7 ya th kamu bersyukur pasti
kami akan menambah ni’mat kepadamu, jika kamti meng-
ingkari ni‘mat-Ku maka sesungguhnya azab-Ku sangat
pedih”

Mereduksi Libido

Dalam perspektif pemberantasan korupsi yang mer-
upakan tindakan yang tidak terpuji dan cenderung amoral
yang merugikan semua pihak yang dapat mengakibatkan
timbulnya permasal ng
pan bernegara dan berm: at antara lain merusak sis-
tem moral menjadi rendah, integritas personil rapub, dan
disiplin terhadap taat azas dan hukum formal dan infor-
‘mal tidak berjalan. Kepedulian yang rendah yang cender-
ung “masa bodo” terhadap tindakan yang sifatnya Korup=
tif bukan sikap yang bijaksana, apalagi membiarkan hal
demikian tumbuh terus merupakan tindakan pembunuhan
gencrasi kedepan. Beranjak dari perpesktif tersebut diatas
maka, berikut disampaikah hal-hal yang harus diperhati-
kan

luas dalam kehid

Pertama, Inspektorat Jenderal sebagai lembaga
internal sesuai dengan visinya “menjadi lem=

asan yang professional dalam menegakkan

ing baik dan bebas dari KKN di Kemen-

/ amn salah satu misinya “melaksana-

Kementerian pobae mmp.
menginisiasi sebuah gerakan moral

dari Kumpsl (WBK) di ligkungan Kementerian Pertanian
melalui Tafakur, Hizab dan Dzikir (THDP).

Selanjutnya, upaya tersebut secara konsisten dan
terstruktur dilakukan pemantapan setiap wakiu dengan
gerakan Pembinan Tekad Anti Korupsi melalui peningka-
tan Komitmen Ani Korupsi Yape ¢ d.ulnm dengan penila-

gan mengembalikan
makhluk ciptaanN

pun Sistem Aklmlx itas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)

untuk memberikan keyakinan yang m:ml%
terti

sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien. ekonomis
dan berdaya guna sehinga akuntabilasnya dapat diper,

lingkup Inspektorat Jenderal dan unit Eselg

tingkup Kementerian Perta

KRt o
dorong tindakan mela
amakan yang dimula

kan korupsi meskipun kebutuhan memal pe
memungkinkan. Upaya-upaya sentuhan hlhn tersebut
agar mendapatkan dorongan dari dalam (iner power) un-
tuk mencegah timbul dan cekaman ketamakan antara lain
mau mencoba belajar untuk bermurah hati, hidup seder-
hana, bemniat tulus dan mencintai Tuhan.
. Bermurah hati kepada orang lain
-
-

.1’




Aermurah hati merupakan sikap rela berbagi kepada
orang lain atas yang hasil dicapai dari yang diusa-
hakannya. Sikap ini untuk mengasah dan mengolah
rasa bahwa terhadap semua yang kita miliki dititip-
Kan hak-hak orang lain, sehingga harus kita berikan
secara bijaksana sebagai manistasi rasa bersyukur.
Dan tangan diatas (pemberi) lebih baik (afdhal) d.m-

[

jahat menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-
kata yang mengandung keselematan (QS 25 : 63)

Mencintai Allah-mu, karena kita datang ke dunia
ini tanpa sehelai benangpun.

Manusia pada dasamya dilahirkan dalam keadaan
yang sama suci fitrah dan tanggungjawab, yang

. pada tangan dibawah (7

Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya harta itu
indah dan manis. Barang siapa menyambutnya den-
gan murah hati {ridha) ia akan memperoleh berkah.
Dan barang siapa mengambilnya dengan tamak, serta
curang maka ia tidak akan memperoleh berkah. Ia
seperti orang yang makan, tetapi tidak perah ken-
g

p sederhana
1 sesederhana mungkin dalam segala ke-
nu bukan berarti harus pola hidup layaknya
© orang yang kekurangan, namun kandungan maknan-
y;hm i dengan kebutuhan

er kemewahan. Pada
manusia merasa cukup,
Setiap kecukupan melahir-
yang pada akhimya tidak merasa

ti-hati maka rasa cukup dapat
ikan yang merupakan ketidak-
T , makin dipuaskan makin tidak
s dan cukup, sehingga ingin mempunyai

lagi. Dalam hadits lain yang diriwayatkan
uslim dari Abdullah bin Amru Ibnu Ash men-
- “Sung runtung orang yang berserah
diri (muslim) kepada Allah, lalu diberi kecukupan
(oleh"Allah) dan Allah menjadikannya puas dengan
“:p- ‘yang telah diberikan Allah kepadanya™

< Memiliki niat yang tulus dan selalu rendah hati

. Beranjak dari,makna balwa dari semua yang kita
itipkan hak-hak orang lain, ter-

hadap apa yang akan dilaksanakan, ibaratnya jangan
. sampai tangan kiri tahu saat kita memberikan sesuatu
pada pihak lain. Sesuatu yang didapat dapat akan leb-
ih besar terhadap apa yang akan diberikan pada orang
lain, dan pemberian itu jangan membuat menjadi
sombong dan maggi hati justru sebaliknya harus leb-
ih rendah hati. Telah dimengerti kiranya disebutkan
bahwa sifat rendah hati (tawadhu) merupakan sifat
yang terpuji. “Dan hamba-hamba yang baik dari Al-
lah Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang berjalan di
atas bumi dengan rendah hati. Apabila orang-orang
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hanyalah capaian hasil yang diusaha-
kan dan semua itu karena izin serta karunia Allah se-
mata. Tidak ada satupun manusia bercita-cita ingin
tetapi yang pasti setiap ma-
nusia ingin menjadi manu:
bagi lingkungannya. Mungkin pada kondisi tertentu
akan terjadi penyimpangan dari yang seharusnya,
menyimpang

Hal terjadi permasalahan audit tentu akan lebih uta-
ma untuk dipertimbangkan kembali rekomendasi
yang dapat memberikan peluang ataupun kesempa-
tan punishment yang
agar pelaku dapat mendengarkan kembali bisikan hati
nuraninya dalam bertindak menjalankan tugasnya se-
cara Tawadhu (rendah hati), Qona’ah (menerima dan
puas apa yang diberi oleh Allah), dan Wara (menahan
diri, berhati-hati atau menjaga diri). Pada suatu kes-
empatan telah disampaikan bahwa meskipun Kode
Etik dan Standar Audit (KESA) telah ditetapkan
pedoman pelaksanaan audit, namun dalam praktik
audit jangan hanya mengandalkan akal tetapi juga
mempertimbangkan hati nurani

Masih banyak orang yang dapat dijadikan tel-
adan

Bukan memandang rendah ora
mandang rendah diri sendiri dal
ganggap diri kita hina, melainkan diri bukan yz
paling sempuma tetapi memiliki kekuran
banyak melakukan kesalaha
tidak menganggap remeh orang lain, tidak mengang-
gap lebih baik daripa g lain dan tidak men-
ganggap mulia .L.np ada o Belajar kebe-
naran untuk belajar bisa datang dari mana saja dan
dari siapapun juga, baik dari si miskin, si pen
maupun tukang sapu jalanan maupun si pesu
‘mungkin” memiliki inte;
moral lebih. Kenapa ragu kalo memang benar adan-
ya, tentunya tidak bisa kita seensknya menaitkan

lain tetapi- me-

Merasa peduli terhadap llnglungun disekitar

Ketamakan dimuai dengan melihat apa yang tidak




Kita miliki, oleh sebab itu kita mesti- melatih diri un-

liki dan menghargai ser-
jangan mencintai uang

tuk melihat apa yang kit
ta mensyukurinya. Tentun;

melebihi dirimu sendiri

i ke

Menghar rang

Aspek ini dapat ditampilkan dalam sifat menghar-
Jain terutama dalam hal menerima penda
n dan tidak merasa dirinya paling benar

pat orang

sendiri

mpat Pelaksanaan kewenangan yang melekat
pada tugas pokok dan fus nderal Kemen-
terian Pertanian secara terstruktur dan terukur

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/
pal 25 Juli 2005 jo Nomor 11/Per-

Inspekta

an pengawasan terhadap pelaksanaan tugas ling=
kup Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melaksana-
kan fungsi pengawasan terhadap kinerja, keuangan dan
an untuk fujuan tertentu atas petunjuk Menteri.
Berkaitan dengan hal tersebut secara eksplisit Inspekiorat
Jenderal Kementerian Pertanian bertanggungjawab terha-
dap keberhasilan program kegiatan pembangunan bidang
pertanian

pengawa

Dalam melaksana

an tupoksinya, Inspektorat Jen-

al selain melakukan audit yang bersifat represif mela=
a melakukan kegiatan non audit yang bersif
alu monitoring, evaluasi, reviu,

da

—
baik dan bijaksana. Lebih utama berhenti mengkerdilkan
fungsi instansi lain dalam menangani KKN, dan bel
mcndmgzr dan melihat sesuaty dengan jemih me

ikat

{art pda memaksakan diri meliat den
tak yang dapat menghasilkan
hati nurani untuk mengoutput d
eduksi ketamakan diri dengan “bif
bagian derajat moral tinggi

hanya menunj

hingga menjauhkan

gendalikan sifat ketamakan

baan, dan kerakusan yang
penylkl\ hati yaitu sifat orang yang tidak
puss erhadap apa yang sudah dicapainya
mengendalikan diri dan mereduks
dengan dapat menerima dan
yang telah diperoleh saat i
diri untuk memberantas t

“ !

Menj it
maha pencipta untuk
syukuri selunih ki

miliki ruh yang sama dengan pelaksanaan pengawalan
yang telah dilaksanakan. Secara keseluruhan pelaksanaan
ckonomis, tertib dan efektif mua-

ranya

Beranjak dari uraian diatas bahwa ketamakan ada-
lah tentang bagaimana sikap dan berbuat sehingga ma-
nusia terperosok dalam kenistaan sebagai biang aneka
nista keeil lain dalam pe

Ketamakan

tamaa

tatanan hukum formal.

Ketamakan rasa tidak pernah berhasil memberi

kunya, Celakanya bagi tertib.
ra umum menyelimuti diri se-
a penampakannya dengan mengatasnamakan Keti=

yang tidak mudah dicegah dan ditindak sebelum:
bermetamorfosis kedalam bentuk tindakan yang melawan

aparat organisasi kelembagas
dapatkan perhatian secara bijaksana ya
penywasm mttmllseun proakiif

Kepuasan sebab semua kepuasan mesti berasal dari dalam
diri kita sendiri. Berhenti menghujat dan menilai negatif
serta menyalahkan institusi lain merupakan jalan ter-

i
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Menjaga Kualitas Hasil Audit
e Oleh : Tin Latifah

Kualitas hasil audit belum seluruhnya sesuai harapan. Keputusan-keputusan dan rekomendasi yang diberi-

kan belum seluruhnya memberikan perbaikan kinerja auditan.

alah satu komitmen pemerintah dalam mewujudkan
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari
KKN adalah dengan membangun Sistem Pengenda-

Jian Intern Pemerltah (SPIP) yang efekif. Disntara wu-
jud komitmen itu

Peraturan

masalahan yang ditemukan bukan berarti hasil audit tidak
berkualitas. Hal tersebut bisa saja terjadi Karena kondisi
auditan dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya telah
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berla

Pch‘lennla Nomor 60 Tahun 2008 (PP 60/2008) tentang.

kat dari hal tersebut, maka mau tidak mau,
K suka, setiap Instansi Pemerintah harus mem-
P:ng:ndal!an Intern Pemerintah (SPIP)

Keandalan pclapnmn

8, Inspektorat Jenderal merupa-
2 intern pemerintah yang melak-
review, evaluasi, pemantauan dan kegia-
lainnya dan dalam pelaksanaan tugasnya
ung jawab langsung kepada menteri/pimpinan
‘Dalam Peraturan Peraturan Menteri Pertanian
9/Kipts/OT.140/7/2005 tanggal 25 Juli 2005 jo. No.
61/Permeptan/OT.140/102010 tentang Organisasi dan
Kerja ian Pertanian, Ins-
Jenderal Kementerian Pertanian bertugas melak-

sanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas lingkup
Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan
melali audit, revit, evaluasi, pemantauan dan Kegiatan

Kualitas Hasil Audit

Secara umum pengukuran kualitas hasil audit dapat
dinilai dari seberapa sesuai audit yang dilakukan diband-
ingkan dengan standar audit. Permasalahan yang dihadapi
APIP adalah bagaimana menerapkan sikap/perilaku dan
kemampuan dalam melaksanakan audit sehingga audit
yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, efektif dan
efisien. Untuk itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya
auditor intern pemerintah harus selalu berpegang teguh
pada Kode Etik dan Standar Audit

Salah satu cara untuk mengukur kualitas hasil
pekerjaan auditor adalah melalui kualitas keputusa
keputusan yang diambil. Menurut Bedard dan Miche
(1993) ada dua pendekatan yang digunakan untuk men-
gevaluasi sebuah keputusan secara umum, yaitu process
oriented dan outcome oriented.

Dalam pendekatan yang berorientasi proses (pro-
cess oriented), kualitas hasil audit diukur dengan tingkat

tugasnya. Norma dan ketentu

intern pemerintah terdiri dari Kode Etik APIP d

Audit APIP. Kode etik dimaksudkan untuk menjay

ilaku APIP dalam melaksanaka

Standar Audit dumkmdm untuk men;
PIP.

mutu hasil

lainnya, Audit yang
tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksana-
kan dalam suatu instansi yang diaudit, membandingkan
hasil dengan kriteria yxng ditetapkan, Serta menyetwjui
atau menolak hasil den; rekomendasi
tentang tindakan-ting ngan demikian
kualitas h-sﬂ audit sangat dneu\nlm ptrmusal!!un )dng

rangka memperbaiki kinerja instansi yang diperiksa. Na-
mun demikian bila dalam pelaksanaan audit telah sesuai
dan Standar Audit, tidak adanya per-

audit yang

Ketahui bersama salah satu tujuan
tik APIP sesuai Peraturan Menteri
a (PERMENPAN)
dalah untuk menc

Sebagaimana ki
ditetapkannya Kode
Negara Pendayagunaan Aparatur N
Nomor PER/04/MPAN/03/2008,

prinsip-prinsip kerja yang akuntabel ¢
pengendalian audit sehingga terwujud auditor yang kredi-
bel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit
Sedangkan Standar Audit APIP ya
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MENPAN Nomor PER/0S/M PAN/03:2008, digunakan

APIP dalam melaksanakan
aud standar audit tersebut antara
lain mengatur tenta dependensi APIP dan obyekti-
fitas auditor, Discbutkan dalam standar umum tersebut
b yang ber dengan audit,
APIP harus independen dan para auditornya harus obyek-
{if dalam pelaksanaan tugasnya”. Hal ini mengandung arti
bahwa independensi APIP serta obyektifitas auditor diper-

sebagai acuan bagi selu

Standar umum dal

wa “dalam semua b

lukan kualitas
hasil pekerjaan APIP
meningkat.  Namun

dalam_implementas-
inys

etik s
rambu  dalam pelak-
sanaan audit belum
dapat  dilaksanaka
a penuh ka
keterbatasan
dan prasarana dalam
pelaksanaan audit

sarana

Penilaian kual-

itas hasil audit yang
hasil
oriented),
pengukuran

berorientasi
(outcome
adalah

ki audit
dasarkan  lapora
hasil audit (LHA).
LHA merupakan me-
dia komunikasi APIP
untuk  menginfor-
‘masikan hasil audit di-
antaranya memuat simpulan dan rekomendai/saran untuk
membantu pihak-pihak yang berkepentingan memecah-
kan permasalahan yang dihadapi. LHA berfungsi sebagai
dokumen untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
kegiatan audit yang telah dilaksanakan APIP, dan LHA
juga dapat berfungsi sebagai alat bukti dalam rangka pen-
cgakan hukum. Schingga untuk dapat memenuhi fungsi
terschut LHA sekurang-kurangnya harus memenuhi em-
pat tepat, yaitu tepat isi, tepat waktu, dan tepat saji, dan
tepat alamat (Pusdiklatwas BPKP, 2005).

Lebih lanjut disampaikan bahwa agar LHA yang
dihasilkan dapat memenuhi kualitas dan bermanfaat bagi
setiap pihak yang berkepentingan dan setiap jenjang
manajemen pengguna LHA, diperlukan delapan karak-
teristik standar kualitas. Pertama, langsung, penyajian
LHA harus dilakukan dengan terus terang, faktual dan

T

S
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tidak menggunakan kalimat yang bertele-tele. Kedua,
ringkas, LHA harus ringkas tetapi mengemas ide pokok
yang lebih banyak daripada penjelasan yang panjang leb-
ar. Ketiga, tepat, setiap LHA harus menggunakan tekanan
dan strategi yang tepat untuk menjelaskan informasi yang
disajikan. Keempat, meyakinkan/Persuasive, LHA harus
mampu menarik pembaca terhadap informasi yang disa-
jikan sehingga terdorong untuk melaksanakan tindak lan-
jut. Kelima, membangun/ Constructive, LHA yang berisi

kritik akan menim-




}

dit. Salah satunya dilakukan oleh Ika Sukriah, dkk tahun
2009 yang menyatakan bahwa dalam menjaga kualitas
hasil audit terdapat beberapa faklor yang mempengaruhi.
yaitu Obyektifitas, Integritas,

auditor yang berkompeten. memiliki pengetahuan untuk
memahami entitas yang diaudit, mampu bekerja sama
dalam tim dan mampu menganalisa permasalahan akan
menghasilkan kualitas hasil audit yang baik

Pengalaman seorang auditor akan terus men-
ingkat seiring dengan makin banyaknya audit yang di-
lakukan dan dengan pengalaman kerja tersebut biasanya
akan membuat auditor mampu mendeteksi kesalahan,
memahami terja kesalahan dan mencari penyebab
munculnya kesalahan. Untuk itu di Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian diterapkan metode magang bagi
para calon auditor sebagai pengalaman dalam melaksana-
Kan suatu penugasan audit. Hal tersebut mutlak dilakukan
mengingat banyak terjadi kegagalan audit yang dilakukan
auditor pada masa awal penugasan, walaupun pada masa
tersebut tingkat independensi auditor relatif lebih tinggi.
namun tingkat familiaritasnya terhadap permasalahan
yang diaudit relatif masih rendah.

dan Pengalaman Kerj
Seorang auditor harus f dalam mel-
ol tas dapat ditunjukkan dengan
tau terlibat dalam k:panmun

Kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional
dimiliki oleh auditor. Audit yang dilakukan oleh

uraian diatas, tidak dapat dipungkiri
memang tidak mudah menjaga independensi. obyekiifi-
tas serta integritas auditor. Pengalaman kerja dan kompe-
tensi yang melekat pada diri auditor bukan jaminan bah-
wa auditor dapat meningkatkan kualitas hasil auditoya
Namun demikian dengan diterapkannya Kode etik dan
Standar Audit pada setiap pelaksanaan audit serta selalu
mengasah kompetensi baik melalui pendidikan formal,
pelatihan maupun seminar diharapkan mampu memberi-
Kan dampak pada setiap keputusan yang diambil auditor
dalam pelaksanaan audit, sehingga setiap keputusan yang
diambil merupakan keputusan yang tepat. Selain itu ke-
beradaan Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu, untuk
me-review kertas kerja, laporan dan menyediakan super-
visi terhadap audit yang sedang dilaksanakan, diharap-
Kan mampu meyakinkan bahwa pelaksanaan audit telah
sesuai dengan standar, prosedur dan kebijakan yang tela
dimapknn, schingga keputusan-keputusan dan rekomen-
;ang dihasilkan dalam pelaksanaan audit dapat mem-
l)enknn perbaikan kinerja instansi yang diperiksa secara
optimal.

Penulis adalah Auditor Pada Inspektorat 11
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Oleh Marol

PNS untuk mengert

/. Sihombing

memahami, menolak dan men

auhi gratifikasi

dalam melaksanakan tugasnya

dang marak dibi
syarakat, seringkali hal tersebut
daan Pegawai Negeri

ai hal ya ar, leb i PNS

ifikasi menganggap kasi itu schagai sebuah re
jeki. Sungguh sar nis apabila hal tersebut terus ber
langsun; uh subur di negeri ini, tentunya akan
merusak mental para PNS dalam melaksanakan tugasnya
sehari-hari, Pengetahuan mengenai gratifikasi pada Kalan
gan PNS mungkin masih terbatas, masih sedikitnya so
sialisasi mengen akibatkan PNS belum
sepenuhnya memahami mengenai gratifikasi, tetapi tidak

fikit PNS sudah memahami mengenai gratifikasi na
yun masih mau menerima gratifikasi terkait dengan tug
dan jabatannya.

kasi dalam arti luas adalah meliputi pem

barang. rabat (discount), komisi, pinjaman
tiket perjalanan, fasilitas penginapan,

jalar an cuma-cuma, dan fasilitas lain-
nya. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 1999
Pasal 12B ayat (1) jo UU No. 20 tahun 2001 discbutkan
setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyeleng-

ta, pengol

s

e AUDITOR:

p pemberian suap, apabila berhubungan
dan yang berlawanan de
1 Ketentuan yaitu nilainya
aratifikasi
tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima

dari Rp10.000.000,00, pem

denganjabatannya

wajiban atau tugasnya deng
Rp10.000.000,00 atau

Iebih, pembuktian

sratifikasi; nilainya kuran
buktian bahwa

sratifikasi terscbut suap dilakukan olch
penuntut umum. Sanksi pidana paling singkat 4 tahun dan
nda paling sedikit
Rp200.000.000,00 dan paling banyak 1.000.000.000,00.

paling lama 20 tahun serta pidana

Kekhawatiran bagi PNS yang ingin melaporki
dan menyerahkan gratifikasi yang diterimanya selama ini
adalah ada perasaan takut apabila PNS tersebut melapor
an akan diusut lebih lanjutnya. Namun demikian dalam
UU No. 20 tahun 2001 terhadap kekhawatiran tersebut
sudah diatur dalam Pasal 12 ¢ tu ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak
berlaku jika penerima melaporkan
erimanya kepada Komisi Pemberan
Korupsi; dan ayat (2) menyebutkan penyampaian laporan
wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat
30 hari kerja terhitung sejak ta ratifikasi tersebut
diterima. Berdasarkan hal tersebut, jadi tidak perlu ada
Keraguan lagi bagi PNS untuk melaporkan dan menyerah-
kan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pember-
antasan Korupsi

ayat (1) ¥

ratifikasi yang dit-
san Tindak Pidana

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya gratifikasi
merupakan suatu upaya tindakan balas jasa atas adanya
kesepakatan yang dilakukan, simbol sebagai ucapan teri-
ma kasih dan mempererat tali persahabatan selalu dijadi-
kan alasan untuk pembenaran dalam menerima gratifika-
si, Pola pikir seperti diatas akan sangat merusak mental
seorang PNS dan akan lebih berbahaya apabila hal terse-
but sudah menjadi hal yang biasa. Berikut penulis men-
coba mengutarakan beberapa hal yang mungkin sebagai
penyebab adanya gratifikasi di kalangan PNS sebagai
berikut:

1. Adanya Tindakan saling Menguntungkan

Tindakan ini tentunya berdasarkan adanya unda-
kan yang dilakukan oleh kedua belah pi

ina
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PiiaK peftama membutuhkan kondisi yang nyaman
dan aman untuk memuluskan tujuannya sedangkan
pihak kedua mendapatkan kompensasi atas jasa ken-
yamanan dan keamanan yang diberikan kepada pihak
pertama. Tindakan ini jarang terlihat secara nyata
mengingat modusnya sudah melibatkan kondi
sudah sistematis sehingga pelaksanaann;
jalan dengan rapi. Siapa yang dapat menja
proses pengadaan barang/jasa pemerintah yar
rang dilakukan secara elektronik yang dimana pi
panitia pengadaan/ULP/Pokja tidak bertemu pes
lelang bebas dari kolusi? Selain dari k
gadaan barangfjasa, adanya pemberian
mungkin  saja

bisa terjadi pada

hal-hal
kecil
pembuatan KTP
dan SIM dima-
na supaya bisa
cepat  selesai
dengan  mem-

jatan pen-
sratifikasi

yang
seperti

pada petugas.

Tidak

Sifat
Puas

Sifat ini bisa

dipicu  dengan
keadaan
sedang dialami seseorang. Kondisi dimana gaji PNS
yang secara matematis tidak dapat mencukupt kebu-
tuhan minimal keluarga yang semakin mahal dapat
sebagai pemicu adanya penerimaan gratifikasi terkait
dengan jabatannya. Dilain pibak ada PNS yang
ra matematis gajinya dapat atau lebih dalam mer
cukupi kebutuhan keluarga namun masih melakukan
tindakan yang tidak benar untuk memperoleh gratifi-
Kasi. Kondisi ini sangat menyakiti hati rakyat meng-
ingat uang yang diperoleh dari gratifikasi merupakan
jerih payah rakyat melalui hasil pajak yang dibayar-
Kannya.

yang

Belum Optimalnya Pengendalian Pimpinan

Tindakan menerima gratifikasi dapat terjadi apa-
bila pengendalian dalam unit kerja masih tergolong
lemah, lemahnya lingkungan pengendalian yang dic-
iptakan membuat potensi tindakan menerima grati-
fikasi masib terbuka lebar. Penerapan punishment
terhadap PNS yang melanggar peraturan yang tidak

konsisten tidak akan menimbulkan efek jera terhadap
oknum PNS yang melanggar peraturan. Oknum PNS
senantiasa memanfaatkan peluang yang ada dengan
longgarnya pengawasan yang dilakukan secara ber-
jenjang yang diterapkan pimpinan. Bahkan kondisi
tersebut mungkin bisa lebih diperparah apabila terny-
ata pimpinan oknum PNS tersebut temyata ikut juga
menikmati gratifikasi yang diperoleh anak buahnya

'S

Kurangnya frekuensi sosialisasi mengenai gratifi-
Kasi di kalangan P

s
Terkadang sescorang mudah lupa terhadap sesuatu
al yang pemah didengar dalam pelaksanaan sosial-
apalagi. topik

isasi

yang

disosialisasi-
ap tidak
w hanya

sebagai sebuah slo-
gan saja. Dengan

dilaksanakannya se-
cara rutin kegiatan
sosialisasi, diharap-
kan mampu mej
oknum

PNS yang melang
gar peraturan untuk
menolak dan men
jauhi gratifikasi

Penyebab
tersebut diatas tentunya masih bisa diminimalisir dengar
memegang teguh komitmen yang kuat untuk tidak men-
erima gratifikasi. Berikut penulis mencoba memberikan
sumbangan pemikiran dalam upaya meng
han gratifikasi di lingkungan PNS.

asi permasala-

Tindakan

ng saling menguntungkan tentunya di-
a sistematis untuk mencapai tujuannya
al pelaksanaan pengadaan barang/jasa. perlu
dilakukan seleksi dengan menetapkan persyaratan
yang ketat dalam penetapan personil yang ditunjuk
baik untuk menjabat sebagai petugas ULP/LPSE

Pelaksanaan pen
pada era sekarang ini menjadi sorotan masyarakat
dimana disinyalir praktek korupsi dan gratifikasi san-
gat mungkin terjadi dalam pelaksanaan pengadaan
Selain menerapkan persyaratan yang ketat, tentunya
penerapan punishment terhadap petugas ULP/LPSE

pokja/ panitia pengadaan yang melanggar peratu
perlu diterapkan secara konsisten. dan tegas sehi
dapat diharapkan member efck jera bag! pelakunya

adaan

s
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Sifat tidak puas terhadap sesuatu sangat sulit untuk
diukur secara matematis, kebutuhan masing-masing
individu antara yang satu dengan yang lain pasti
berbeda-beda. Permasalahan gaji PNS yang belum
mencukupi kebutuhan disinyalir menjadi penycbab
utama adanya penerimaan gratifikasi terkait dengan
jabatannya. Namun satu hal yang mungkin sering di-
Jupakan oleh PNS yang mempunyai sifat tidak puas
yaitu banyak masyarakat disekitarnya masih hidup
Galam lingkaran kekurangan secara materiil. Apa-
bila Kita tidak menutup mata hati kita untuk meihat
lingkungan disckitar kita, maka seharusnya kita malu
untuk menerima suatu gratifikasi. Selain itu tindakan
ratifikasi juga sangat menyakiti hati rakyat mengin-
gat uang yang diperoleh dari gratifikasi merupakan
jerih payah rakyat melalui hasil pajak yang dibayar-
kannya

ndalikan pegawai dalam jumlah yang banyak
uatu hal yang sulit bagi seorang
nikian pimpinan dapat memini-
¥ in bisa dilakukan
oleh pegawai, Cara yang efektif adalah dengan mem-
berikan punishment secara tegas terhadap pegawai

ar ukan pelanggaran terhadap peraturan.
Mun.uu. tidak mudah memberikan suatu punishment
awai yang melanggar peraturan, namun
demikian penerapan tersebut diharapkan sangat efek-
tif untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan
sebagai waming bagi pegawai yang mempunyai niat
untuk melakukan pelanggaran. Selain itu pemberian
punishment terhadap pegawai yang melanggar px
turan merupakan perwujudan dari sebuah Komitmen
vang disepakati untuk senantiasa ditegakkan

Perlu adanya pelaksanaan sosialisasi mengenai grati-
fikasi secara intensif kepada kalangan PNS, mengin-

it selama ini mungkin PNS hanya mengerti dan me-
\i gratifikasi namun tidak menjauhi gratifikasi
apkan dengan adanya sosialisasi yang intensif,
dapat menimbulkan suatu dorongan yang kuat bagi
PNS untuk menjauhi gratifikasi dalam melaksanakan
snya. Namun demikian, efekuf tidaknya sosial-

melanggar peraturan tergantung dari PNS itu sendir,

Melihat kondisi diatas yang mungkin terjadi di seki-
tar kita, tentunya merupakan hal yang sangat mengece-
wakan dan tidak dapat dijadikan suatu pedoman untuk
diteladani. Perlu menumbuhkan semangat dalam diri
masing-masing PNS untuk senantiasa mencoba berubah
menjadi pribadi yang lebih baik, dimana perlu mensy-
ukuri rejeki yang seharusnya diterima dan tidak berpikir
untuk memperoleh rejeki tambahan dari cara yang tidak
benar yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan jabatan-
nya. Memang tidak semudah membalikkan telapak tan-
gan, namun tidak ada salahnya mencoba untuk menjadi
Tebih baik lagi

Penulis adalah Auditor pada Inspektorat Investigasi

“Jangan pernah
mengatakan sesuatu itu
sulit apabila anda belum
mencobanya, untuk itu
Jjangan pernah menunda
untuk menolak
gratifikasi”

Mario Teguh
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Swmadanb'aging Sapi dan Kerbau Tahun 2014:
Kenapa Tidak?

Oleh: Nur Wanto C. Negoro

Sebagainana Kita ketahi terdapat empat sukses pembargunan pertanian vaiti a) pencapaian swasenbada don
b

nilai tambah, daya saing, dan nilai

n, ¢)
ekspor serta d) peningkatan kesejahteraan petani. Salah satu yang dijadikan target swasembada yaitu swasembada

daging tahun 2014.

Jarget waktu swasembada daging telah 2 (dua)
I Kali direvisi oleh pemerintah yang pada akhir ta-
hun 2005 dan 2010 namun mengalami kegagalan,
terakhir tahun 2014 direvisi menjadi Pemerintah kembali
mencanangkan program kecukupan daging pada 2014,
Program ini masuk dalam percepatan pelaksanaan priori-
tas pembangunan nasional 2010, dan menjadi bagian dari
Kontrak kinerja Menteri Pertanian kepada Presiden RI
Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK)
tahun 2014 tercapai jika 90% kebutuhan konsumsi dag-
ing dapat dipasok dari produksi dalam negeri. Selebihnya
sebanyak 10% kebutuhan konsumsi daging masih diim-
por dari luar negeri. Dalam rangka pencapaian program
fersebut dibutuhkan langkah strategis yang tidak hanya
berujung pada peningkatan populasi sapi dan kerbau teta-

pi juga menghindari adanya dampak negatif dalam proses
pencapaian program tersebut.

Terdapat tiga skenario yang digunakan untuk
membuat illustrasi tingkat keberhasilan PSDSK 2014
Ketiga skenario tersebut adalah (a) pesimistic. dim
pada tahun 2014 Indonesia hanya akan mampu memen-
uhi 47.6% dari total kebutuhan sapi dan 52.4% dari to-
tal kebutuhan daging: (b) most likely, dimana pada tahun
2014 Indonesia telah mampu mengurangi impor sapi dan
daging sampai 10% saja; (¢) optimistic,
sia akan dapat mengekspor sapi dan da arena ada
kelebihan 10% dari total kebutuhan dalam negeri, Per
jalanan untuk mencapai tingkat keberhasilan berdasarkan
tiga skenario tersebut dari tahun ke tahun diilustrasika
sebagai berikut.

dimana Indone-

Bpe Produksi domestik% Impor%
Pesimistic | Most Likely | Optimistic | Pesimistic | Most Likely | Optimistic

2009 635 635 635 465 465 465
2010 52.1 70.2 789 49.9 298 211
2011 50.8 755, 55.9 492 243 4.1
2012 49.6 80.5 92.9 50.4 19.5 7.1
2013 486 855 100.9 514 14.7 0.9
2014 47.6 90.0 110.0 524 10.0 10.0

Sumber: Direkiorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tabel tersebut mengilustrasikan bahwa untuk
skenario pesimistic tanpa upaya-upaya terobosan yang
hanya melakukan kegiatan reguler saja, produksi domes
tik akan mengalami penurunan sampai dengan 47.6%
schingga akan membuat ketergantungan impor semakin
meningkat, Untuk skenario most likely, kita dapat me-
menuhi 90% kebutuhan dalam negeri dengan berbagai
upaya scbagaimana direncanakan dalam kegiatan pokok
dan kegiatan operasional yang haru dilakukan secara kon-
sisten dan berkelanjutan. Untuk skenario optimistic kita
dapat melampaui kebutuhan daging dalam negeri dengan

Media Auditor - Edisi 30, Agustus 2012

berbagai upaya
melaksanakan program PSDS

Berdasarkan asumsi bahwa sapi potong di Indon
sia tahun 2009 menurut data dari Ditjen Peternakan dan
Kesehatan Hewan sebanyak 12610.100 ckor dan impos
sapi bakalan sebanyak 580.000 ekor serta impor d
sebanyak 72.800 ton, melalui berbagai kegiatan pokok
dalam program PSDS, maka pada tahun 2014 populasi
sapi potong di Indonesia meningkat menjadi sebanyak
14.197.700 ekor (pesimistic), atau sebanyak 14.231.700
ekor (most likely), atau sebanyak 14.423.000 ekor (op
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fimistic). Adapun impor sapi bakalan menjadi sebanyak
687.460 ekor (pesimistic), atau sebanyak 85.000 ekor
(most likely) atau 0 ekor (optimistic). Demikian juga den-
gan impor daging menjadi sebanyak 121.850 kg (pesi-
Sitic atau scbanyak 15,380 ke (most fikely) atau 0 ke
(optimistic).
Salah satu faktor yang cukup menentukan dala
mengambil langkah strategis pencapaian program PS
SK adalah tersedianya data akurat khususnya data pop-
ulasi sapi dan kerbau. Data populasi sapi dan kerbau yang
digunakan selama ini bersumber dari laporan Direktorat
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH)
Kementerian Pertanian. Data tersebut diperoleh dari lapo-
ran dinas yang membidangi fungsi petemakan di seluruh
wilayah Indonesia. Sumber data lainnya adalah hasil Sur-
vei Peternakan Nasional (SPN) yang dilaksanakan oleh
BPS bekerjasama dengan Ditjen PKH, Kementerian Per-
tanian pada tahun 2006-2008. Metode pengumpulan data
dari kedua sumber data tersebut tidak dilakukan secara
menyeluruh (sensus). sehingga masih memungkinkan ter-
jadinya deviasi.

Untuk memperoleh data populasi yang lebih aku-
rat, maka dilaksanakan dengan metode sensus, pada tahun
2011 oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan (PKH) Kementerian Pertanian bekerjasama den-

aan Bidan Pusat Suatisik (BPS) untuk mmlnksanxkun
Pendataan pi Perah, erbau 2011
(PSPK 2011). Tujuan d.n pelaksan I’\|’K"(H| adalah
untuk memperoleh data populasi dasar (P0) sapi potong,
Wil mm kerbau, memperoleh komposisi populasi
berda r dan jenis kelami hui stok
dalam negeri dan karakteristik peternakan lainnya serta
membangun database peternak (Iv\ name by address).
Cakupan wilayah pencacahan PSPK 2011 adalah seluru
wilayah Indonesia meliputi 33 provinsi, 497 ka-
bupaten/kota, 6.699 kecamatan, sert tersebar di 77.548
desa/kelurahan. Unit pencacahan adalah rumah mng.,u
perusahaan berbadan hukum serta unit lainnya y
akukan pemeliharaan sapi potong, sapi perah. atau i
seperti koperasi, yayasan, pesantren, lembaga penelitian,
sckolah, dan sebagainya. Pelaksanaan pendataan lapan-
gan dilaksanakan tanggal 1- 30 Juni 2011 dengan mene-
{apkan tanggal 1 Juni 2011 schagai “Hari Sensus™ (census
date). Dengan menetapkan tanggal 1 Juni 2011 sebagai
hari sensus, maka seluruh informasi mengenai populasi

aupun karakteristik peternakan lainnya mengacu pada
Keadaan tanggal 1 Juni 2011

Berdasarkan hasil Pendataan Sapi Potong, Sapi

Perah dan Kerbau (PSPK) 2011 yang dilaksanakan ser-
entak di seluruh Indonesia mulai 1-30 Juni 2011, populasi
sapi potong mencapai 14.8 juta ekor; sapi perah 597.200
ekor dan kerbau sebanyak 1.3 juta ekor. Dirinci menu-
rut daerah, provinsi yang memiliki populasi sapi potong
lebih dari 0,5 juta eKor berturut-turut adalah Jawa Timur
sebanyak 4.7 juta ekor; Jawa Tengah sebanyak 1.9 juta
ekor ulawesi Selatan sebanyak 983.985 ekor; Nusa
Tenggara Timur sebanyak 778.633 ckor; Lampung se-
banyak 742776 ckor; Nusa Tenggara Barat sebanyak
685.810 ekor; Bali scbanyak 637.473 ekor dan Sumatera
Utara sebanyak 541,698 ckor. Sementara untuk sapi perah
populasi terbanyak di Jawa Timur sebanyak 296.350 ekor
dan populasi kerbau terbanyak di Nusa Tenggara Timur
sebanyak 150.038 ckor. Adapun secara regional popula-
si sapi potong terbesar terdapat di Pulau Jawa sebanyak

Regions) Sﬂpl.P tong. Sapi Perah Kerbau
Populasi % Populasi % Populasi %

Sumatera 2,724,384 18.38 0.40 512,821 39.29
Jawa 7,512,273 S50.68 592,520 99.21 363,049 27.82
Bali dan Nusa Tenggara 2,101,916 14.18 189 0.03 610 19.7-
Kalimantan 2.95 0.06 4 3.8
Sulawesi 12.08 0.29 110,393 846
Maluku dan Papua 1.74 0.00 19.671 151
INDON. A 100.00 100.00 1,305,078 100.00

Sumber: Rilis Hasil Akhir PSPK 2011 dari Kementerian Pertanian-Badan Pusat Statistik
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‘banyak 2,7 juta ekor, Bali dan
Nusa Tenggara sebanyak 2,1 juta ekor, Sulawesi sebanyak
1.8 juta ckor, Kalimantan sebanyak 437.406 ckor serta
Maluku dan Papua sebanyak 258.076 ekor.

Jika dibandingkan dengan sensus pertanian pada
tahun 2003 sebanyak 10,2 juta ckor, maka rata-rata per-
tumbuhan populai sapi selama 2003-2011 mencapai 5,33%
per tahun atau rata-rata pertambahan sekitar 655.500 ekor
per tahun, Sebaliknya untuk populasi kerbau tercatat pada
tahun 2003 sebanyak 1.4 juta ekor sedangkan pada tahun
2011 sebanyak 1.3 juta ekor sehingga rata-rata pertum-

b ‘buhannya -0,58% atau berkurang rata-rata sekitar 7.800

ekor setiap tahunnya.

Sehubungan dengan dirilisnya hasil Pendataan
Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau (PSPK) 2011 yang
‘menunjukan angka diluar perkiraan awal bahkan untuk
angka yang paling optimis sekalipun, maka dibuat revisi
cetak biru (blue print) swasembada daging sapi dan ker-
bau 2014, Revisi juga telah memperhitungkan permintaan
daging sapi yang terus meningkat seiring dengan pertan-
bahan penduduk dan peningl
muat proyeksi kenaikan tingkat konsumsi daging per ka-
pita/tahun. Adapun hasil revisi dikemukakan pada tabel
berikut

No_[Uraian 2010 2011°) 2012 2013 2014
M 1@ @) ) ®) (6) @)
| Konsumsi
1 | Per kapita per tahun (kg) 1762 1.870 1.984 2106 2235
2 Total konsumsi (000 ton) 417.04 449.31 484.07 521.41 56163
Il_| Produksi daging (000 ton) 417.04 44931 484.05 52141 561.63
1 | Produk okal 19582 29245 39932 449.28 507.06
2] Impor. 221.23 156.85 84.74 72.13 54.57
Proporsi impor daging (%) 53.05 3491 1751 1383 972
a | Ex sapi bakalan (daging) 10123 76.85 50.83 4164 3152
Setara ekor 520,000 | 394.800 282596 213,925 161.941
b daging 120.00 80.00 3397 3049 23.05
UIl_| Populasi (ekor) 16,319,233 | 17,090,051 | 17,946,114 | 18,806,907 | 19.715.293
1 | Sapi potong 14,434,927 | 15,175.179 | 15995946 | 16,816,218 | 17,678,242
2 Sapi Perah 562.207__| 603,852 630,326 661,353 697,534
3| Kerbau 1,302,100 | 1311021 | 1.319.842 | 1.329.336 | 1,339.517
=] Populasi pada akliir tahin 2017
Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Berdasarkan data di atas dapat dikemukakan  naikan populasi sapi dan kerbau dari sebanyak 16.319.

bahwa tingkat konsumsi daging per kapita/tahun pada
tahun 2010 sebesar 1,762 kg. meningkat dari tahun ke
tahun sebesar 6,13% dan pada tahun 2014 tingkat kon-
sumsi daging per kapita/tahun mencapai sebesar 2,235
kg sehingga tingkat konsumsi daging pada tahun 2014
diperkirakan mencapai 561.630 ton untuk seluruh In-
donesia. Kenaikan tingkat konsumsi daging juga diikuti
dengan kenaikan produksi daging lokal yang terus naik
dari sebanyak 195.820 ton (46,95% dar total produksi)

tahun 2010 menjadi sebanyak 507.060 ton (90,28%
dari total produksi) pada tahun 2014. Dengan demikian
‘besarnya proporsi impor daging dan sapi bakalan dapat
direduksi dari sebanyak 53,05% total kebutuhan pada ta-
hun 2010 menjadi hanya sebesar 9,72% total kebutuhan
pada tahun 2014. Hal tersebut terjadi karena adanya ke-

ekor pada tahun 2010 menjadi sebanyak 19.715.293 ekor
a tahun 2014 atau terjadi kenaikan populasi sebesar
20,81% selama empat tahun.

Ada beberapa faktor
ainya swasembads

memberikan
ing pada tahun 2014

yaitu:
1. Adanya program baru yang mendukung 1
iy populasi temak Khusisnya sapi potor

ning
yaitu

Insentif dan Penyelamatan Sapi Betina Produktif
Lm.n.m ini sangat p;n[m; dan strategis dilaksana-
kan mengingat tin @ pemotongan sapi

kerbau befina produkif. itk dita Direktora
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kemente
rian Pertanian, secara nasional setiap tahun diperkira
Kan terjadi pemotongan sapi/kerbau betina produktif
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<ebanyak 200,000 ekor dari kebutuhan pemotongan
sebanyak 2.300.000 ekor
Fenomena pemotongan sapi/kerbau betina produk-
Aiff yang cukup tinggi \mvg}:nh merupakan kendala
intuk mewujudkan Program
Sapi/Kerbau tahun 2014,
Dalam upaya mengeliminasi kondisi yang kurang
Kondusif tersebut, pendekatan kegiatan dari sisi on
m dan hilir dinilai pent
nm dan \n.my\umuk mes
produkivitas dan
|w|»u| si \ap\ sehingga saj
betina_produktif sebanyak
200,000 ekor dapat terse-
a

Pendekat
farm merupakan pemberian
penghargaan dalam  bentuk

insentif kepada peternak dan
kelompok

peternak
membudis
betina ,‘..‘uuuu

nakan, dan penyediaan pendanaan yang sesuai
dengan agribisnis petemakan
Inspektorat Jenderal berupa pengendalian dan
fan pelaksanaan program dan kegiatan
operationl PSDS

Dukungan Badan I’\.upmhmlgan SDM dan Pe-
mul han Pertanian berupa rekruitment tenaga
pendamping (Kesehatan Hewan dan Peternakan)
dan revitalisasi-penyuluhan,
pengembangan dan_ pengua-
tan_kelembagaan _peternal
(sapi potong/kerbau).
¢ Dukungan Badan Kar-
antina  Pertanian  berupa
pencegahan penyebaran pen-
yakit hewan menular strategis
antar wilayah dan penyusu-
o ariff barier

a dukungan dari

mu«.mman terkait  antara
lain:
a  Kementerian  Dalam

Negeri berupa penguatan ke-

epada para peternak, bahwa memelihara
sapi/kerbau betina produktif dan bunting jauh lebih
baik dan menguntungkan apabila dikembangbiak-
kan Karena dapat member nilai tambah berupa anak
yang akan dilahirkan. Sementara pendekatan dari sisi
ilir sebagai upaya preventif untuk menyelamatkan
sapi/Kerbau betina produktif dirumah potong hewan (
RPH ) agar tidak dipotong
dimaksudkan agar sapi/kerbau betina produktif dapat
{efsga dan berkembang,biak Secars Reckcianutan
dalam rangka meningkatkan populasinya.
Adanya dukungan Esclon 1 lain lingkup Kemente-
tian Pertanian terhadap pelaksanaan PSDS/K 2014
antara lain
Dukungan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
berupa.penyediaan infrastruktur mendukung pe-
femakan dan keschatan hewan wtamanya pem-
buatan embung air, padang pengembalaan,
pakan ternak dan biogas asal t
Dukungan Ditjen Pen
Hasil Pertanian berupa stabilisasi kepastian har-
ga daging dan komoditas ternak sapi dan Kerbau;
informasi pasar, market intelegent; dan pasar he-

jau

golahan dan Pemasaran

n Ditjen Tanaman Pangan
pengembangan integrasi tanaman panga
dalam rangka meningkatkan pemanfaatan lahan
dalam mendukung ketahanan pangan dan pen-
ngkatan pendapatan

berupa

t Jenderal berupa subsi

g ungsi peternakan di tingkat Kabu-
paten/kota serta penctapan kawasan usaha peter-
akan dalam tata ruang wilayah

Kementerian Perdagangan - berupa ~ dukungan
dalam cfisiensi dan pengawasan mata rantai per-
dagangan temak sapi lokal dan daging, dukun-
san penyempurnaan Harmonization System (HS)
number impor produk ternak serta ebijakan
fiskal terhadap bea masuk produk peternakan
Kementerian Keuangan berupa dukungan kemu-
sl el petenak ke lembaga Perban-
kan (ag nsentif pembiayaan (bunga ren-
dalff ok ehgembangan pealibliin (41PS)
insentif dalam bentuk kemudahan dalam periji-
nan serta dukungan penyiapan dana pada reken-
ing 999 untuk penyclamatan sapi betina produk-
i

Keménte

Negara BUMN

dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari
BUMN untuk bidang peternakan, pengembangan
sistem integrasi kelapa sawit dan sapi potang
SKA), mendorong pengemban s
perbibitan oleh swast/BUMN serta dukung'm
dalam penggunaan pupuk organik asal ternak.
Kementerian Kehutanan dukungan dalam hal
mendorong pemegang HPH untuk memberdaya-
kan masyarakat sekitar hutan melalui pengem-
bangan peternakan serta penyediaan lahan pa-
dang penggembalaan untuk  pengembangan
ternak dalam kawasan hutan (sifvopasture).

Penulis adalah Auditor pada Inspektorat IV
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- Kerjasama Peningkatan Kapasitas Auditor dengan
Commision On Audit (COA) di Filipina

cbagai upaya peningkatan kinerja auditor telah di
lakukan kerjasama pelatihan dengan COA Philipina
Kerjasama tahun 2012 ini meliputi pelatihan fraud

ted

investigasion and legal evidence (FILE) dan Int
Result and Risk Based Audit.

ber

ina meningkat-

Dengan memperhatikan ketentuan yang
terkait peningkatan kapasitas auditor
kan kinerja bidang pengawasan  inte
Jenderal, maka Kerjasama tersebut berdasarkan payun;
hukum Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Perme:
tan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian, yang didukung dengan Surat Per
intah Tugas (SPT) No.723/H/LL/06/2012 tanggal 4 Juni
2012.

n di Inspektorat

Tidak dipungkiri bahwa kegiatan

kapasitas sumberdaya manusia (SDM) menjadi b

peningkatan
n

penting dalam optimalisasi proses kerja suatu unit kerja
awas di lingkun;

instansi. Tentunya, peran aparat per
Inspektorat Jenderal menjadi kunci utama suksesnya pen-
apaian tujuan organisasi Inspektorat Jenderal yang di-

Jakukan secara profesional.

Pada tahun 2012, Inspektorat Jenderal telah men-
ganggarkan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat)
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bagi para auditor yang memenuhi persyaratan tertentu
untuk ikut serta dalam pengembangan kapasitas personil
u bekerja dengan lebih baik sesuai
Ketentuan'dan standar audi berlaku. Dengan pola
an demikian, diharapkan seluruh
rat Jenderal setiap tah
atan mengikuti dik|

yang lokasi penyelenggaraannya berad:

Tujuan Kerjasama

Kegiatan ini sepenuhnya mendukung pencapaian
optimalisasi kinerja Inspektorat Jenderal melalui upaya
peningkatan kapasitas auditor agar menjadi lebih pro-
fesional sesuai tugas dan fungsinya. Langkah awal ir
tentunya menjadi pintu gerbang bagi auditor untuk mem
berikan kontribusi terbaiknya bagi pencapaian tujuan or
ganisasi, baik yang tertuang dalam kontrak kerja instans
Indikator Kinerja Utama (IKU). Rencana Kerja Tahunan
(RKT)2012 dan Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2014

Tujuan kegiatan adalah membina hubungan antar

institusi pengawas secara bilateral dalar

ma bidang dik

t pengaw

kapasitas auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Perta
(COA)

ssion On Audi

nian oleh Comm




.
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Inspektur Jenderal bersama delegasi sedang mel-
akukan negosiasi kerjasama pelatihan bidang penga-
wasan dengan Melanie R. Anonuevo, Director Il Profes-
sional Development Office, COA (tengah)

Pelaksanaan Pelatihan

Berdasarkan hasil korespondensi beberapa wakiu
sebelumnya dengan pihak Commission On Audit (COA)
Filipina, Inspekiorat Jenderal pada tanggal 25 Mei 2012
menerima surat undangan resmi dari Leila S. Paras selaku
Director 1V, Profssiona Development Office, COA yang

y & an

kedatangan In«pcklur Jmnknl Kementerian Pertanian be-
serta delegasi, dalam rangka penjajakan kerjasama diklat
audit, khususnya pada penyelenggaraan diklat Fraud n-
vestigation and Legal Evidence (FILE) pada tanggal 30
Juli - 3 Agustus 2012 dan diklat Integrated Results and
Risk-Based Audit (IRRBA) pada tanggal 15 - 24 Oktober
2012. Inspektur Jenderal dalam hal ini mmgkuwemku\n
Ir. Eddy Santoso, MM (Kabs Har

pembitasan terklt aniipas pendeteksian dan pe-
nyelidikan atas prakick - prakick Korupsi, gratifikasi
dan kejahatan mm puuh lainnya. Para peserta akan
‘menerima materi teknik interview, penuntutan terha-
dap penympangan oleh pegawai negeri, tehnik mel-
akukan investigasi pada saksi, serta bagaimana audi-
tor dapat memperoleh dan mengelola bukti ~ bukti
yang diakui oleh pengadilan setempat

Dengan melihat susunan materi diklat tersebut, di-
harapkan para pescrta diklat mampu uniuk mening-
Katkan keahliannya dalam hal antisipasi. pendetek-
sian dan penyelidikan atas praktek — praktek korupsi,
gratifikasi dan kejahatan Kerah putih lainnya, meng-
gunakan tehnik yang efektif dalam mengelola saksi

saksi, mengenali jenis dan sumber — sumber per-
olehan bukti yang diakui pengadilan, menggunakan
ehnik lisan dan non-lisan dalam memperaleh bukii
dari pelaku kejahatan, membagi pekerjaan secara

ara te-

|
proporsional sesuai tupoksi yang diemban s 1
gas dalam sebuah tim, serta menyiapkan hasil lapo-

|

1 yang kompeten dan dapat dipertanggungawabkan

sesuai standar yang berlaku.
Diklat Integrated Results and Risk-Based Audit |
(IRRBA)

Seperti halnya pada diklat FILE, pihak COA telah |
menyusun materi diklat ini sedemikian rupa dituju-
kan bagi para pengendali teknis, ketua tim dan ang-
gota tim audit. Diklat direncanakan akan berlang.
sung selama § (delapan) hari, namun dikarenakan
Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Inspektorat
Jenderal, maka penyelenggaraan diklat dilaksanakan
selama 6 (enam) hari dengan melakukan penyesuaian

a
Sockimo, SE. MA (Kasubag. Evaluasi dan I’«.Llpnmm

Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah
Tugas (SPT) No.723/H/LL/06/2012 tanggal 4 Juni 2012
dengan tujuan untuk melakukan kunjungan kerja ke lem-
Commission On Audit (COA) dalam rangka sharing
experience penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
serta penjajakan kerjasama pelatihan Fraud Investigation
and Legal Evidence (FILE) dan Int ted Results and
Risk-Based Audit (IRRBA).

lat Fraud Investigation and

Pihak COA telah menyusun materi diklat sedemikian
rupa ditujukan bagi para pengendali teknis, ketua tim
dan anggota tim audit. Diklat akan berlangsung sela-
ma 5 (lima) hari secara komprehensif dengan materi

s

AUDITOR!

76

terhadap materi diklat tersebut.

Dalam diklat ini peserta akan menerima diklat terkait
Koordinasi efektif dengan sesama aparat pengawas di
instansi lain, pelaksanaan standar audit secara efek-
1if, penerapan audit kinerja dan audit investigasi yang
baik, serta seminar terhadap praktik ~ prakiik peny-
impangan yang kerap terjadi

Dengan melihat susunan materi diklat tersebut, di-
harapkan para peserta diklat mampu untuk menin-
gkatkan keahliannya dalam hal menyusun perenca-
naan audit ya an formulir penilaian
risiko dan perencanaan audit dengan benar, memaha-
mi prosedur/langkah-langkah dalam melaksanakan
pengujian pada audit kinerja, menyiapkan beberapa
jenis laporan audit yang dapat disusun, menyelesai-
kan laporan hasil audit sesuai standar internasional,
mengelola database hasil audit secara benar, serta
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lemen — elemen kunci dari sistem
pengendalian intern.

Penetapan Calon Peserta

Kegiatan diklat Fraud Investigation and Legal Evi
dence (FILE) pada tanggal 30 Juli — 3 Agustus 2012 res
cananya akan diikuti oleh 5 (lima) orang peserta berasal
dari auditor yang telah berpengalaman dan memiliki ke-
mampuan berbahasa Ingeris yang cukup baik.

Sedangkan untuk kegiatan diklat Integrated Results
“and Risk-Based Audit (IRRBA) pada tanggal 15 - 24 Ok-
tober 2012 rencananya akan ditkuti pula oleh 4 (empat)
orang peserta berasal dari auditor lingkup Inspektorat I,

1L, 111 dan IV yang telah berpengalaman dan memiliki
kemampuan berbahasa Inggris yang cukup baik. Dengan
memperhatikan alokasi anggaran yang telah ditetapkan
dalam Daftar Isian Penerima Anggaran (DIPA) tahun
2012, maka pembahasan rincian materi kedua diklat yang
disesuaikan dengan kebutuhan di Inspektorat Jenderal
penetapan jumlah hari pelatihan, jumlah peserta, dan
pembiayaan perjalanan peserta dan pelatihan yang dii-
kauti, Serta beberapa fasilitas teknis/akomodasi
dipersiapkan pihak COA untuk para peserta, ma
dealing dapat berjalan dengan baik sehingga kerjasama
pelatihan secara resmi telah disepakati oleh kedua belah
pihak sebelum tim delegasi kembali ke tanah air

Hari Edi - Media Auditor

No.| Nama Unit Kerja
1 Drh. IGMN. Kuswandana, MM Inspektorat In\'csu’g?s) Auditor »\Mllw;lr\ihb
2 | Vivi Susilawati, SE, M.Ak Inspektorat Investigasi |2 mhhzr Ahli \llili.l (111/d)
3 | Sembodo Pamenang, MP y Inspektorat Investigasi Auditor Ahli Muda (111/d)
4 | Rizka Bayu Wirawan, SP, MP | Inspektorat IV Auditor Ahli Muda (111/c)
5 | Memet Darmawan, S.TP Inspektorat Investigasi Auditor Ahli Muda (111/¢)
=} L
Hidup tanpa mempunyai TUJUAN sama seperti
“ Layang-layang putus ” Miliki tujuan dan
PERCAYALAH anda dapat mencapainya
L T
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Isue-Isue Aktual Pembangunan Pertanian
Dari Atani di Brussel

ugas Pokok Atase Pertanian di Brussels ...m.m
I clakukan kerjasama luar negeri di bidang pe
nian yang meliputi bidang teknologi pertanian,
sosial ekonomi pertaniar
formasi lain yang menyangkut pembangunan pe
dengan negara dan lembaga internasional/regional
berkedudukan di negara dimana ia ditempatkan dan nega-
ra-negara yang menjadi wilayah observasinya.

agribisnis dan informasi

anian

Beberapa informasi yang diperoleh Atase Perta-
nian yang menyangkut pembangunan pertanian Indo-
nesia adanya isue-isue aktual yang disampaikan oleh
masyarakat Uni Eropa terkait pembangunan pertanian
di Indonesia. Isue tersebut adalah rencana wajib pengu-
jian labolatorium terhadap 20% dari seluruh komoditas
pala, rencana amandemen EU direktif 1881/2006 menjadi
batasan maksimum cadmium dalam kakao dan coklat, pe-
luang cksport komoditi kopi di Jerman dan Florida 2012
Word Horticultural Expo di Venlo Belanda.

Rencana Wajib Pengujian Laboratorium “Terhadap 20
% dari seleluruhan consignment komoditi Pala
Indonesia merupakan Negara penghasil pala. sejak
pada masa penjajahan Belanda, yang dikenal scbagai Ne-
gara penghasil rempah-rempah yang dibutuhkan negara-
negara eropa. Pada beberapa tahun terakhir ini ekspor
komoditas pala dari Indonesia ke UE. menunjukkan pen-
ingkatan, baik nilai ekspor maupun volume ekspor. Ni
dan volume ekspor pala dari Indonesia ke Belgia dari ta-
hun 2008 Sampai dengan tahun 2011 sebagai be

78 AUDITOR:

Ekspor Komoditas Pala Indonesia Ke Uni Eropa

Volume dan Nilai Ekspor

Nilai
(1.000 Euro)

Volume
(1.000 KG)
991,90
954,80
585,60
647,40

Dari tabel diatas bahwa ekspor pala Indonesia dari
tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, baik voleme
mapun nilai ekspor komoditas pal a komoditas
pala mempunyai peranan penting bagi Indonesia dalam
perolehan devisa negara. Berkaitan dengan komoditas
pala, pada 30 mei 2012 Direktur D for Food Safety, DG
Health Consumer Policy (DG SANCO), secara resmi tel-
ah mengirim surat kepada Direktur Mutu dan Standarisa-
si Kementerian Pertanian RI, yang intinya rencana U
untuk memberlakukan EC latian no. No669/2009
terkait dengan produk pala (Nutmeg) yang dimpor dari
Indonesia

sching

Semakin seringnya DG SANCO menerima noti-
fikasi Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)
\ulmu fngginga kandungan aflatoxins pada_komoditi
‘pala asal Indonesia, maka sesuai ketentuan EC Regulation
No. «m 2009, UE akan memberlakukan Ketentuan wajib
pemeriksaan dokumen dan sekaligus pemeriksaan fisik
terhadap 20 % dari keseluruhan consignments komodit
pala (nutmeg, ground nutmeg, whole nutmeg, nut
shrivels) yang dimpor dari Indonesia. Pemeriksaan fisik
atas komoditi pala asal Indonesia tersebut akan dilakukan
melalui uji laboratorium untuk mengetahu tingkat kand-
ungan aflatoxin , yang hasilnya harus disampaikan pada
otoritas kompeten di pelabuhan-pelabuhan pintu masuk
yang ditunjuk, sebagai kelengkapan persyaratan sebelum
barang dapat didistribusikan di wilayah UE.

Rencana Amandemen EU Direktif 18812006
Mengenai Batasan Maksimum Kadmium Dalam Kakao
dan Coklat
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I ‘Pada akhir tahun 2011 komisi UE berencana me-
nerapkan batas maksimum kandungan kadmium dalam
semua produk kakao dan coklat yang termasuk dalam di-
rektif 2000/36/EC sebesar 0.3 mg/kg - 0,5 mg/kg. Komisi
UE merencanakan akan memberikan batasan maksimum
Kadmium sebesar : 0,1 mg/kg untuk susu coklat, 0.3 mg/
kg untuk coklat dengan kandungan coklat padat < 50 %,
0,5 me/kg untuk coklat dengan kandungan coklat padat
50 %, 0,6 mg/kg untuk coklat powder. Rencana tersebut
akan diimplementasikan tahun 2012.

Pada tanggal 17 Februari 2012 sebanyak 14 negara
- penghasil dan pengekspor coklat menyatakan keberatan
terhadap rencana amandemen Regulasi EC 1881/2006
termasuk Indonesia turut menandatangani joint communi-
cation dengan 14 negara tersebut (Colombia, Costa Rica,
Republik Dominika, Negara for Commonwealth of Dom-
inica, St Kitts and Nevis, Saint Lucia and St. Vincent and
the Grenadines, Granada, Guatemala, Honduras, Nikara-
gua, Papua New Guinea, Peru, Venezuela dan Meksiko.
Dalam Joint Communication ini negara-negara penghasil
coklatkakao meminta Komisi UE untuk meninjau kem-
bali peraturan tersebut mengingat produk coklat hanya
memberikan kontribusi yang kecil terhadap paparan Cad-
mium Karena kecilnya jumlah yang dikonsumsi manusia.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Pusat
Penelitian Kopi dan Kakao (PPKK) Indonesia diperoleh
informasi bahwa :

1

Kontaminasi unsur Cd pada biji kakao dari beberapa
sentra produksi di Indonesia pada umumnya men-
gandung kadar Cd sangat rendah. Sekitar kurang dari
10 % sampel mengandung Cd antara 03-1,0 mg/kg
biji kakao.

2) Sampai saat ini PKK Indonesia belum memiliki data
Konsentrasi Cd dalam bubuk kakao. Potensi Kadar
Cd pada bubuk kakao akan meningkat, mengingat
Cd tidak terikat pada bagian lemak kakao yan d

kakao. Peningkatan konsentrasi Cd dapat mencapai
1,5 Kali Konsentrasi sebelumnya pada biji kakao.

3) Ketersediaan unsur Cd pada tanah tempat tumbuh
kakao dapat berasal dari dalam tanah maupun dari
pupuk anorganik. Unsur dari pupuk diduga merupa-
Kan sumber utama terjadinya akumulasi dalam jarin-

Peluang Ekpor Komoditi Kopi di Jerman

Hasil pertemuan Konsul Jenderal RI di Hamburg
dengan Managing Dircctor Asosiasi Kopi Jerman dan
salah satu trading company kopi Jerman Hacotco Gmbh
diperoleh informasi sebagai berikut

1) Jerman merupakan salah satu negara inportir dan
Konsumen terbesar kopi i dunia. Dari sebanyak total
18 juta bag impor, sebanyak 10 juta bag merupakan
kunsumsi lokal. Impor kopi sebagian besar diperoleh
dari Peru, Honduras, Brasil yang telah memiliki ser-
tifikat produk

2) Perusahaan coffee roaster terbesar di jerman seperti
Tehibo dan Nestle, dalam jangka waktu 3-4 tahun
kedepan akan memprioritaskan sustaninable coffee
product (kopi organik) yang memiliki sertifikat 4C
Vietnam merupakan negara penyuplai nomor dua
terbesar kopi setelah Brasil ke Jerman, namun mutu
kopi Vietnam yang lebih rendah dibanding kopi In-
donesia, mereka berharap Indonesia dapat mening-
Katkan produksinya dan mendaftarkan sertifikat 4C
Hal ini diyakini dalam 2-3 tahun kedepan kopi Indo-
nesia akan meningkat signifikan di pasar Jerman

3) Terkait dengan jenis kopi luwak di jerman bukanlah
merupakan produk dengan pasar yang besar, namun
tetap disediakan suplainya dalam Kuantitas tidak
terlalu banyak. Konsumen juga banyak yang sering
meragukan keaslian kopi luwak tersebut dan para
trading company di Jerman kuatir berkembangnya
isu perlindungan hewan terkait pemasaran kopi terse-
but

4) Capacity building dalam hal produksi kopi banyak
diberikan Jerman atau perusahaan kopi swasta antar
lain kepada Afrika dan Vietnam, sed
nesia dianggap telah memiliki kualitas produk yang
cukup baik dibandingkan di w
ingin mendapatkan bantuan capacity building dihara-
pkan petani kopi Indonesia membentuk kelompok
usaha

Peluang Ekpor Komoditi Teh di Jerman

Hasil pertemuan Konsul jenderal di Hamburg d
gan Managing Director Asosiasi Teh Jerman pada ta
9 Februari 2012 membicarakan hal-hal

gan tanaman kakao.

4) PPKK sebaiknya kadar Cd
dalam coklat diberlakukan hanya pada produk akhir,
tidak dalam biji kakao.
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1) data yang diperoleh dari Asosiasi Teh
Jerman, pada tahun 2010 Indonesia menempati posisi
ke 4 negara penyuplai teh terbesar di Jerman dengan
presentasi 11,42 %, sedangkan posisi pertama adalah
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2)

3)

4

China dengan prosentase 23.29 %, kedua India den
Srilangka dengan

an prosentase 16,53 % dan ke
prosentase 11,89

Masalah yang dihadapi masuknya komoditi teh In
donesia ke jerman adalah peraturan Jerman yang
mensyaratkan produk pertnian organik, termasuk teh
Namun pada teh Indonesia ditemukan masih terda
pat kandungan bahan pestisida. Asosiasi teh Jerman
berharap dapat dibicarakan lebih lanjut dengan Aso-
siasi Teh indonesia dan pejabat kementerian terkait
mengenai kesulitan Indonesia memenuhi persyaratan
yang diberikan Jerman

Di wilayah Ascan, Vietnam adalah kompetitor Indo-
nesia yang banyak mengekpor teh ke Jerman karena
harganya yang lebih murah. Berdasarkan informas
dari Dr. Beutgen, Vietam juga menghadapi masalah
yang sama yaitu pestisida, oleh Karena itu jika Indo-
nesia dapat mengatasi masalat pestisida, Indonesia
akan tetap berpeluang lebih besar dari pada Vietnam
karena teh Indonesia memiliki kualitas yang lebih
baik

Sebagian besar impor teh Jerman adalah dalam ben-
tuk ball, untuk diproses (di blend dengan berbaga
rasa sebagaimana permintaan konsumen di jerman)

\ @\’ - b
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Pamerar Elodade 2012 - Venlo Belanda
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itk konsumsi lokal taau diekspor kembali ken-
Oleh karena itu akan sangat sulit untuk
nan dalam merk tertentu, ke
Jiki kualitas sangat
n dengan kuan-

uali untuk produk teh yang m
dan spesialisasi fertentu.

titas terbatas.

de 2012, World Horticultural Expo di Venlo, Be-

Pameran Floriade 2012 merupakan pameran horti-
kultura tingkat dunia yang dilaksanakan setiap 10 tahun
di Venlo Belanda. Pelaksanaan Floriade 2012 di Venlo
Belanda dimulai dari bulan Mei 2012 sampai dengan
bulan Oktober 2012 dan materi yang dipamerkan adalah
beberapa budaya yang berasal dari berbagai negara pe-
miniatur rumah

serta, Indonesia menampilkan beberap:
adat toraja, rumah jawa, rumah panggung. Materi yang
dipamerkan dalam Floriade 2012 kurang sesuai dengan
topik yang diambil dan yang menjadi penanggung jawab
ksanaan dari Indonesia adalah Kementerian Pariwisa-

Ekonomi Kreatif, schingga kesempatan Kemente-
Pertanian untuk menampilkan hasil pembangunan

pertanian tertunda

Setiawan/Alwi Munsir Lubis - Media Auditor
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Geliat SPIP Kementan di Tahun 2012

egiatan SPIP yang menjadi salah Indikator
B Kinerja Utama (IKU) Kementerian Per-

tanian telah memasuki babak baru yaitu
Pembinaan SPIP. Tahap scbelumnya adalah tahap
“Sosialisasi SPIP" yang telah diselenggarakan oleh
Inspektorat Jenderal secara berturut- turut sejak ta-
hun 2008 dengan fokus materi Penjelasan Pedum
SPIP dan Modul I sampai dengan V' yang terdiri dari
Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegia-

nesia bagian tengah dan timur diselenggarakan di
Semarang pada tanggal 20 s.d. 22 Maret 2012 di-
hadiri 336 orang pejabat (KPA, PPK, Bendahara dan
Bidang Evaluasi) berasal dari lingkup instansi K.

- menterian Pertanian dan dinas sektor pertanian yang

tersebar di 19 propinsi wilayah tengah dan timur In-
donesia, dan untuk wilayah Indonesia bagian barat
ang diselenggarakan di kota Batam pada tanggal 24
s.d. 26 April 2012 dihadiri 295 peserta berasal dari
20 propinsi yang tersebar di wilayah barat Indonesia.
Agenda kegiatan SPIP tahun 2012 ini akan ditutup
dengan rangkaian kegiatan Forum Nasional SPIP
yang rencananya akan diselenggaralan pada bulan
November 2012 yang akan d

Pembinaan SPIP y:
alui Penerapan Sistem Penge
Handal pada Keg
tanian, Kita Wajudkan 4 Sukses Permbangunan Per-
tanian
luaran yang berfungsi s
lebih konkret bagi suksesnya pencapaian 4 Sukses
Pertanian. Ini dibuktikan dengan telah

an Strategis di Kementerian P

tan P Informasi dan K ikasi, dan
Pemantauan.

Sampai dengan tahun 2011 telah tersosialisas-
inya 3.257 pejabat lingkup Kementerian Pertanian
di 33 propinsi. Tahap selanjutnya setelah dilakukan
sosialisasi adalah tahapan pembinaan SPIP. Adapun
tujuan dari tahapan pembinaan SPIP adalah tersusun-
nya Petunjuk Teknis SPIP untuk kegiatan strategis
Kementerian Pertanian untuk tingkat propinsi dan
Kabupaten, sebagai pengelola dana dekonsentrasi
dan tugas pembantuan. Mengingat anggaran Kemen-
terian Pertanian tahun anggaran 2012 sangat besar,
mencapai Rp17,3 triliun, maka diperlukan komitmen
yang kuat dari para Kepala Dinas yang membidangi
pertanian di propinsi/kabupaten/kota, untuk mereal-

disgsunya 5 (lima) Juklak SPIP untuk ke
egis Kementerian Pertanian yaitu
Sawah; Kegiatan SL-PTT; Kegiatan Penyelamatan
Sapi Betina; Program Swasembada Gula; dan Kegia-
tan Bantuan Sosial Desa Mandiri Pangan, yang dapat
digunakan oleh para pelaksana SPIP di tingkat pro-
pinsi maupun kabupaten, agar diantara mereka tidak

gia
Harapannya, juklakejuklak SPIP yang ain untuk se-
luruh kegiatan dapat dibuat juga dengan acuan  juk-
lak yang telah disusun pada saat kegiatan pembinaan
SPIP dilaksanakan

Keberhasil

ini sangat didukung oleh komit-

isasikan SPIP di kerja
agar seluruh tugas-tugas dan target yang dum.xpk an,
dapat terwujud secara 3E dan 1T

Tahun 2012 kegiatan pembinaan SPIP dilak-
sanakan sebanyak 2 kali yaitu untuk wilayah Indo-
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men para pimpinan dan narasumber ya
ten dibidangnya. Hadir dan terlibat se
para Sekretaris lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana
Pertanian; Ditjen Tanaman Pangan; Ditjen Peterna

kompe-
ra intern




peringkat “CC" di tahun 2009, dan tahun 2010

menjadi peringkat

Diperolehnya predikat kementerian dengan in-

pada tahun 2009 d
hun 2011 berada di peringkat ke-8 berdasarkan
hasil survey KPK;

menurunnya tingkat kerugian negara secara be-

tahap sctiap tahunnya; serta

Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil
audit (BPK RI, BPKP dan Inspektorat Propinsi/
Kabupaten/Kota)

Dengan demikian, kami yakin bahwa pencapa-
ian 4 (empat) Sukses Pembangunan Pertanian,
yaitu Pencapaian Swasembada dan Swasembada
berkelanjutan; Peningkatan Diversifikasi Pan-
gan; Peningkatan Nilai tambah, Daya saing
Ekspor; serta Peningkatan Kesejahteraan Petani,
¢ dapat terwujud dengan baik, sesuai target yang
{if, efisien dan sesuai ketentuan yang berlaku. telah ditetapkan

kan dan Kesehatan Hewan; Ditjen Perkebunan; dan
Badan Ketahanan Pa

Optimalisasi px

memantau realisasi ke

masing. perluditi

yai

anganinya dapat be

Hasil nyata dari upaya ki
tahun ini, telah membuahkan hasil y
rakan dian

selama beberapa Harapan besar dari terselenggaranya pembi-
ng menggembi-  naan SPIP di tahun 2012 ini, akan lebih bermanfaat
ranya dengan sebaik-baiknya, khususnya memperdalam
n diperolehnya predikat opini WDP (Wa- h dalam langkah-

: ) dari BPKRI untuk  konkrit SPIP di lingkungan kerja untuk mencapai
Laporan Keuangan Kementan tahun 2008 dan perwujudkan 4 Suk: zunan Pertanian.(/rif)
2009

(Arief Kurniawan, - Media Auditor)
b, Meningkatnya peringkat penilaian LAKIP ting-
kat kementerian dari “C" di tahun 2008 menjadi

“ orang bijak adalah orang yang selalu
belajar dari kegagalannya sedangkan orang
yang bodoh adalah orang yang selalu
menutupi kegagalannya “

Mario Teguh
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Kapasitas SDM

Bakaai

dan

nspektorat Jenderal
= enap berusia 45 ta-
& Il\un pada 31 Mei 2012
e/ Dalam usiannya yang ke
= 45 ini telah berbagai pe
[} 24 wlaman menarik dilalui
LA na paradigma pen-
« gawasan sebagai tupoksi
Inspektorat juga
telah membaywa perubahan pola kerja dan kemitraan
yang dibangun antara Inspektorat Jenderal dengan
mitra kerja unit eselon I lingkup Kementerian Per
nian. Paradigma lama Watch Dog dengan pendekatan
represif telah bergeser menjadi paradigma baru seba-
gai Counsulting Partner dengan pendekatan preem.
4if dalam bentuk upaya pembinaan dan pencegahan
KKN melalui strategi pengawasan GREEN AUDITS.

o

nd

Jejak langkah Inspektorat Jenderal semakin
terlihat kiprahnya dan semakin membanggakan, baik
di lingkup intern Kementerian Pertanian maupun di
luar Kementerian Pertanian. Berbagai apresiasi dan
penghargaan yang diterima dari KPK berhasil kita
raih sejak tahun 2010, unit kerja Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) di lingkup Kementerian Pertanian
semakin bertambah jumlahnya, dan Sistem Pen-
gendalian Intem Pemeritnah (SPIP) yang semakin
terlihat saat kita mampu

opini BPK ~ RI dari Disclaimer menjadi Wajar Den-
gan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan
Kementerian Pertanian tahun 2009, 2010 dan 2011
LAKIP Kementan berpredikat B pada tahun 2010
Hal ini tidaklah terlepas dari peran aktif pegawai-
pegawai Inspektorat Jenderal dari seluruh lini yang
bersama — sama telah berkomitmen dan menjunjung
tinggi amanah yang diembannya masing- masing un-
tuk mencapai keberhasilan organisasi

Upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas
SDM senantiasa dilakukan melalui berbagai bentuk
pendidikan dan latihan serta pengembangan skill
dan managerial baik bagi fungsional auditor mau-
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at Jenderal K

ian Pertanian

pun struktural. Salah satunya adalah peng
kapasitas sumber d
jasmani dan rohani ba

embangan
manusia melalui pembinaan
v lingkup Inspektorat
ertanian. Adapun rang
(1) Peningkatan Ke:
Jasmani melalui Senan Bersama dan Jalan Seh xl 2)
Pembinaan Rohani dalam bentuk Seminar Keluarga
 dipandu oleh psikolog Elly Risman, P:Si

fan acaranya meliputi

Rangkaian acara yang diselenggarakan selama
2 hari yaitu tangg 31 Mei 2012 diikuti oleh
wai lingkup Inspektorat Jenderal Ke-
menterian Pertanian.

Peningkatan Kesegaran Jasmani dimeriahkan

antor Pusat Kementerian Pertanian discleng-

rakan pada hari Rabu, 30 Mei 2012. Selain jalan
sehat, panitia juga mengadakan kuis yang menguji
pengetahuan peserta mengenai jenis-jenis pohon dan
tanaman yang ada di lingkungan Kementerian Perta-
nian. Sebagian besar berhasil mengidentifikasi nama
tanaman dan pohon pelindung di sekitar kantor pusat
Kementerian Pertanian.

Hari kedua, Kamis 31 Mei 2012 dilaksanakan
pembinaan SDM dalam rangka peningkatan rohani
dalam bentuk Seminar Kelua

“Komunikasi Efektif dalam Keluai
bicara [bu Elly Risman, PSi dari

dengan pem-
asan Kita dan

AUDITOR!
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)
dimiliki. Mengetahui hal terse-

but dan dengan pemberian jalan serta saluran bagi \
komunikasi antar individu akan diperoleh berbagai |

sesuai wamna yan,

pengetabuan dan pengalaman yang nantinya dapat
diasah lebih mendalam, terutama untuk memban- l
as serta berkomitmen

gun dan meningkatkan Integ
mencegah korupsi ‘

Persoalan saat ini adalah perbuatan orang tua

menghujam di sel darah yang mengalir dalam pikiran
dan secara otomatis bekerja di simpul saraf. Untuk itu
" . perlu dilakukan kanalisasi melalui komunikasi yang
cfektif agar persoalan individu dapat tersalurkan.

di masa lalu, bagaimana kekerasan kata yang telah i
i

Pegawai Inspektorat Jenderal perlu terus didorong

c dilaksanakan  untuk berjuang menegakkan ilmu auditnya berjalan

pelep pejab: cgawai Inspektorat Jenderal  sesuai aturan yang berlaku, agar bangsa dan Negara =

) s purna bakti sebanyak 8 Republik Indonesia menjadi lebih baik.

g yaitu ( L; k SH. (2). M. Zaenuri, SH.
MM. (3). Ir Sub MM. (4). Drs. M. Arifin,
MM. (5). Ir. Johnny W MM. (6). Ir. Basuki Arief Kumniawan (Media Auditor)
Nurjadi, MM. ( Ir. Rahertanto Joko W. (8). Sumar
na. Bagi para purnabhakti diberikan penghargaan dan
cinderamata atas pengabdianya selama mer

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Menurut psikolog, Elly Risman, P.S

ing-masing individu unik dan berbeda dari garis gen
dan keturunan sesuai berat-ringan masa perjuan-
gan yang dialaminya. Pengalaman hidup, masa lalu
yang cksistensinya membekas saat ini. memerlukan
kanalisasi dan penyaluran komunikasi agar bakat

dan pengetahuan yang diperoleh dapat ditingkatkan
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s

Pengobatan Tradisional Daun Sirsak

erikut ini akan disajikan bagaimana cara mengo-
th tanaman sirsak mulai dari buah hingga daun

yang dipadukan dengan ramuan herbal lainnya se-
bagai pengobatan alternatif tradisional dengan mengolah
herbal tersebut dengan tangan sendiri untuk mengobati
beberapa jenis penyakit yang dapat disembuhkan dengan
daun sirsak, diantaranya :
1. Untuk mengobati Kanker

Siapkan 10 lembar dayn sirsak yang sudah tua, cuci bersih,

diatas s T
\ ‘ ,n, m |
Keterangan Gambar :

- Untuk penderita kanker stadium pemula

- Untuk penderita kanker stadium 1 sampai stadium 3

- Untuk penderita kanker stadium diatas 3 atau kronis

- Unfuk gelas biru sebagai takaran dalm membuat ramuan

- Untuk gelas merah sebagai hasil akhir dari rebusan ra-
‘muan

2. Mengobati sakit pinggang

Siapkan 20 helai daun sirsak kemudian cuci bersih
dan masak dengan takaran air S gelas air, masak hing-
h dan sisakan 3 gelas ai, diminum | lah

3,

4.

kemudian rebus dengan takaran 3 gelas air beruku-
ran sedang, masak hingga mendidih hingga tersisa |
gelas. Kemudian minum air rebusan tersebut 2 kali
sehari (pagi dan sore hari) selama 2 minggu. Rebusan
daun sirsak ini 10.000 kali lebih baik pengobatannya
dibanding dengan kemoterapi. Air rebusan daun sir-
sak tersebut dapat menghentikan perkembangan dari
sel-sel kanker yang tidak normal digantikan menjadi
sel tubuh yang normal sehingga tubuh kembali sehat

Mengobati balita atau bayi mencret

Ambil daging buah sirsak yang sudah matang. Ke-
mudian ambil beberapa daging buah sirsak diperas
dan disaring untuk diambil aimya. Berikan pada
balita atau bayi yang sedang mencret sebanyak 2-3
sendok makan

Mengobati Ambeien

Ambil daging buah sirsak yang sudah matang, Kemu-
dian peras untuk diambil aimya hingga terkumpul |
gelas. Minum perasan buah sirsak tersebut 2 kali se-
hari pada pagi dan sore hari

‘Vlengnbxll Bisul

[ LAT



INFO MEDIA

Desi - Media Auditor

“Ketahuilah, hal-hal terindah di dunia ini
terkadang tak bisa terlihat dalam
pandangan atau teraba dgn sentuhan,
mereka hanya bisa terasakan dengan hati”.
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